






Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Bandung 

Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik 

ABSTRAK 
  
 Peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat merupakan 
salah satu tujuan utama reformasi dalam sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. 
Penerapan kebijakan otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang No 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tiada lain untuk lebih mendekatkan 
pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Pemberian kekuasaan otonomi 
yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan rumah 
tangganya, Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan masyarakat 
secara efektif, efisien dan ekonomis. Dengan semangat otonomi ini pula, peningkatan 
kontrol masyarakat atas penyelenggaraan layanan yang diberikan pemerintah daerah 
akan semakin kuat, sehingga mampu mengembangkan suatu tatanan tata 
kepemerintahan yang baik (good governance) di daerah. 
 Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menetapkan 16 urusan 
wajib yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam kaitannya 
dengan pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Urusan-urusan wajib 
tersebut tiga diantaranya dapat dikategorikan sebagai kebutuhan dasar dari masyarakat 
yaitu penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan dan 
penyelenggaraan bidang pendidikan. Ketiga pelayanan dasar tersebut merupakan 
faktor-faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan manusia di daerah.  
 Fakta-fakta yang sudah ada saat ini, memperlihatkan bahwa kinerja 
pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah dalam pelayanan kepada masyarakat, 
masih memprihatinkan. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat 
tersebut, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah perlu melakukan beberapa upaya 
yang signifikan 
 Penelitian Pengukuran kinerja pelayanan publik di daerah Kabupaten/Kota di 
Indonesia ini bertujuan untuk mengukur kinerja pelayanan publik, baik di daerah 
Kabupaten maupun Kota di Indonesia, yang meliputi pelayanan di bidang pendidikan, 
kesehatan, dan sarana dan prasarana umum, baik dari dimensi anggaran, akses, 
maupun peningkatan mutu sumber daya manusia pelaksana pelayanan.  
 Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif dan 
kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten 
dan kota di Indonesia. Teknik pengambil sampel untuk pengukuran kinerja pelayanan 
publik di daerah dilakukan secara sensus, dimana dalam hal ini seluruh pemerintah 
daerah (440 kabupaten dan kota) diminta untuk mengisi instrumen pengukuran 
pelayanan publik pada tahun 2005 yang telah dikirim. Jenis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 
dengan cara penyebaran instrumen berbentuk kuesioner pengukuran pelayanan publik 
yang disebarkan kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Sedangkan 
data sekunder diperoleh melalui pengumpulan data dari berbagai dokumen, buku serta 
produk kebijakan yang relevan. 
 Dalam penilaian akuntabilitas dan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam 
mencapai tujuan kebijakan otonomi daerah, maka perlu dikembangkan sistem 
pengukuran kinerja pelayanan di daerah yang komprehensif dan dapat diterapkan di 
daerah-daerah di Indonesia secara periodik serta perlu adanya political will 
(necessary, but insufficient) dari eksekutif dan legislatif baik di tingkat propinsi 
maupun kab/kota untuk mewujudkan komitmen penyediaan sumber daya anggaran 
yang memadai bagi peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan 
serta sarana dan prasarana umum. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
 

Tujuan utama reformasi dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia salah 
satunya adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. 
Penerapan kebijakan otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 
Tahun 1999 dan kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah tiada lain untuk semakin mendekatkan pelayanan 
pemerintah daerah kepada masyarakat. Dengan memberikan kekuasaan otonomi yang 
luas, nyata dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya, 
pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien 
dan ekonomis. Dengan semangat otonomi ini pula, peningkatan kontrol masyarakat 
atas penyelenggaraan layanan yang diberikan Pemerintah Daerah akan semakin kuat, 
sehingga mampu mengembangkan suatu tatanan tata kepemerintahan yang baik (good 
governance) di daerah. 

 Pengalaman-pengalaman internasional dalam penerapan desentralisasi dengan 
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat patut dicermati. Apalagi 
mengingat pengalaman Indonesia sendiri dalam menerapkan sistem pemerintahan 
daerah terdesentralisasi sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang masih belum 
memberikan perubahan yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan 
kepada masyarakat. Pelayanan publik di daerah pasca penerapan otonomi daerah 
masih memperlihatkan kualitas pelayanan yang rendah, partisipasi masyarakat dalam 
dalam penyediaan pelayanan masih kurang, standar pelayanan yang tidak jelas dan 
akuntabilitas pelayanan yang masih rendah (Suwandi, 2002). 

 Fakta-fakta yang sudah ada saat ini, memperlihatkan bahwa kinerja 
pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah dalam pelayanan kepada masyarakat, 
masih memprihatinkan. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat 
tersebut, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah perlu melakukan beberapa upaya 
yang signifikan. 

 Untuk melihat sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan 
publik, Lembaga Administrasi Negara dalam hal ini Pusat Kajian dan Pendidikan dan 
Pelatihan Aparatur I telah melaksanakan kegiatan Pengukuran Kinerja Pelayanan 
Publik di daerah kabupaten/kota di Indonesia yang difokuskan pada bidang 
pendidikan, kesehatan dan sarana dan prasarana umum daerah. Buku ini merupakan 
deskripsi dan analisis dari hasil pengukuran kinerja pelayanan publik bidang 
pendidikan, kesehatan dan sarana dan prasarana umum di Kabupaten/Kota di 
Indonesia. 

 Penelitian Pengukuran kinerja pelayanan publik di daerah Kabupaten/Kota di 
Indonesia ini bertujuan untuk mengukur kinerja pelayanan publik, baik di daerah 
Kabupaten maupun Kota di Indonesia, yang meliputi pelayanan di bidang pendidikan, 
kesehatan, dan sarana dan prasarana umum, baik dari dimensi anggaran, akses, 
maupun peningkatan mutu sumber daya manusia pelaksana pelayanan.  
 Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif dan 
kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten 
dan kota di Indonesia. Teknik pengambil sampel untuk pengukuran kinerja pelayanan 
publik di daerah dilakukan secara sensus, dimana dalam hal ini seluruh pemerintah 
daerah (440 kabupaten dan kota) diminta untuk mengisi instrumen pengukuran 
pelayanan publik pada tahun 2005 yang telah dikirim. Jenis data yang digunakan 
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dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 
dengan cara penyebaran instrumen berbentuk kuesioner pengukuran pelayanan publik 
yang disebarkan kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Sedangkan 
data sekunder diperoleh melalui pengumpulan data dari berbagai dokumen, buku serta 
produk kebijakan yang relevan. 
 

A. Konsep Pengukuran Kinerja 
 Pemahaman tentang tingkat capaian kinerja merupakan bekal untuk 

melakukan evaluasi kinerja, dan hasil evaluasi merupakan bahan untuk penyusunan 
rekomendasi bagi peningkatan kinerja selanjutnya. Dalam pengukuran, kita 
membandingkan kondisi riil dari suatu objek dengan standar. James B. Whittaker 
(dalam Lembaga Administrasi Negara, 2004) menyebutkan bahwa pengukuran kinerja 
merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas 
pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Sedangkan Robert Simons (2004) 
mendefinisikan pengukuran kinerja sebagai suatu metode sistematis dalam penetapan 
sasaran dan tujuan dan pelaporan periodik yang mengindikasikan realitas atas 
pencapaian sasaran dan tujuan. 

 Begitu pula halnya Thomas (2006) yang mengartikan pengukuran kinerja 
sebagai penyusunan, pengumpulan, analisis, pelaporan serta penggunaan berbagai 
data yang tentang pengelolaan dan program-program organisasi-organisasi 
pemerintah, termasuk data input, output dan outcome. Pengertian yang hampir sama 
diberikan pula oleh Lembaga Administrasi Negara (2004) yang mendefinisikan 
pengukuran kinerja sebagai suatu proses sistem untuk mengumpulkan, menganalisa 
dan menggunakan informasi untuk menentukan efisiensi dan efektivitas suatu instansi 
pemerintah dalam melaksanakan program-programnya sesuai dengan tugas-tugas 
yang dibebankan kepadanya. 

 Adapun berkaitan dengan pengukuran kinerja pelayanan publik, Yayasan 
Inovasi Pemerintahan Daerah (2003) mendefinisikannya sebagai suatu sistem 
pengukuran hasil kerja serta pengukuran efisiensi dari pelaksanaan program atau 
pelayanan dari suatu dinas/unit kerja/organisasi, yang dilaksanakan secara berkala 
dengan prosedur yang baku. Informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran ini dapat 
digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program atau peningkatan 
penyediaan layanan. Sedangkan dalam penelitian ini konsep pengukuran kinerja 
pelayanan publik diartikan sebagai suatu proses untuk mengukur pelayanan publik 
yang telah dilakukan oleh suatu daerah  pada suatu kurun waktu tertentu dengan 
menggunakan indikator-indikator kinerja tertentu. 

 

 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja 
Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk menilai pencapaian secara kuantitatif 

dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran tersebut dapat 
digunakan untuk mengevaluasi baik kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan 
suatu kegiatan. 

Pengukuran kinerja sangat bermanfaat baik bagi pihak internal maupun pihak 
eksternal organisasi. Manfaat pengukuran kinerja bagi organisasi itu sendiri antara 
lain untuk memberikan umpan balik bagi para pengelola dan pembuat keputusan 
dalam proses evaluasi dan perumusan tindak lanjut bagi peningkatkan kinerja 



Pusat Kajian Dan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur I LAN 

Pengukuran Indeks Pelayanan Publik (IPP) Di Daerah 3 

organisasi pada masa yang akan datang. Sedangkan manfaat pengukuran kinerja bagi 
pihak eksternal organisasi seperti masyarakat adalah bahwa mereka memperoleh 
informasi yang lebih baik lagi tentang keputusan-keputusan program-program 
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. 

Fokus pengukuran kinerja berkaitan dengan apa yang akan diukur. Fokus 
pengukuran kinerja tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Fokus pengukuran 
kinerja menurut Swanson (dalam Carter McNamara, 
http://www.managementhelp.org/perf_mng/question.htm) dapat difokuskan kepada 
empat domain sebagai berikut: 

A. Pencapaian Misi  

B. Proses Organisasi 

C. Aspek-aspek kritis dalam subsistem organisasi  

D. Aspek Individu  

 Metode Pengukuran Kinerja  

 Metode pengukuran kinerja berkaitan dengan cara atau teknik yang akan 
digunakan dalam mengukur kinerja suatu organisasi. Sesuai dengan indikator yang 
diukur Brigman dalam The Australian Policy Handbook (dalam PKKOD, 2005: 9-10) 
mengidentifikasi beberapa cara untuk mengukur kinerja yaitu sebagai berikut: 

1. Input (efisiensi): 

2. Proses (efisiensi teknis): 

3. Output (efektivitas): 

4. Outcome (ketepatan): 

 Penetapan Indikator Kinerja  
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan 

tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. 

 Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003, mengelompokkan 
indikator kinerja dikelompokkan ke dalam 6 kelompok sebagai berikut: 

1. Kelompok input: berhubungan dengan sumber daya baik sumber daya 
finansial maupun pegawai yang digunakan untuk suatu program atau 
kegiatan pelayanan tertentu. 

2. Kelompok proses: berkaitan dengan perkembangan atau aktivitas yang 
terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. 

3. Kelompok output: berkaitan dengan pelayanan yang diproduksi atau di 
sampaikan.  Output tidak hanya ditunjukkan dalam jumlah (kuantitas) 
tetapi juga pernyataan kualitas.  

4. Kelompok outcome: yakni indiktor yang menggambarkan hasil nyata dari 
keluaran suatu kegiatan.  

5. Kelompok benefit: indikator ini menggambarkan manfaat yang diperoleh 
dari indikator hasil (outcome) 

6. Kelompok impact: berkaitan dengan pengaruh yang ditimbulkan 
dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. 

http://www.managementhelp.org/perf_mng/question.htm�
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 Penetapan Standar  
 Standar kinerja merupakan patokan dalam melakukan pengukuran dan 

penilaian kinerja suatu organisasi. 

 Berry, Zeithaml dan Parasuraman (Lovelock, 1992; 225) mengemukakan 
bahwa yang menjadi potensi terjadinya kegagalan peningkatan pelayanan publik 
antara lain: No service standard; Too Many service Standard, General Service 
standard; Poorly communicated service standard; Service Standard unconnected to 
the performance measurement. 
 Sebagaimana yang dikemukakan oleh Berry, Zeithaml dan Parasuraman 
tersebut nampak bahwa standar merupakan faktor kunci untuk menentukan 
keberhasilan peningkatan kinerja suatu organisasi. 

 Pengembangan Instrumen  
 Instrumen adalah alat yang digunakan untuk menggali data dan informasi 
berkaitan dengan setiap indikator kinerja. Data untuk setiap indikator sangat mungkin 
diterjemahkan ke dalam lebih dari satu instrumen. Baru setelah instrumen dibuat, 
penggalian data dilakukan, lalu dilakukan pengukuran.  

 Pelaksanaan Pengukuran Kinerja  
  Pelaksanaan pengukuran kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan 
pengumpulan data dan informasi yang relevan dengan sasaran-sasaran dan tujuan 
pengukuran kinerja. 

 Analisis Kinerja 
  Analisis kinerja merupakan tahapan untuk melakukan suatu interpretasi atau 
pemahaman  serta penggunaan data dan informasi yang berhasil dikumpulkan  untuk 
membuat kesimpulan dan temuan pengukuran. 

 

B. MODEL-MODEL PENGUKURAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK  
 Pengukuran kinerja pelayanan publik adalah suatu proses untuk mengetahui 
sejauh mana hasil yang kerja yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah khusus 
dalam bidang pelayanan publik berdasarkan beberapa indikator kinerja. 

 

1. Model Penilaian Kinerja Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara 

 Model penilaian kinerja pelayanan publik yang dikembangkan oleh 
Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dikembangkan untuk 
mengetahui tingkat keberhasilan unit pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. Adapun kriteria penilaian untuk setiap komponen dapat dilihat pada tabel 
berikut ini. 

 

 

No Komponen Penilaian Kriteria Penilaian 
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1. Visi dan atau misi serta 
motto pelayanan 

a Visi dan atau misi serta motto pelayanan. 
b Kemampuan visi dan atau misi serta motto 

pelayanan dipandang mampu memotivasi 
pegawai untuk memberikan pelayanan 
terbaik. 

c Pengumuman visi dan atau misi serta motto 
pelayanan secara terbuka kepada masyarakat 
pengguna pelayanan. 

d Janji layanan. 
2. Sistem dan prosedur a Prosedur tetap / Standar Operating 

Procedure (SOP) atau standar pelayanan.  
b Sistem pengelolaan berkas/dokumen. 
c Penerapan ISO dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik.  
d Sistem/prosedur pengelolaan pengaduan 

masyarakat.  
e Sistem pengelolaan mutu pelayanan.  
f Uraian tugas yang jelas.  
g Standar pelayanan yang diketahui secara 

terbuka oleh masyarakat. 
h Kelayakan biaya/tarif pelayanan yang 

dikenakan layak. 
i Standar waktu untuk penyelesaian 

pelayanan. 
j Standar kualitas pelayanan yang berfungsi 

secara baik. 
k Mekanisme dan sarana pengaduan keluhan 

yang berfungsi dengan baik. 
l Tingkat keterbukaan informasi pelayanan 

kepada masyarakat. 
3. Sumber Daya Manusia 

(SDM) Pelayanan 
a Kebijakan internal yang mengatur sikap dan 

perilaku, kedisiplinan serta kepekaan 
pegawai dalam memberikan pelayanan. 

a. Sikap dan perilaku pegawai dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

b. Kedisiplinan pegawai dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. 

c. Tingkat kepekaan/respon pegawai dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

d. Tingkat keterampilan pegawai dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

e. Kebijakan pengembangan pegawai dalam 
rangka peningkatan keterampilan/ 
profesionalisme pegawai dengan tujuan 
meningkatkan kualitas pelayanan kepada 
masyarakat.  

4. Sarana dan Prasarana a Optimalisasi sarana yang digunakan untuk 
proses pelayanan.  

b Kenyamanan sarana pelayanan yang tersedia 
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kepada masyarakat pengguna (perhatikan: 
kebersihan, kesederhaaan, kelayakan dan 
kemanfaatan). 

c Sarana pengaduan keluhan yang berfungsi 
secara efektif 

2. Model Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah Bidang Pelayanan 
Publik Departemen Dalam Negeri 

 Model Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Publik ini 
dikembangkan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri. 

 Dimensi serta variabel dan kriteria penilaian kinerja pelayanan publik pada 
model ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 
Kelompok Pelayanan No Variabel 
Dasar - Kesehatan 1 Angka Harapan Hidup 

2 Persentase Angka Kesakitan 
3 Rasio Prasarana Kesehatan dg Penduduk 
4 Rasio Tenaga Kesehatan dg Penduduk 
5 Persentase Desa yang Memiliki Prasarana 

Kesehatan 
Dasar - Pendidikan 
 

6 Rata-Rata Lama Sekolah 
7 Tingkat Partisipasi Pendidikan Dasar 
8 Tingkat Melek Huruf 
9 Rasio Murid dengan Ruang Sekolah 
10 Rasio Murid Dengan Guru 
11 Persentase Desa Yang Memiliki Pendidikan 

Dasar 
Tenaga Kerja 12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

13 Tingkat Pengangguran 
14 Rasio Balai Latihan Kerja terhadap 

Angkatan Kerja 
Tenaga Kerja 15 Persentase Angkatan Kerja Yang Terdaftar 

16 Rasio Penempatan Angkatan Kerja Yang 
Terdaftar 

Sarana dan Prasarana 17 Rasio Panjang Jalan dengan Luas Wilayah 
18 Persentase RT Yang Mempunyai Akses ke 

Air Bersih 
19 Tingkat Elektrifikasi 
20 Persentase RT Yang Berlangganan Telpon 

Fix 
Lingkungan 21 Persentase Desa Punya Permasalahan 

Sampah 
22 Persentase Desa Yang Terkena Pencemaran 

Lingk. 
23 Persentase Desa Yang Tergenang Banjir 
24 Pertumbuhan Lahan-Lahan Kritis 
25 Frekuensi Monitoring Kualitas Lingkungan 

Koperasi & Usaha Kecil 26 Persentase Desa Kritis Lingkungan 
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Menengah 27 Pertumbuhan Koperasi dan UKM 5 Tahun 
Terakhir 

28 Persentase Koperasi dan UKM di LIK 
29 Pertumbuhan Kontribusi UKM terhadap 

PDRB Industri 
30 Pertumbuhan Alokasi Anggaran untuk UKM 

Perijinan – Investasi / 
Penanaman Modal 
 

31 Rasio Antara Persetujuan dengan Realisasi 
Investasi 

32 Keberadaan Pelayanan Investasi Satu Atap 
33 Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perijinan 

Investasi 
34 Keberadaan Insentif/Disinsentif Investasi 

Perijinan – 
Kependudukan 
 

35 Rasio Penduduk Yang ber KTP 
36 Rasio Balita Ber Akte Kelahiran 
37 Keberadaan Sistem Informasi Kependudukan 
38 Rata-Rata Waktu Pengurusan KTP 

Perijinan – Adm. 
Umum 
 

39 Keberadaan Sistem Informasi Pemerintahan 
40 Pertumbuhan Alokasi Anggaran Untuk 

ADUMPEM 
41 Persentase Pegawai Berpangkat Fungsional 
42 Persentase Pegawai Pendidikan S1 Ke atas 

Kelompok Pelayanan No Variabel 
Perijinan – Pertanahan 
 

43 Persentase Luas Lahan Yang Telah 
Tersertifikat 

44 Rata-Rata Lama Pengurusan Sertifikat Tanah 
45 Kemudahan Pelayanan Pendaftaran Tanah 

Pembangunan – Tata 
Ruang 
 

46 Keberadaan Sistem  Informasi Pertanahan 
Daerah 

47 Keberdaan Dokumen RTRWN Yang Valid 
48 Keberadaan BKPRD 
49 Keberadaan Perda RTRWN 
50 Kondisi Kawasan Kritis Lingkungan 5 

Tahun terakhir 
Pembangunan – 
Ketertiban Umum 
 

51 Kondisi Kemacetan Lalulintas 5 Tahun 
Terakhir 

52 Rasio Polisi PP terhadap Penduduk 
53 Pertumbuhan Kriminalitas 5 Tahun Terakhir 
54 Persentase Desa Yang Memiliki Permukiman 

Liar 
Pembangunan – 
Masalah Sosial 
 

55 Pertumbuhan Jumlah Pelanggaran Perda 
56 Persentase Penyandang Penyakit Sosial 

Terdaftar 
57 Persentase Penyandang Penyakit Sosial 

Tersantuni 
58 Rasio PSM terhadap Penduduk 

Pembangunan – 
Manajemen 
Pembangunan 

59 Pertumbuhan Alokasi Anggaran Untuk 
Penanganan Sos 

60 Keberadaan Tim Pengendali Pembangunan 
61 Keberadaan Evaluasi Pembangunan Paruh 
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Waktu 
Pembangunan – 
Manajemen 
Pembangunan 

62 Persentase Penyimpangan Dari Rencana 
Pembangunan 

63 Klasifikasi Simpangan Rencana Tata Ruang 
Wilayah 

 

3. Model Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat 
 Model ini dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 
yang difokuskan kepada pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang 
telah diberikan oleh unit-unit pelayanan di instansi pemerintah. 

 Adapun indikator-indikator penilaian IKM terdiri dari 14 unsur sebagai 
berikut: 

a. Prosedur pelayanan 

b. Persyaratan pelayanan 

c. Kejelasan petugas pelayanan 

d. Kedisiplinan petugas 

e. Tanggung jawab petugas 

f. Kemampuan petugas 
g. Kecepatan pelayanan 

h. Keadilan mendapatkan pelayanan 

i. Kesopanan dan keramahan petugas 

j. Kewajaran biaya pelayanan 

k. Kepastian biaya pelayanan 

l. Kepastian jadwal pelayanan 

m. Kenyamanan lingkungan 

n. Keamanan pelayanan 

4. Model Alternatif Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik 
 Model alternatif pengukuran kinerja pelayanan publik dalam tiga bidang 
pelayanan dasar ini dikembangkan atas dasar hasil kajian teoritik, studi kebijakan, dan 
studi terhadap penetapan indikator yang telah diterapkan di beberapa negara di dunia. 

 Berbagai kajian memperlihatkan pentingnya tiga dimensi pelayanan dasar 
yang akan menentukan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan dasar 
tersebut, ketiga dimensi tersebut adalah dimensi anggaran, dimensi akses terhadap 
pelayanan serta dimensi peningkatkan mutu sumber daya manusia pelayanan. 

 Atas dasar tersebut maka disusun indikator-indikator kinerja pelayanan publik 
dalam ketiga bidang dasar yakni pendidikan, kesehatan serta sarana dan prasarana 
umum sebagai berikut: 
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Matriks Indikator Pengukuran Kinerja Pelayanan Dasar di Daerah 

Bidang Pelayanan Dimensi Indikator 
Bidang Pendidikan Alokasi Anggaran 

Bidang Pendidikan 
Rasio Anggaran Pendidikan terhadap 
PDRB  
Rasio Anggaran pendidikan terhadap 
total APBD  
Rasio biaya aparatur pendidikan 
terhadap total belanja pendidikan 

Akses terhadap 
pendidikan dasar  

Rasio jumlah murid SD,  SLTP, 
SLTA  terhadap jumlah anak usia 
sekolah SD, SLTP & SLTA  
Rasio jumlah murid terhadap jumlah 
kelas  
Rasio jumlah murid terhadap guru  
Rasio jumlah penduduk terhadap 
jumlah sekolah  
Angka rata-rata lama sekolah (RLS)  
Rasio jumlah siswa yang tidak 
mampu yang sudah dibantu oleh 
pemerintah dengan jumlah siswa 
yang tidak mampu  

Peningkatan SDM 
(Diklat Penunjang) bagi 
tenaga pendidik  

Persentase jumlah tenaga pendidik 
(SD, SMP & SLTA) yang telah 
mengikuti penataran/pelatihan yang 
diselenggarakan oleh Dinas 
Pendidikan  
Frekuensi rata-rata dalam setahun 
penataran/pelatihan bagi guru 
(SD/SMP/SLTA) yang dilaksanakan 
oleh Dinas Pendidikan  
Rasio jumlah tenaga pendidik (SD, 
SMP & SLTA) yang berpendidikan 
Sarjana (S1)  dengan jumlah guru 
(SD, SMP & SLTA)  

Diklat manajerial bagi 
pengelola sekolah 

Persentase jumlah Kepala sekolah 
yang telah mengikuti diklat 
manajerial/struktural 
Persentase jumlah Kepala Sekolah 
yang mengikuti Diklat teknis 
fungsional 

Bidang Kesehatan 
 

Alokasi Anggaran 
Bidang Kesehatan  

Rasio Anggaran kesehatan terhadap 
PDRB  
Rasio Anggaran kesehatan terhadap 
total APBD  
Rasio biaya aparatur kesehatan 
terhadap total belanja kesehatan  

Akses terhadap 
kesehatan  

Rasio Jumlah Dokter Umum dan 
Spesialis, Perawat, Bidan, tenaga 
medis dan paramedis lainnya 
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terhadap penduduk 
Rasio Jumlah Puskesmas  terhadap 
penduduk 
Rasio pemilik Kartu Sehat terhadap 
penduduk miskin  
Rasio jumlah tempat tidur di RS 
Pemerintah dan Swasta terhadap 
jumlah penduduk  

 
 
 
Bidang Pelayanan Dimensi Indikator 
Bidang Kesehatan 
Kesehatan (lanjutan) 

Penyuluhan Kesehatan 
keluarga dan 
lingkungan  

Frekuensi rata-rata dalam setahun 
pemberian penyuluhan kesehatan 
keluarga dan lingkungan  
Rasio jumlah bayi yang lahir dengan 
jumlah bayi yang meninggal saat 
dilahirkan 
Rasio jumlah bayi yang lahir dengan 
jumlah ibu yang meninggal saat 
melahirkan  
Rasio peserta KB terhadap jumlah 
Pasangan Usia Subur  

Upaya Peningkatan 
Kualitas SDM  

Frekuensi rata-rata per tahun 
keikutsertaan para tenaga kesehatan 
dalam pertemuan profesi/ 
diklat/workshop/seminar/konferensi  
Frekuensi rata-rata per tahun 
evaluasi hasil sosialisasi Standar 
Pelayanan Minimal Sektor 
Kesehatan 
Rasio jumlah tenaga kesehatan yang 
mengikuti program pengembangan 
dibandingkan dengan jumlah tenaga 
kesehatan  

Bidang Sarana dan 
Prasarana Umum 

Alokasi Anggaran  Rasio anggaran yan digunakan untuk 
bidang sarana dan prasarana umum 
terhadap PDRB  
Rasio anggaran yan digunakan 
bidang sarana dan prasarana umum  
terhadap total APBD 

Akses kepada Sarana 
dan Prasarana Umum  

Prosentase pengguna  air bersih  
Prosentase pelanggan listrik  
Rasio jumlah kendaraan angkutan 
sampah terhadap jumlah keluarga 
Rasio kapasitas TPS dan TPA 
terhadap jumlah rumah tangga 
Rasio panjang jalan aspal berkualitas 
baik terhadap luas wilayah 
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Rasio lampu penerang jalan terhadap 
panjang jalan aspal  berkualitas baik  
Rasio jumlah kendaraan umum 
perkotaan (angkot) terhadap jumlah 
penduduk 
Rasio jumlah pasar/super market 
terhadap penduduk  
Rasio jumlah lembaga keuangan 
(Bank dan Non Bank)  terhadap 
jumlah penduduk 

Upaya Peningkatan 
Kualitas SDM  

Rasio jumlah pegawai Bidang 
Sarpras yang telah mengikuti diklat 
terhadap jumlah keseluruhan 
pegawai 
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C. KERANGKA PEMIKIRAN 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Otonomi Daerah  
(UU No.32/2004) 

Peningkatan 
Pelayanan Kepada 

Masyarakat 

Kewenangan 
Pelayanan 
Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

Bidang Pendidikan 

Bidang Kesehatan 

Bidang Sarana & 
Prasarana Umum 

Pengukuran Kinerja 
Pelayanan 

Alokasi Anggaran 

Akses Pelayanan 

Peningkatan SDM  

Alokasi Anggaran 

Akses Pelayanan 

Upaya Penyuluhan 

Peningkatan SDM 

Alokasi Anggaran 

Akses Pelayanan 

Peningkatan SDM  

• Rasio Anggaran Pendidikan/PDRB 
• Rasio Anggaran Pendidikan/APBD 
• Rasio Anggaran Belanja Aparatur/Belanja Publik 

• Rasio Jumlah Murid/Anak Usia Sekolah 
• Rasio Jumlah Murid/Kelas  
• Rasio Jumlah Murid/Guru 
• Rasio Jumlah Penduduk/Sekolah 
• Angka Rata-rata Lama Sekolah 
• Siswa yang tidak mampu yang dibantu oleh pemerintah  

• Persentase guru yang telah mengikuti Diklat 
• Frekuensi rata-rata Diklat bagi guru dlm setahun 
• Rasio jumlah guru yang berpendidikan Sarjana/jumlah guru 
• Persentase Kepala sekolah yang mengikuti diklat manajerial 
• Persentase Kepala Sekolah yg mengikuti Diklat teknis/fung. 

• Rasio Anggaran Kesehatan/PDRB 
• Rasio Anggaran Kesehatan/APBD 
• Rasio Anggaran Belanja Aparatur/Belanja Publik 

• Jumlah tenaga medis dan paramedik lainnya 
• Jumlah Puskesmas 
• Jumlah Pemilik Kartu Sehat 
• Jumlah Tempat Tidur 

• Frekuensi rata-rata pemberian penyuluhan  
• Rasio bayi yang lahir / bayi yang meninggal saat dilahirkan 
• Rasio bayi yang lahir / ibu yang meninggal saat melahirkan 
• Rasio peserta KB terhadap jumlah Pasangan Usia Subur 

• Frekuensi rata-rata keikutsertaan tenaga kesehatan dalam 
pertemuan profesi/ diklat/workshop/seminar/konferensi  

• Frekuensi rata-rata per tahun evaluasi hasil sosialisasi SPM 
• Rasio jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti program 

pengembangan dibandingkan dengan jumlah tenaga kesehatan  

• Rasio Anggaran Sarpras/PDRB 
• Rasio Anggaran Sarpras/APBD 

• Prosentase pengguna  air bersih  
• Prosentase pelanggan listrik  
• Rasio kendaraan angkutan sampah/keluarga 
• Rasio kapasitas TPS dan TPA terhadap jumlah rumah tangga 
• Rasio panjang jalan aspal berkualitas baik terhadap luas wilayah 
• Rasio lampu penerang jalan/panjang jalan aspal  kualitas baik  
• Rasio jumlah kendaraan umum / jumlah penduduk 
• Rasio jumlah pasar/super market terhadap penduduk  
• Rasio jumlah lembaga keuangan / penduduk 

Rasio jumlah pegawai Bidang Sarpras yang telah mengikuti diklat 
terhadap jumlah keseluruhan pegawai 
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 KINERJA PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN 
Secara nasional, bidang pendidikan merupakan salah satu prioritas 

pembangunan di Indonesia yang harus menjadi perhatian utama setiap stakeholder, 
baik itu Pemerintah, di Pusat maupun di Daerah, pihak swasta dan masyarakat, karena 
disadari bahwa masa depan suatu bangsa dan negara terletak di tangan generasi 
mudanya, yaitu anak-anak. Suatu bangsa akan menjadi besar atau akan hancur sama 
sekali tergantung pada bagaimana anak-anak bangsanya memperoleh pendidikan.  

Sedemikian pentingnya bidang pendidikan bagi suatu bangsa, sehingga bidang 
ini pula yang menjadi topik perhatian negara-negara maju di dunia, contohnya 
Amerika. Agenda kunjungan kenegaraan oleh Presiden Amerika, George Walker 
Bush, ke Indonesia pada tanggal 20 Nopember 2006., salah satunya adalah 
pembicaraan tentang kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama tersebut tentu saja 
demi peningkatan kualitas pendidikan yang sangat tergantung pada kuat lemahnya 
perhatian yang diberikan atas elemen-elemen sistem pendidikan, yaitu murid, guru 
dan fasilitas pendidikan. Ketiga aspek tersebut merupakan fokus utama bidang   
pendidikan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.  

Berkaitan dengan pentingnya bidang ini maka walaupun urusan-urusan di 
bidang pendidikan sudah didesentralisasikan kepada daerah, seiring dengan 
berkembangnya era otonomi daerah, Pemerintah Pusat tidak dapat melepaskan 
perannya selama ini, mengingat kemampuan finansial masyarakat dan pemerintah 
daerah untuk mendukung jalannya kegiatan di bidang pendidikan masih sangat 
rendah. Hal ini sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dijaring oleh Harian Umum 
Kompas melalui jajak pendapat yang disimpulkan pada tanggal 29 April 2005. Akan 
tetapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh Pemerintah Daerah untuk tidak 
melakukan upaya yang serius dalam meningkatkan pelayanannya dibidang 
pendidikan. Dengna demikian, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah 
hendaknya secara sinergi merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap 
program dan kegiatan dibidang pendidikan ini. 

Pada dasarnya pelayanan pemerintah daerah dibidang pendidikan 
dikategorisasikan oleh Tim Peneliti PKP2A I kedalam beberapa dimensi/aspek yang 
krusial, yaitu sebagai berikut: 

1. Anggaran yang dialokasikan pemerintah, baik untuk pengembangan 
software maupun hardware sistem pendidikan. 

2. Upaya pemerintah dalam membuka akses terhadap pendidikan bagi setiap 
anggota masyarakat, tanpa terkecuali. 

3. Upaya pemerintah dalam mengembangkan kapasitas tenaga pengajar, dan 

4. Upaya pemerintah dalam mengembangkan kapasitas tenaga administrasi 
atau manajemen sekolah. 

Keempat aspek krusial di atas diyakini sebagai pelayanan dasar yang harus 
diberikan oleh Pemerintah untuk memperkuat pondasi yang kuat dalam rangka 
mencapai tujuan pendidikan yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan dijabarkan dalam 
UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan 
bangsa yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.  
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 KINERJA PELAYANAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN 
 Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan 
dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak 
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup 
yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan 
demikian, negara memiliki tanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan yang layak. 
 Salah satu kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan 
adalah melalui pendelegasian urusan dan kewenangan bidang tersebut oleh 
pemerintah pusat ke daerah. Tujuan kebijakan desentralisasi di bidang kesehatan 
adalah untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang kesehatan yang 
berlandaskan prakarsa, aspirasi masyarakat dengan cara memberdayakan, 
menghimpun dan mengoptimalisasikan potensi daerah untuk kepentingan daerah dan 
prioritas nasional dalam mencapai Indonesia sehat 2010. Kebijakan tersebut 
menggariskan bahwa desentralisasi bidang kesehatan salah satunya harus dapat 
memberikan pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan merata. 
 Dalam UU 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 22 
dikemukakan bahwa pemerintah daerah wajib meneyediakan fasilitas pelayanan 
kesehatan. Dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan 
tersebut dirumuskan 5 (lima) tujuan strategis, yaitu : 

1. Terbangunnya komitmen antara pemerintah daerah, legislatif, masyarakat 
dan stakeholder lainnya guna kesinambungan pembangunan kesehatan,  

2. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia,  
3. Terlindunginya kesehatan masyarakat, khususnya penduduk miskin, 

kelompok rentan dan daerah miskin,  
4. Terwujudnya komitmen nasional dan global dalam program kesehatan 

daerah, dan  
5. Tertatanya manajemen kesehatan di era desentralisasi 

Pada dasarnya pelayanan pemerintah daerah di bidang kesehatan  
dikategorisasikan oleh Tim Peneliti PKP2A I kedalam beberapa dimensi/aspek yang 
krusial, yaitu sebagai berikut: 

1. Anggaran yang dialokasikan pemerintah, baik untuk pengembangan 
software maupun hardware sistem kesehatan. 

2. Upaya pemerintah dalam membuka akses terhadap kesehatan bagi setiap 
anggota masyarakat, tanpa terkecuali. 

3. Upaya pemberian penyuluhan keluarga dan lingkungan 

4. Upaya pemerintah dalam mengembangkan kapasitas sumber daya manusia 
tenaga bidang kesehatan 

5. Keempat aspek krusial di atas diyakini sebagai pelayanan dasar yang harus 
diberikan oleh pemerintah untuk memperkuat fondasi yang kuat dalam 
rangka mencapai visi Indonesia sehat 2010. 
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 KINERJA PELAYANAN PUBLIK BIDANG SARANA DAN 
PRASARANA UMUM DAERAH 
Sentralisasi pembangunan dan pemerintahan sebelum era otonomi daerah telah 

menyebabkan ketidakseimbangan pembangunan di daerah. Pembangunan fisik 
sebelum kebijakan otonomi daerah yang lebih banyak  dipusatkan kepada daerah-
daerah perkotaan terutama di Pulau Jawa telah menyebabkan ketimpangan kondisi 
sarana dan prasarana umum yang ada di daerah-daerah. Akses masyarakat di daerah 
pun menjadi terbatas seperti akses terhadap sarana transportasi, telekomunikasi, 
pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Lebih lanjut ketimpangan tersebut telah berakibat 
kepada pertumbuhan ekonomi daerah. Karena bagaimanapun pertumbuhan ekonomi 
suatu daerah sangat tergantung kepada infrastruktur yang mendukung lancarnya 
kegiatan-kegiatan perekonomian suatu daerah. 

Berdasarkan fenomena tersebut maka pertanyaan yang muncul adalah 
kepentingan masyarakat umum yang mana sajakah yang tidak terpenuhi oleh 
Pemerintah melalui program pembangunan fisik yang terselenggara. Hal tersebut 
seyogyanya menjadi fokus perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan 
pelayanan umum kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal ini maka agar pemberian 
pelayanan lebih mengena kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat pada umumnya, 
dalam UU Nomor 32  Ps. 14 Ayat (1) dinyatakan bahwa penyediaan sarana dan 
prasarana umum menjadi urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota.  

Dalam kamus istilah pembangunan, kata prasarana diartikan sebagai 
kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan itu dapat 
berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan sarana adalah fasilitas penunjang yang 
berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan 
budaya. Dikaitkan dengan sarana dan prasarana daerah, Marbun (1979) mengatakan 
bahwa fasilitas yang termasuk prasarana  adalah antara lain jalan, jaringan saluran air 
limbah dan drainase, bangunan perkantoran, perumahan penduduk dan lain 
sebagainya. Sedangkan fasilitas yang termasuk sarana antara lain fasilitas niaga atau 
tempat kerja, pendidikan, kesehatan, peribadatan, pemerintahan dan pelayanan umum, 
ruang terbuka, taman dan olahraga, angkutan umum, air minum, listrik, telepon dan 
lain sebagainya.  

     Pengukuran terhadap kinerja pelayanan publik dalam bidang sarana dan 
prasarana umum menjadi sangat penting.  Adapun penilaian terhadap kinerja 
pelayanan pemerintah daerah di bidang penyediaan sarana dan prasarana dalam 
penelitian ini meliputi dimensi : 

1. Alokasi anggaran bagi penyediaan sarana kehidupan dasar,  

2. Peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana dasar yang ada, dan  

3. Upaya pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada 
masyarakat umum. 
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 KINERJA PELAYANAN PUBLIK DAERAH 

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pengukuran kinerja pelayanan publik 
dalam penelitian ini difokuskan kepada tiga pelayanan dasar yaitu bidang pendidikan, 
bidang kesehatan serta bidang sarana dan prasarana umum. Ketiga bidang tersebut 
merupakan kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 
sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
Dengan adanya kewenangan tersebut diharapkan kualitas pelayanan kepada 
masyarakat di ketiga bidang tersebut menjadi semakin baik. Selanjutnya, peningkatan 
kualitas pelayanan itu sendiri menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah di 
dalam menyediakan pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat sudah baik.  

Pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan di berbagai bidang 
kebutuhan dasar masyarakat dapat dilihat dari berbagai dimensi, mulai dari dimensi 
input, proses, output bahkan sampai kepada outcome, impact dan benefitnya. Dalam 
penelitian ini pengukuran kinerja pelayanan menggunakan tiga dimensi utama yaitu 
dimensi anggaran, dimensi akses dan dimensi peningkatan mutu SDM. Ketiga 
dimensi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam indikator-indikator kinerja yang 
mudah diukur. 

Pengukuran kinerja dalam dimensi anggaran digunakan untuk mengukur 
sejauh mana kinerja input dari pemerintah daerah di dalam menyediakan sumber daya 
bagi ketersediaan pelayanan publik baik untuk bidang pendidikan, kesehatan maupun 
bidang sarana dan prasarana umum. Sedangkan pengukuran kinerja dalam dimensi 
akses pelayanan, secara tidak langsung mengukur sejauh mana kinerja proses dan juga 
ouput dari ketiga bidang pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya saja 
dalam bidang pendidikan, penggunaan indikator perbandingan antara jumlah murid 
dengan guru dalam dimensi akses pelayanan secara tidak langsung menunjukkan 
sejauh mana kinerja proses pendidikan itu sendiri. Semakin perbandingan jumlah ini 
mendekati rasio ideal yaitu sesuai dengan standar yang berlaku, maka semakin baik 
proses pendidikan yang berlangsung di sekolah. Atau dalam pelayanan dalam bidang 
kesehatan misalnya penggunaan indikator rasio bayi yang meninggal pada saat 
dilahirkan, menunjukkan kinerja output bidang kesehatan. Semakin kecil jumlah bayi 
yang meninggal pada saat dilahirkan, menunjukkan kinerja pelayanan kesehatan 
khususnya pelayanan persalinan bagi ibu-ibu yang melahirkan menjadi semakin baik. 
Begitu pula dalam pelayanan bidang sarana dan prasarana umum, misalnya 
penggunaan indikator rasio panjang jalan yang berkualitas baik dengan keseluruhan 
luas wilayah suatu daerah, memperlihatkan tidak saja kinerja dalam dimensi proses 
tapi juga dimensi output.  

Hasil pengukuran terhadap berbagai indikator kinerja daerah di ketiga bidang 
pelayanan dasar telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya yang menyangkut tiga 
dimensi utama yaitu dimensi anggaran, dimensi akses pelayanan dan dimensi 
peningkatan kualitas pelayanan maupun kualitas SDM pelayanan itu sendiri. Hasil 
pengukuran itu pun sudah menghasilkan suatu gambaran ukuran capaian kinerja 
daerah di setiap bidang pelayanan yaitu berupa indeks pelayanan publik (IPP) bidang 
pelayanan. 

Hasil pengukuran IPP terhadap 107 daerah-daerah yang diteliti 
memperlihatkan bahwa indeks tertinggi yang diperoleh daerah mencapai angka 100, 
sedangkan indeks terendahnya adalah 0. Adapun IPP rata-rata adalah 51,37. Dari 107 
daerah tersebut, sebanyak 57 daerah (53,27%) memperoleh nilai indeks di atas rata-
rata, sedangan sisanya yaitu 50 daerah (46,73%) memperoleh nilai indeks di bawah 
rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi antara daerah dengan indeks di atas 
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rata-rata dan di bawah rata-rata cukup seimbang. Meskipun daerah yang mencapai 
indeks kinerja di atas rata-rata agak lebih banyak sedikit. Sebaran capaian IPP daerah 
pada tahun 2005 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  
                                                                           

Gambar 6.1. 

Sebaran Indeks Pelayanan Publik Daerah Tahun 2005 
 

 
 

Gambar 6.2. 

Kabupaten/Kota Dengan Indeks Pelayanan Publik Tertinggi Tahun 2005 
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Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 
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Gambar 6.3. 

Kabupaten/Kota Dengan Indeks Pelayanan Publik Terendah Tahun 2005 
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Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

 
Berdasarkan hasil kajian Pengukuran Indeks Pelayanan Publik (IPP) Di 

Daerah ini dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :  

 Pengukuran kinerja pelayanan publik merupakan aspek yang sangat penting 
untuk melihat pencapaian pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. 

 Pengukuran kinerja pelayanan publik dalam kajian ini dilaksanakan dengan 
mendasarkan diri pada salah satu tujuan pemberian otonomi daerah yaitu untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik. 

 Bidang-bidang pelayanan yang dijadikan fokus dalam kajian ini pelayanan dasar 
yang menjadi kewenangan wajib Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan serta 
bidang Sarana dan Prasarana Umum. 

 Parameter atau indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja pelayanan 
untuk setiap bidang mencakup dimensi alokasi anggaran, askes pelayanan 
kepada masyarakat, upaya peningkatan kualitas pelayanan termasuk kualitas 
SDM. Ketiga parameter tersebut kemudian dikembangkan ke dalam sejumlah 
indikator (terlampir). Pengukuran dilakukan berdasarkan data daerah pada tahun 
2005. 

 Pengukuran terhadap setiap dimensi dan indikator-indikator tersebut telah 
menghasilkan suatu ukuran nilai dalam bentuk indeks kinerja pelayanan publik 
untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sarana dan prasarana serta 
indeks pelayanan publik gabungan ketiga bidang tersebut. Indeks pelayanan 
publik gabungan merupakan totalitas capaian kinerja daerah dalam pemberian 
pelayanan kepada masyarakat. 



Pusat Kajian Dan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur I LAN 

Pengukuran Indeks Pelayanan Publik (IPP) Di Daerah 19 

 Pengukuran kinerja pelayanan publik di bidang pendidikan pada tahun 2005 
memperlihatkan dari 97 daerah yang diteliti, indeks tertinggi dicapai oleh daerah 
adalah 100 dan indeks terendah adalah 0, dengan rata-rata indeks sebesar 64,20. 
Daerah-daerah yang mencapai indeks di atas rata sebanyak 79 daerah atau 
81,44%, sedangkan sisanya sebanyak 18 daerah atau 18,56% indeksnya berada di 
bawah rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik di daerah 
untuk bidang pendidikan secara umum sudah berada di atas rata-rata. Dapat 
diasumsikan bahwa pelayanan publik di bidang pendidikan di daerah-daerah 
yang diteliti sudah cukup baik. Daerah-daerah yang menempati urutan 10 besar 
dengan capaian IPP Bidang Pendidikan tertinggi adalah Kota Makassar, 
Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Klaten, Kabupaten Temanggung, Kabupaten 
Enrekang, Kota Salatiga, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sukoharjo, 
Kabupaten Malang, dan Kota Bitung. Sedangkan daerah-daerah yang menempati 
10 peserta dengan capaian IPP Bidang Pendidikan terendah adalah Kabupaten 
Grobogan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai, Kabupaten 
Halmahera Tengah, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bangkalan, Kota Ambon, 
Kabupaten Tanah Laut, dan Kota Batu. 

 Pengukuran kinerja pelayanan Bidang Kesehatan pada tahun 2005 
memperlihatkan dari 102 daerah yang mengisi instrumen di bidang ini secara 
lengkap memperlihatkan bahwa indeks yang tertinggi dicapai oleh daerah adalah 
100, sedangkan indeks terendah mencapai angka 0. Adapun rata-rata indeks 
adalah 39,17. Daerah-daerah yang mencapai indeks di atas rata sebanyak 49 
daerah (48,04%), sedangkan daerah yang indeksnya berada di bawah rata-rata 
sebanyak 53 daerah (51,96%). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan 
publik di daerah untuk bidang kesehatan secara umum masih berada di bawah 
rata-rata. Dapat diasumsikan bahwa pelayanan publik di bidang kesehatan di 
daerah-daerah yang diteliti masih perlu ditingkatkan lagi, baik dari dimensi 
anggaran, akses pelayanan, pemberian penyuluhan keluarga dan lingkungan serta 
peningkatan kualitas SDM tenaga kesehatan. Daerah-daerah yang menempati 
urutan 10 (sepuluh) besar dalam pencapaian IPP Bidang Kesehatan tertinggi 
adalah Kota Madiun, Kota Palembang, Kabupaten Ende, Kabupaten Banggai, 
Kota Tangerang, Kota Salatiga, Kabupaten Enrekang, Kota Bitung, Kabupaten 
Lumajang dan Kota Mojokerto. Sedangkan daerah-daerah memperoleh IPP 
Bidang kesehatan terendah yaitu sebagai berikut: Kabupaten Bojonegoro, 
Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mandailing Natal, 
Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Madiun, 
Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Kota Baru. 

 Pada pengukuran kinerja pelayanan publik Bidang Sarana dan Prasarana Umum 
dari informasi yang diberikan oleh 101 daerah pada tahun 2005, dalam bidang ini 
memperlihatkan bahwa indeks tertinggi yang dicapai daerah adalah 100 
sedangkan indeks terendah mencapai angka 0. Adapun rata-rata indeks adalah 
26,23. Daerah-daerah yang mencapai indeks di atas rata sebanyak 36 daerah 
(35,64%), sedangkan daerah yang indeksnya berada di bawah rata-rata sebanyak 
65 daerah (64,36%). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik di 
daerah untuk bidang sarana dan prasarana daerah secara umum masih berada di 
bawah rata-rata. Dapat diasumsikan bahwa pelayanan publik di bidang ini di 
daerah-daerah yang diteliti masih perlu ditingkatkan lagi, baik dari dimensi 
anggaran, akses pelayanan, dan peningkatan kualitas SDM. Adapun daerah-
daerah yang memperoleh IPP bidang sarana dan prasarana yang tertinggi adalah 
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Kota Tegal, Kota Madiun, Kota Padang Panjang, Kabupaten Rokan Hulu, 
Kabupaten Barru, Kabupaten Pelalawan, Kota Samarinda, Kabupaten Enrekang, 
Kota Sukabumi dan Kabupaten Ponorogo. Sedangkan daerah-daerah dengan IPP 
Bidang Sarana dan Prasarana terendah adalah sebagai berikut: Kabupaten 
Mojokerto, Kabupaten Ngada, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Kota 
Baru, Kabupaten Gresik, Kabupaten Temanggung, Kota Makassar, Kabupaten 
Demak, Kabupaten Aceh Barat, dan Kabupaten Banjarnegara 

 Pengukuran kinerja pelayanan publik secara keseluruhan yang merupakan 
gabungan antara IPP Bidang Pendidikan, IPP Bidang Kesehatan serta IPP Bidang 
Sarana dan Prasarana pada tahun 2005 berdasarkan data yang diberikan 107 
daerah memperlihatkan bahwa indeks tertinggi yang diperoleh daerah adalah 
100, sedangkan indeks terendahnya adalah 0. Adapun IPP rata-rata adalah 51,37. 
Dari 107 daerah tersebut, sebanyak 57 daerah (53,27%) memperoleh nilai indeks 
di atas rata-rata, sedangan sisanya yaitu 50 daerah (46,73%) memperoleh nilai 
indeks di bawah rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi antara daerah 
dengan indeks di atas rata-rata dan di bawah rata-rata cukup seimbang. Daerah-
daerah yang termasuk kedalam 10 (sepuluh) besar dengan capaian IPP total 
tertinggi adalah berturut-turut: Kota Madiun, Kota Tegal, Kabupaten Enrekang, 
Kota Salatiga, Kota Tangerang, Kota Padang Panjang, Kota Palembang, 
Kabupaten Ende, Kabupaten Majene, dan Kota Sukabumi. Sedangkan daerah-
daerah dengan IPP total terendah adalah sebagai berikut: Kabupaten Buol, 
Kabupaten Bogor, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten 
Banjarnegara, Kota Semarang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kota Denpasar, 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Aceh Barat. 

 
Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut, ada beberapa hal yang perlu 

direkomendasikan yaitu sebagai berikut: 

 Pengukuran kinerja pelayanan publik terutama di bidang-bidang pelayanan dasar 
perlu dipahami sebagai hal yang sangat penting dalam penilaian akuntabilitas 
dan keberhasilan Pemerintah Daerah mencapai tujuan kebijakan otonomi daerah 
yaitu meningkatkan kualitas pelayanan, terutama pelayanan yang bersifat dasar 
yaitu bidang pendidikan, kesehatan serta bidang sarana dan prasarana umum. 
Oleh karena itu perlu dikembangkan sistem pengukuran kinerja pelayanan di 
daerah yang komprehensif dan dapat diterapkan di daerah-daerah di seluruh 
Indonesia secara periodik.  

 Perlu political will (necessary, but insufficient) dari eksekutif dan legislatif baik 
di tingkat pusat, provinsi maupun kab/kota untuk mewujudkan komitmen 
penyediaan sumber daya anggaran yang memadai bagi peningkatan kualitas 
pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan serta sarana dan prasarana umum. 
Hal ini terutama bagi daerah-daerah yang masih menghadapi keterbatasan dalam 
penyediaan anggaran bagi pelayanan dasar untuk masyarakatnya. 

 Perlunya upaya-upaya peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan di 
bidang pendidikan, kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan yang lebih 
konkrit dari Pemerintah. Di bidang kesehatan perlu upaya peningkatan jumlah 
dan kualitas tenaga dokter dan atau tenaga medis lainnya, peningkatan jumlah 
jaringan dan kualitas puskesmas. Sedangkan dalam bidang pendidikan masih 
perlu peningkatan jumlah dan kualitas guru serta peningkatan jumlah dan 
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kualitas sekolah terutama untuk daerah-daerah pedesaan dan pedalaman. Dalam 
bidang sarana dan prasarana umum peningkatan perlu peningkatan penyediaan 
air bersih, sumber daya energi listrik, fasilitas kebersihan, jaringan jalan yang 
berkualitas baik dan sebagainya. 

 Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui 
pengelolaan sumber daya manusia aparatur antara lain dengan menyempurnakan 
sistem manajemen pengelolaan SDM dan mengembangkan profesionalisme 
aparatur di daerah.  

 Untuk mendorong daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, maka 
kepada daerah-daerah yang memiliki kinerja pelayanan yang sudah baik perlu 
diberikan penghargaan, di samping penghargaan yang selama ini telah ada. 

 Penelitian menunjukkan adanya berbagai hambatan yang dihadapi pemerintah 
daerah dalam mengisi instrument penelitian tentang pelayanan di bidang 
pendidikan, kesehatan serta bidang sarana dan prasarana umum, oleh karena itu 
perlu dibangun system informasi dan database kinerja pelayanan di ketiga bidang 
tersebut baik di lingkup provinsi maupun Kabupaten/Kota. 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  

Tujuan utama reformasi dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia 
salah satunya adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan 
masyarakat. Penerapan kebijakan otonomi daerah yang tertuang dalam 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian diubah menjadi Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tiada lain untuk 
semakin mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. 
Dengan memberikan kekuasaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung 
jawab untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya, pemerintah daerah 
dapat memberikan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis. 
Dengan semangat otonomi ini pula, peningkatan kontrol masyarakat atas 
penyelenggaraan layanan yang diberikan Pemerintah Daerah akan semakin 
kuat, sehingga mampu mengembangkan suatu tatanan tata kepemerintahan 
yang baik (good governance) di daerah. 

Selanjutnya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 menetapkan 16 
urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam 
kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Urusan-
urusan wajib tersebut tiga diantaranya dikategorikan dapat sebagai kebutuhan 
dasar dari masyarakat yaitu penyediaan sarana dan prasarana umum, 
penangangan bidang kesehatan dan penyelenggaraan bidang pendidikan. 
Ketiga pelayanan dasar tersebut merupakan faktor-faktor yang sangat 
menentukan dalam pembangunan manusia di daerah. UNPD misalnya 
menetapkan pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan dasar sebagai dua 
indikator utama yang menentukan kualitas pembangunan manusia. Undang-
undang Dasar 1945 bahkan menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan 
merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia.  

Adapun penyediaan sarana dan prasarana umum seperti transportasi, 
penyediaan air bersih, pemeliharaan lingkungan merupakan kewajiban 
pemerintah daerah dalam kaitannya dengan upaya mempertahankan 
keseimbangan pertumbuhan ekonomi daerah dan melindungi kelestarian 
lingkungan hidup. Pada akhirnya ketiga pelayanan dasar tersebut akan saling 
berkaitan satu sama lain baik dalam menentukan kualitas pembangunan 
manusia maupun pembangunan daerah itu sendiri. 

Pengaturan dan penyediaan pelayanan yang secara langsung 
dilaksanakan oleh kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebagai 
konsekuensi dari kebijakan otonomi daerah tersebut tentunya merupakan suatu 
pekerjaan yang sangat besar yang mengandung berbagai resiko. Hal ini 
mengingat tidak semua daerah kabupaten/kota di Indonesia memiliki potensi 
sumberdaya fisik dan manusia yang sama. Bahkan tidak tertutup kemungkinan 
dengan kebijakan ini akan terjadi perbedaan pemerataan pelayanan antar satu 
daerah dengan daerah lainnya. Dalam laporannya UNDP (2001) menyebutkan 
studi yang sudah dilakukan di 12 negara yang melaksanakan desentralisasi 
menemukan kurangnya bukti tentang anggapan bahwa desentralisasi 
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meningkatkan pemberdayaan masyarakat, menurunkan kemiskinan, 
meningkatkan pembangunan manusia dan mengurangi ketidakmerataan antar 
daerah. Penerapan desentralisasi di negara-negara berkembang justru 
menimbulkan suatu kondisi dimana kekuasaan dan pengaruh para elit lokal 
menjadi semakin besar. 

Pengalaman-pengalaman internasional dalam penerapan desentralisasi 
dengan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat patut 
dicermati. Apalagi mengingat pengalaman Indonesia sendiri dalam menerapkan 
sistem pemerintahan daerah terdesentralisasi sejak tahun 1999 sampai dengan 
sekarang masih belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap 
peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik di 
daerah pasca penerapan otonomi daerah masih memperlihatkan kualitas 
pelayanan yang rendah, partisipasi masyarakat dalam dalam penyediaan 
pelayanan masih kurang, standar pelayanan yang tidak jelas dan akuntabilitas 
pelayanan yang masih rendah (dalam Suwandi, 2002). 

Dalam bidang pendidikan misalnya, banyak pihak menilai pelayanan 
pendidikan di era otonomi daerah tidak menunjukkan perubahan berarti, 
bahkan cenderung memburuk. Hal ini misalnya dapat dilihat dari masih 
banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam bidang pendidikan kita. Salah 
satunya adalah partisipasi penduduk terhadap pendidikan. Data dari 
Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2006 memperlihatkan masih 
rendahnya partisipasi pendidikan. Contohnya, dari jumlah penduduk usia 
Sekolah Dasar masih ada 5,81% penduduk yang belum tertampung untuk 
sekolah di SD. Bahkan untuk partisipasi pendidikan di jenjang SMP, persentase 
penduduk usia SMP (13-15 tahun) yang belum tertampung sekolah angkanya 
lebih besar yaitu mencapai 40,53%.  

Persoalan lainnya adalah menyangkut kualitas tenaga pendidik. Data 
Departemen Pendidikan Nasional  memperlihatkan bahwa baru 50,67% dari 
seluruh guru SD yang ada yang sudah memiliki kewenangan mengajar sesuai 
dengan kualifikasi pendidikannya. Sedangkan guru SMP yang sudah memiliki 
kewenangan mengajar sesuai dengan kualifikasi pendidikannya baru 64,08%.  

Permasalahan bidang pendidikan berikutnya adalah angka putus 
sekolah (drop out) yang masih tinggi. Departemen Pendidikan Nasional 
mencatat angka putus sekolah untuk SD mencapai 2,97%,  SMP sebesar 
2,42% dan SMA mencapai 3,06%. Menurut Suyanto (2006) secara relatif 
angka-angka tersebut kelihatannya kecil. Tetapi jika dilihat dari jumlah 
penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan, maka jumlah absolutnya 
sangat tinggi. Padahal dalam Deklarasi Dakar yang menyepakati Education for 
All menyepakati bahwa negara-negara yang sedang berkembang harus 
menuntaskan program wajib belajar di negara masing-masing sebelum tahun 
2015. 

Begitu pula dalam bidang kesehatan penerapan kebijakan otonomi 
daerah masih menyisakan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut 
seperti disparitas kesehatan yang masih tinggi antar daerah, rendahnya kualitas 
kesehatan penduduk miskin, serta rendahnya kondisi kesehatan lingkungan. 
Rendahnya Kondisi Kesehatan Lingkungan, rendahnya kuatitas, pemerataan 
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dan keterjngkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan 
distribusi tidak merata, rendahnya status kesehatan penduduk miskin, 
rendahnya kinerja pelayanan kesehatan. Misalnya saja Survei Sosial Ekonomi 
Nasional (SUSENAS) tahun 2004 untuk Substansi Kesehatan dalam aspek 
jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) memperlihatkan cakupan kepemilikan 
JPK baru mencapai 19 % padahal target IS-2010 adalah sebesar 80%. Adapun 
daerah yang cakupan JPKnya terendah adalah provinsi di Maluku (7%) 
sedangkan daerah yang cakupan tertinggi adalah di Nanggroe Aceh 
Darussalam (47%). Sementara itu 17 Provinsi memiliki cakupan JPK di bawah 
rata-rata angka nasional.  

Sedangkan dalam bidang sarana dan prasarana umum daerah yang antara 
lain ditunjukkan oleh kondisi jalan, jaringan saluran air limbah dan drainase, 
fasilitas angkutan umum, penyediaan air minum, listrik serta prasarana 
telekomunikasi, dan lain-lain. Pelayanan dalam bidang sarana dan prasarana 
umum di daerah pun masih memperlihatkan kondisi yang belum memuaskan.  
Misalnya saja dalam pelayanan air bersih, berdasarkan data dari Direktorat 
Jenderal Tata Perkotaan Dan Tata Perdesaan Departemen Pekerjaan Umum 
tentang pengelolaan air bersih di seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2004 
memperlihatkan,  di Pulau Jawa baru 882.000 jiwa yang terlayani air bersih. 
Sedangkan penduduk paling sedikit terlayani air bersih adalah di Pulau Bali dan 
Nusa Tenggara Barat yaitu hanya mencapai 30.899 jiwa. 

Sementara dalam fasilitas transportasi berdasarkan data dari Direktorat Bina 
Program, Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum pada tahun 2006, 
memperlihatkan bahwa kondisi jalan kabupaten di seluruh Indonesia hanya 
20,2% yang berada dalam kondisi baik. Kondisi jalan kabupaten di seluruh 
Indonesia berdasarkan data tersebut sekitar 35,8% berada pada kondisi rusak 
ringan, bahkan 17,4% berada pada kondisi rusak berat.  

Fakta-fakta tersebut memperlihatkan bahwa kinerja pemerintah, khususnya 
pemerintah daerah dalam pelayanan kepada masyarakat baik di bidang 
pendidikan, kesehatan maupun penyediaan sarana dan prasarana umum masih 
memprihatinkan. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat 
tersebut pemerintah baik pusat maupun daerah melakukan beberapa upaya. 
Misalnya saja Pemerintah Pusat melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara telah menetapkan beberapa pedoman berkaitan dengan kualitas 
pelayanan publik.  Khusus bidang kesehatan misalnya Departemen Kesehatan 
menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota 
sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja pelaksanaan pelayanan kepada 
masyarakat di daerah kabupaten/kota dan kemudian ditindalanjuti oleh daerah-
daerah. Misalnya di Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui 
Surat Keputusan Gubernur Nomor 71 tahun 2004 menetapkan aturan tentang 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota di 
Propinsi Jawa Tengah. 

Untuk melihat sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan 
publik, Lembaga Administrasi Negara dalam hal ini Pusat Kajian dan 
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I telah melaksanakan kegiatan Pengukuran 
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Kinerja Pelayanan Publik di daerah kabupaten/kota di Indonesia yang 
difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan dan sarana dan prasarana 
umum daerah. Buku ini merupakan deskripsi dan analisis dari hasil pengukuran 
kinerja pelayanan publik bidang pendidikan, kesehatan dan sarana dan 
prasarana umum di Kabupaten/Kota di Indonesia. 
  
B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja pelayanan publik baik di Daerah 
Kabupaten maupun Kota di Indonesia yang meliputi pelayanan bidang 
pendidikan, kesehatan dan sarana dan prasarana umum, baik dari dimensi 
anggaran, akses maupun peningkatan mutu sumber daya manusia pelaksana 
pelayanan. 

 
C. Metode Penelitian 

Laporan penelitian ini bersifat deskriptif yang merupakan gambaran dari 
keadaan obyek penelitian sebagaimana adanya. Metode yang digunakan dalam 
penelitian adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini juga merupakan 
kelanjutan dari kajian yang telah dilakukan oleh Pusat Kajian dan Pendidikan 
dan Pelatihan Aparatur I LAN pada tahun 2005. Pada tahun 2005 PKP2A I LAN 
telah mengembangkan indikator, formulasi pengukuran serta instrumen 
pengukuran kinerja pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan dan 
sarana prasarana umum. Pada tahun 2006 ini merupakan tahap pengukuran 
kinerja pelayanan publik di ketiga bidang tersebut dengan menggunakan 
instrumen yang telah dikembangkan.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah 
kabupaten dan kota di Indonesia. Teknik pengambil sampel untuk pengukuran 
kinerja pelayanan publik di daerah dilakukan secara sensus, dimana dalam hal 
ini seluruh Pemerintah Daerah (440 Kabupaten dan Kota) diminta untuk 
mengisi Instrumen Pengukuran Pelayanan Publik pada tahun 2005 yang 
dikirim. Namun demikian data yang diolah berdasarkan  jumlah instrumen yang 
dikembalikan yaitu sebanyak 114 daerah. Akan tetapi setelah dilakukan 
pengecekan ulang terhadap kelengkapan pengisian data dari 114 daerah yang 
mengembalikan instrumen ternyata hanya 97 daerah yang mengisi instrumen 
secara lengkap. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 
data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara penyebaran instrumen 
berbentuk kuesioner Pengukuran Pelayanan Publik. Instrumen tersebut  
disebarkan kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. 
Sedangkan data sekunder diperoleh melalui pengumpulan data dari berbagai 
dokumen, buku serta produk kebijakan yang relevan. 
 
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Sebagaimana telah disebutkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk 
menghasilkan suatu indeks kinerja pelayanan publik di daerah yang meliputi 
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tiga bidang pelayanan dasar yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan sarana 
prasarana umum daerah. Dengan demikian kinerja pelayanan publik dalam hal 
ini merupakan kinerja gabungan dari ketiga bidang tersebut. Adapun 
pengukuran indeks kinerja ini didasarkan pada data daerah tahun 2005, 
sehingga indeks ini hanya mencerminkan kondisi kinerja pelayanan di daerah di 
ketiga bidang tersebut pada tahun 2005. Adapun tahapan pengukuran dan 
penetapan indeks pelayanan publik tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Penghitungan rasio dari setiap indikator dari variabel-variabel pelayanan 

yang terdiri dari alokasi anggaran, akses pelayanan, peningkatan kualitas 
pelayanan serta peningkatan mutu sumber daya manusia pelayanan. 
Indikator-indikator masing-masing variabel pelayanan sebelumnya diberikan 
bobot yang sama, dalam arti setiap indikator memiliki kontribusi yang sama 
terhadap kinerja pelayanan. 

b. Pembuatan standarisasi nilai untuk semua indikator sehingga diperoleh nilai 
di setiap bidang, nilai terkecil dan nilai terbesar. Standarisasi nilai ini pun 
dimaksudkan agar terhadap semua nilai-nilai indikator yang ada dapat 
dilakukan operasi hitung seperti jumlah, kurang, bagi dan kali. Tanpa 
adanya standarisasi, tidak dapat dilakukan operasi hitung dimaksud. 
Adapun formula standarisasi nilai adalah sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
c. Penghitungan indeks pelayanan di setiap bidang pelayanan untuk 

mengetahui kinerja pelayanan di masing-masing bidang. Untuk memperoleh 
indeks pelayanan per bidang digunakan formulasi penghitungan sebagai 
berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STANDARISASI NILAI 
 
Xis = Xi – X 

     S  
 
 

Keterangan: 
Xi   = Data mentah (yang belum  
          distandarisasi 
Xis = Nilai standar ke i 
X    = Nilai rata-rata 
S     = Standar deviasi 

 
IPPij    =  Xij    –    Xi.min   x 100 
     Xi.max – Xi.min 
 
Keterangan:  
Xij   = Nilai bidang i untuk daerah j 
Xi.min  = Nilai terkecil bidang i 
Xi.max  = Nilai terbesar bidang i 
i  = Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Sarpras Kota 
j  = Daerah 
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Yij    = (IPP1 x b1) + (IPP2  x b2) + (IPP3 x b3) 
             
 
Keterangan:  
 
• Angka 1 = Pendidikan, 2 = Kesehatan, 3 = Sarpras Umum Perkotaan 
• Huruf b1, b2, dan b3  adalah bobot kepentingkan masing masingbidang  

(pendidikan, kesehatan, dan sarpras umum perkotaan) dalam mengkonstruksi 
IPP.  

• Besarnya bobot masing-masing aspek ini ditentukan berdasarkan pertimbangan 

Dari hasil perhitungan berdasarkan formulasi tersebut maka diperoleh 
indeks kinerja pelayanan di setiap bidang. Indeks per bidang tersebut 
kemudian di rangking dengan cara mengurutkan nilai indeks tersebut mulai 
dari yang tinggi sampai dengan yang paling rendah nilainya. 

d. Setelah diperoleh indeks masing-masing bidang maka kemudian dilakukan 
penghitungan indeks total pelayanan publik yang merupakan gabungan dari 
ketiga indeks bidang tersebut. Namun sebelumnya dilakukan dulu 
penghitungan untuk memperoleh nilai total dengan formula sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e. Untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik di Daerah (IPP) menggunakan 

formula sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan formulasi tersebut maka 
diperoleh Indeks Pelayanan Publik (IPP) daerah. Indeks total ini kemudian di 
rangking dengan cara mengurutkan nilai indeks tersebut mulai dari yang 
tinggi sampai dengan yang paling rendah nilainya. 

 

 
FORMULA INDEKS PELAYANAN PUBLIK  

 
IPPtotal    =  Yij    –    Yi.min   x 100 
        Yi.max – Yi.min 
 
Keterangan:  
Yij   = Nilai total dengan bobot masing-masing 33% 
Yi.min  = Nilai terkecil nilai total 
Yi.max = Nilai terbesar nilai total 
i  = Total  
j  = Daerah 
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BAB 2 

KONSEP PENGUKURAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK  
 
A. KONSEP PENGUKURAN KINERJA 

Dewasa ini konsep pengukuran kinerja di berbagai pemerintah di dunia 
merupakan aspek yang sangat penting. Istilah “jika kita tidak dapat mengukur, 
maka kita tidak dapat mengelola” (Thomas, 2006) menjadi sangat terkenal 
dalam manajemen pemerintahan modern dewasa ini. Penerapan pengukuran 
kinerja di lingkungan pemerintah didorong berbagai faktor antara lain 
keterbatasan sumber daya, serta skeptisisme masyarakat terhadap nilai 
manfaat atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Oleh karena 
itulah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan juga untuk meningkatkan 
nilai manfaat dari program-program pemerintahan dan pembangunan kepada 
masyarakat, pemerintah perlu melakukan pengukuran kinerja. 

Sebelum membahas lebih jauh tentang konsep pengukuran kinerja, maka 
ada baiknya perlu didefinisikan pula pengertian tentang kinerja (perfomance) itu 
sendiri. Pengertian kinerja khususnya yang berkaitan dengan penerapan di 
sektor publik atau pemerintahan menurut  Thomas (2006) sangat rumit, 
beragam, sarat akan nilai dan bertentangan dengan pengertian kinerja 
sebagaimana yang diterapkan dalam sektor swasta. Di lingkungan pemerintah, 
kinerja biasa diartikan sebagai perkembangan atau kemajuan ke arah 
pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dikatakan bahwa konsep kinerja di 
lingkungan pemerintah merupakan konsep yang akan selalu diperdebatkan dan 
berkembang terus. Kesepakatan untuk menentukan faktor-faktor yang 
menentukan kinerja terutama kinerja yang dikategorikan sebagai berhasil akan 
semakin sulit mengingat sifat dari aktivitas di sektor publik itu sendiri. 
Sebagaimana kita ketahui bahwa kebanyakan program-program pemerintah 
memiliki lebih dari satu tujuan dan pernyataan tujuannya itu sendiri cenderung 
bias, dapat diubah-ubah, kontroversi dan terkadang menimbulkan konflik.  

Oleh karena itu menurut Thomas (2006) konsep kinerja juga merupakan 
konsep yang multi-aspek dan bersifat subjektif. Hal ini disebabkan karena 
biasanya program pemerintah melibatkan berbagai stakeholder dalam arti 
banyak pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh program tersebut 
sehingga akan terdapat banyak perspektif yang berbeda untuk menentukan 
komponen-komponen kinerja. 

Meskipun demikian literatur memperlihatkan bahwa kinerja terdiri dari 
seperangkat karakteristik dari suatu program dan dapat diukur dampaknya 
terhadap masyarakat. Namun dalam kajian ini secara sederhana kinerja 
didefinisikan sebagai sesuatu yang telah dicapai oleh suatu organisasi (daerah) 
dalam suatu kurun waktu tertentu baik yang terkait dengan input, proses, 
output, outcome, benefit, maupun impact.  

Dengan demikian, pengertian pengukuran kinerja tidak terlepas dari upaya 
untuk mengetahui tingkat capaian kinerja organisasi dibandingkan dengan 
standar yang telah ditentukan. Pemahaman tentang tingkat capaian kinerja 
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merupakan bekal untuk melakukan evaluasi kinerja, dan hasil evaluasi 
merupakan bahan untuk penyusunan rekomendasi bagi peningkatan kinerja 
selanjutnya. Dalam pengukuran kita membandingkan kondisi riil dari suatu 
objek dengan standar. James B. Whittaker (dalam Lembaga Adminstrasi 
Negara, 2004) menyebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat 
manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan 
keputusan dan akuntabilitas. Sedangkan Robert Simons (2004) mendefinisikan 
pengukuran kinerja sebagai suatu metode sistematis dalam penetapan sasaran 
dan tujuan dan pelaporan periodik yang mengindikasikan realitas atas 
pecapaian sasaran dan tujuan. 

Begitu pula halnya Thomas (2006) yang mengartikan pengukuran kinerja 
sebagai penyusunan, pengumpulan, analisis, pelaporan serta penggunaan 
berbagai data yang tentang pengelolaan dan program-program organisasi-
organisasi pemerintah, termasuk data input, output dan outcome. Pengertian 
yang hampir sama diberikan pula oleh Lembaga Administrasi Negara (2004) 
yang mendefisikan pengukuran kinerja sebagai suatu proses sistem untuk 
mengumpulkan, menganalisa dan menggunakan informasi untuk menentukan 
efisiensi dan efektivitas suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan 
program-programnya sesuai dengan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. 

Adapun berkaitan dengan pengukuran kinerja pelayanan publik Yayasan 
Inovasi Pemerintahan Daerah (2003) mendefinisikannya sebagai suatu sistem 
pengukuran hasil kerja serta pengukuran efisiensi dari pelaksanaan program 
atau pelayanan dari suatu dinas/unit kerja/organisasi, yang dilaksanakan 
secara berkala dengan prosedur yang baku. Informasi yang diperoleh dari hasil 
pengukuran ini dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 
program atau peningkatan penyediaan layanan. Sedangkan dalam penelitian ini 
konsep pengukuran kinerja pelayanan publik diartikan sebagai suatu proses 
untuk mengukur pelayanan publik yang telah dilakukan oleh suatu daerah  pada 
suatu kurun waktu tertentu dengan menggunakan indikator-indikator kinerja 
tertentu. 

 
1. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja 

Pengertian kinerja berdasarkan pengertian-pengertian yang telah 
dibahas sebelumnya maka pada dasarnya mengacu kepada suatu proses 
untuk mengetahui hasil kerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi. Dengan 
demikian tujuan pengukuran kinerja adalah untuk menilai pencapaian secara 
kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Haisl pengukuran 
tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi baik kegagalan maupun 
keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan.  

Pengukuran kinerja sangat bermanfaat baik bagi pihak internal 
organisasi maupun pihak eksternal di luar organisasi. Manfaat pengukuran 
kinerja bagi organisasi itu sendiri antara lain untuk memberikan umpan balik 
bagi para pengelola dan pembuat keputusan dalam proses evaluasi dan 
perumusan tindak lanjut bagi peningkatkan kinerja organisasi pada masa yang 
akan datang. Sedangkan manfaat pengukuran kinerja bagi pihak eksternal di 
luar organisasi seperti masyarakat adalah bahwa mereka memperoleh 
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informasi yang lebih baik lagi tentang keputusan-keputusan program-program 
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. 

 
2. Fokus Pengukuran Kinerja  

Fokus pengukuran kinerja berkaitan dengan apa yang akan diukur. Fokus 
pengukuran kinerja tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Fokus 
pengukuran kinerja menurut Swanson (dalam Carter McNamara, 
http://www.managementhelp.org/perf_mng/question.htm) dapat difokuskan 
kepada empat domain sebagai berikut: 
a. Pencapaian Misi  
Misi merupakan sesuatu yang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh 
instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil 
dengan baik. Misi biasanya diidentifikasi atau dikembangkan pada saat 
penyusunan rencana stratejik organisasi. Biasanya misi menggambarkan 
pula pemenuhan output atau pelayanan kepada pihak-pihak luar atau 
masyarakat dan menjabarkan hasilnya dari aspek kualitatif, kuantitas,  
waktu ataupun biaya. Dengan demikian untuk mengukur kinerja organisasi 
bisa terfokus pada sejauh mana organisasi tersebut sudah mampu 
mencapai atau melaksanakan misi yang sudah ditetapkan dalam 
perencanaan stratejiknya. 
b. Proses Organisasi 
Swanson menyatakan bahwa proses merupakan serangkaian tahapan yang 
dirancang untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Upaya-upaya 
organisasi untuk meningkatkan kualitas dan melakukan rekayasa organisasi 
mencerminkan kinerja organisasi dari aspek proses. Ada berbagai macam 
proses yang terjadi di dalam organisasi misalnya proses identifikasi 
kebutuhan pelanggan, pengembangan anggaran, pelayanan kepada 
masyarakat, perencanaan dan pengelolaan keuangan, program-program 
pengembangan dan lain sebagainya. Keberhasilan organisasi 
melaksanakan berbagai proses tersebut dapat dijadikan fokus untuk 
mengukur kinerja organisasi yang bersangkutan. 
c. Aspek-aspek kritis dalam subsistem organisasi  
Dalam hal ini pengukuran kinerja difokuskan kepada sub-subsistem di 
dalam organisasi yang selalu berhubungan dengan lingkungan internal dan 
eksternal organisasi. Misalnya pencapaian misi selalu mempengaruhi dan 
dipengaruhi oleh lingkungan eksternal organisasi. Pengukuran kinerja 
terhadap aspek-aspek kritis subsistem organisasi ini antara lain kinerja 
program-program dan proyek kerja baru, serta pembuatan produk atau 
pelayanan baru baik kepada pihak internal maupun eksternal. 
d. Aspek Individu  
Pengukuran kinerja ini terfokus kepada kinerja sumber daya manusia dalam 
organisasi. Pengukuran kinerja individu ini terfokus kepada keberhasilan 
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individu dalam bekerja untuk mencapai hasil dan tujuan yang sesuai dengan 
standar kinerja yang sudah ditetapkan. 
 

3. Metode Pengukuran Kinerja  
Metode pengukuran kinerja berkaitan dengan cara atau teknik yang akan 
digunakan dalam mengukur kinerja suatu organisasi. Sesuai dengan 
indikator yang diukur Brigman dalam The Australian Policy Handbook 
(dalam PKKOD, 2005: 9-10) mengidentifikasi beberapa cara untuk 
mengukur kinerja yaitu sebagai berikut: 
1.  Input (efisiensi): 

• Mengecek account dan invoice 

• Membandingkan anggaran dengan produksi riil 

• Membandingkan (benchmark) dengan program serupa di lain tempat 
2.  Proses (efisiensi teknis): 

• Benchmarking untuk menguji efisiensi proses produksi 

• Ukuran-ukuran produksi seperti wastage dan down time 

• Analisa gap dan audit 
3.  Output (efektivitas): 

• Interview dengan partisipan dan klien 

• Evaluasi deskriptif dan historis 

• Melibatkan pihak yang tertarik 

• Membangun indikator kinerja 
4.  Outcome (ketepatan): 

• Analisa cost benefit 

• Kajian yang dilakukan secara longitudinal 

• Review kebijakan eksternal 

• Menguji tujuan-tujuan kinerja dalam jangka panjang 
 
4. Penetapan Indikator Kinerja  

Dalam pengukuran kinerja salah satu aspek yang sangat penting adalah 
penentuan indikator kinerja itu sendiri. Indikator kinerja adalah ukuran 
kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu 
kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator– indikator  kinerja 
itu harus  dapat mengukur aspek–aspek  yang penting dari kinerja 
organisasi. Lembaga Administrasi Negara (2003) dalam Pedoman 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menetapkan empat kriteria 
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indikator kinerja yaitu (a) spesifik dan jelas, (b) dapat diukur secara obyektif, 
(c) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, (d) tidak bias. 
Di samping itu menurut Peter M. Jackson dalam bukunya Measures for 
Success in the Public Sector (dalam Thomas, 2006) indikator kinerja juga 
harus memenuhi kriteria konsistensi, dapat diperbandingkan, dikontrol, 
komprehensif, terbatas pada indikator-indikator kunci kinerja dan realistis. 
Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003, mengelompokkan 
indikator kinerja dikelompokkan ke dalam 6 kelompok sebagai berikut: 
1. Kelompok input: berhubungan dengan sumber daya baik sumber daya 

finansial maupun pegawai yang digunakan untuk suatu program atau 
kegiatan pelayanan tertentu. 

2. Kelompok proses: berkaitan dengan perkembangan atau aktivitas yang 
terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. 

3. Kelompok output: berkaitan dengan pelayanan yang diproduksi atau di 
sampaikan.  Output tidak hanya ditunjukkan dalam jumlah (kuantitas) 
tetapi juga pernyataan kualitas.  

4. Kelompok outcome: yakni indiktor yang menggambarkan hasil nyata dari 
keluaran suatu kegiatan.  

5. Kelompok benefit: indikator ini menggambarkan manfaat yang diperoleh 
dari indikator hasil (outcome) 

6. Kelompok impact: berkaitan dengan pengaruh yang ditimbulkan dari 
manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. 

 
5. Penetapan Standar  

Salah satu faktor penentu keberhasilan pengukuran kinerja adalah adanya 
standar kinerja yang memadai. Standar kinerja merupakan patokan dalam 
melakukan pengukuran dan penilaian kinerja suatu organisasi. Sedangkan 
pengukuran dan penilaian kinerja merupakan suatu bagian dari proses 
manajemen yang ditujukan untuk melihat sampai sejauh mana pelaksanaan 
program dan kegiatan dapat dilaksanakan dan dimana letak kekurangan 
yang terjadi. Tanpa standar kinerja, tidak mungkin suatu pengukuran dan 
evaluasi dapat dilakukan dengan objektif.  Sebagaimana dikatakan oleh 
Berry, Zeithaml dan Parasuraman (Lovelock, 1992; 225) bahwa yang 
menjadi potensi terjadinya kegagalan peningkatan pelayanan publik antara 
lain: No service standard; Too Many service Standard, General Service 
standard; Poorly communicated service standard; Service Standard 
unconnected to the performance measurement. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Berry, Zeithaml dan Parasuraman 
tersebut nampak bahwa standar merupakan faktor kunci untuk menentukan 
keberhasilan peningkatan kinerja suatu organisasi.  Standar kinerja kinerja 
yang dapat digunakan antara lain target, kinerja tahun sebelumnya, kinerja 
rata-rata daerah, kinerja nasional, dan lain-lain. 
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6. Pengembangan Instrumen  
 Setelah indikator dan standar ditetapkan, langkah selanjutnya yang harus 

dilakukan adalah penggalian data dan informasi. Data dan informasi hanya 
dapat digali dengan instrumen yang dapat dipercaya. Dengan kata lain, 
instrumen adalah alat yang digunakan untuk menggali data dan informasi 
berkaitan dengan setiap indikator kinerja. Data untuk setiap indikator sangat 
mungkin diterjemahkan ke dalam lebih dari satu instrumen. Baru setelah 
instrumen dibuat, penggalian data dilakukan, lalu dilakukan pengukuran.  

 
7. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja  

Pelaksanaan pengukuran kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan 
pengumpulan data dan informasi yang relevan dengan sasaran-sasaran dan 
tujuan pengukuran kinerja. Sebelum pengukuran kinerja dilaksanakan 
melalui instrumen yang sudah dikembangkan, maka perlu dilakukan 
identifikasi terhadap sumber data untuk setiap indikator kinerja. Sumber-
sumber data yang dapat digunakan dalam proses pengumpulan data 
misalnya data dari instansi pemerintah, organisasi internasional,  lembaga 
swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya yang relevan.  
Setelah sumber data diidentifikasi maka selanjutnya perlu ditetapkan teknik 
pengumpulan data yang akan digunakan. Teknik pengumpulan data 
disesuaikan pula dengan jenis-jenis indikator yang digunakan. Pada 
umumnya dikenal dua jenis teknik pengumpulan data yaitu data primer dan 
data sekunder. Dalam pengumpulan data primer hendaknya 
dipertimbangkan unit analisis yang akan digunakan, teknik pengambilan 
sampel, dan teknik atau instrumen. Sedangkan dalam pengumpulan data 
sekunder perlu dipertimbangkan relevansi atau kemampuan data tersebut 
mendukung data-data primer yang sudah ada.  
Selanjutnya data yang dikumpulkan dari kegiatan pengukuran dapat bersifat 
absolut atau kuantitatif dan dapat juga berbentuk proksimasi yang bersifat 
kualitatif. Data yang bersifat absolut misalnya penghitungan jumlah 
penduduk miskin yang menerima bantuan dari pemerintah. Sedangkan data 
yang bersifat kualitatif mislanya frekuensi penyuluhan oleh tenaga 
kesehatan kepada masyarakat yang merupakan proksi bagi penilaian 
terhadap daya tanggap pemerintah dalam melakukan pelayanan. 
 

8. Analisis Kinerja 
Analisis kinerja merupakan tahapan untuk melakukan suatu interpretasi atau 
pemahaman  serta penggunaan data dan informasi yang berhasil 
dikumpulkan  untuk membuat kesimpulan dan temuan pengukuran. Dalam 
melakukan analisis kinerja dapat dilakukan melalui berbagai metode dan 
proses analisis yang sesuai. Metode analisis yang dapat digunakan dapat 
bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Dalam melakukan analisis pun dapat 
dilakukan dengan cara interpretasi analitis yaitu menafsirkan relasi didalam 
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telaahan penelitian beserta datanya. Dengan kata lain analisis dilakukan 
dengan menguraikan gejala atas dasar data tentang gejala.  
Analisis pun dapat dilakukan dengan cara interpretasi sintesis yaitu 
mengupayakan arti atau pengertian yang lebih luas dari hasil pengukuran 
dengan membandingkan hasil dengan teori serta hasil pengukuran atau 
penelitian lainnya. 
Sementara itu menurut Mark et. Al (dalam Laporan PenelitianPusat Kajian 
Kinerja Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara: 2005) analisis 
kinerja dapat dilakukan melalui pendekatan deskripsi, klasifikasi, analisis 
sebab akibat dan penilaian nilai. Analisis deskripsi digunakan untuk 
mengukur kejadian atau pengalaman-pengalaman, sedangkan analisis 
klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan dan untuk menyelidiki struktur 
yang melandasi sesuatu seperti mengembangkan atau aplikasi 
pengaplikasian. Adapun analisis sebab akibat ditujukan untuk menggali dan 
menguji hubungan sebab akibat. Penilaian nilai digunakan sebagai model 
natural valuation processes atau penilaian posisi nilai dengan menggunakan 
analisis formal atau analisis kritis. 
 

B. MODEL-MODEL PENGUKURAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK  

 Berdasarkan konsep pengukuran kinerja sebagaimana yang telah 
diuraikan bahwa pengukuran kinerja pada dasarnya merupakan suatu proses 
sistem untuk mengumpulkan, menganalisa dan menggunakan informasi untuk 
menentukan efisiensi dan efektivitas suatu instansi pemerintah dalam 
melaksanakan program-programnya sesuai dengan tugas-tugas yang 
dibebankan kepadanya. Dengan demikian pengukuran kinerja pelayanan publik 
adalah suatu proses untuk mengetahui sejauh mana hasil yang kerja yang telah 
dicapai oleh Pemerintah Daerah khusus dalam bidang pelayanan publik 
berdasarkan beberapa indikator kinerja. 

Pengukuran kinerja pelayanan di Indonesia memang sudah mulai 
dikembangkan oleh berbagai pihak baik pemerintah, swasta maupun lembaga 
swadaya masyarakat dengan mengukur berbagai dimensi kinerja yang 
berbeda. Misalnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 
mengembangan model penilaian yang mengukur kinerja pelayanan atas dasar 
pencapaian visi, pelaksanaan sistem dan prosedur pelayanan serta 
ketersediaan SDM dan sarana prasarana pelayanan. Kementrian negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara pun mengembangkan pengukuran kinerja 
yang didasarkan pada penilaian masyarakat terhadap kepuasan pelayanan 
yang telah diberikan oleh unit-unit pelayanan publik atau dikenal dengan 
Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakan (IKM). Departemen Dalam Negeri 
pun mengembangkan suatu model pengukuran kinerja pelayanan yang 
dikaitkan dengan kewenangan-kewenangan yang wajib diberikan oleh 
Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam bidang pelayanan. 
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1. Model Penilaian Kinerja Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara 
Model penilaian kinerja pelayanan publik yang dikembangkan oleh 
Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dikembangkan untuk 
mengetahui tingkat keberhasilan unit pelayanan dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. Dalam Pedoman Penilaian Kinerja Unit 
Pelayanan Publik yang ditetapkan melalui Peraturan Menpan Nomor 
Per/25/M.Pan/05/2006, tingkat keberhasilan unit pelayanan diukur melalui 
empat komponen utama yaitu visi dan atau misi serta motto pelayanan, 
sistem dan prosedur pelayanan, sumber daya manusia pelayanan serta 
sarana dan prasarana pelayanan. Adapun kriteria penilaian untuk setiap 
komponen dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
 
No Komponen Penilaian Kriteria Penilaian 
1. Visi dan atau misi serta motto 

pelayanan 
a Visi dan atau misi serta motto pelayanan. 
b Kemampuan visi dan atau misi serta motto pelayanan 

dipandang mampu memotivasi pegawai untuk 
memberikan pelayanan terbaik. 

c Pengumuman visi dan atau misi serta motto pelayanan 
secara terbuka kepada masyarakat pengguna 
pelayanan. 

d Janji layanan. 
2. Sistem dan prosedur a Prosedur tetap / Standar Operating Procedure (SOP) 

atau standar pelayanan.  
b Sistem pengelolaan berkas/dokumen. 
c Penerapan ISO dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik.  
d Sistem/prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat.  
e Sistem pengelolaan mutu pelayanan.  
f Uraian tugas yang jelas.  
g Standar pelayanan yang diketahui secara terbuka oleh 

masyarakat. 
h Kelayakan biaya/tarif pelayanan yang dikenakan layak. 
i Standar waktu untuk penyelesaian pelayanan. 
j Standar kualitas pelayanan yang berfungsi secara baik. 
k Mekanisme dan sarana pengaduan keluhan yang 

berfungsi dengan baik. 
l Tingkat keterbukaan informasi pelayanan kepada 

masyarakat. 
3. Sumber Daya Manausia 

(SDM) Pelayanan 
a Kebijakan internal yang mengatur sikap dan perilaku, 

kedisiplinan serta kepekaan pegawai dalam 
memberikan pelayanan. 

a. Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. 

b. Kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat. 

c. Tingkat kepekaan/respon pegawai dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. 

d. Tingkat keterampilan pegawai dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. 
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e. Kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka 
peningkatan keterampilan/ profesionalisme pegawai 
dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan 
kepada masyarakat.  

4. Sarana dan Prasarana a Optimalisasi sarana yang digunakan untuk proses 
pelayanan.  

b Kenyamanan sarana pelayanan yang tersedia kepada 
masyarakat pengguna (perhatikan: kebersihan, 
kesederhaaan, kelayakan dan kemanfaatan). 

c Sarana pengaduan keluhan yang berfungsi secara 
efektif 

 
2. Model Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah Bidang Pelayanan 

Publik Departemen Dalam Negeri 
Model Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Publik ini 
dikembangkan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam 
Negeri. Dalam model ini untuk mengukur tingkat kinerja pelayanan publik 
Pemerintah Daerah diarahkan pada penilaian kinerja 14 urusan wajib bagi 
pemerintah kabupateb/kota. Keempat belas kewenangan wajib tersebut 
adalah sebagai berikut: 
a perencanaan dan pengendalian pembangunan;  
b perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;  
c penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;  
d penyediaan sarana dan prasarana umum;  
e penanganan bidang kesehatan;  
f penyelenggaraan pendidikan;  
g penanggulangan masalah sosial;  
h pelayanan bidang ketenagakerjaan;  
i fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;  
j pengendalian lingkungan hidup;  
k pelayanan pertanahan;  
l pelayanan kependudukan dan catatan sipil;  
m pelayanan administrasi umum pemerintahan;  
n pelayanan administrasi penanaman modal;  
Metode pengukuran dalam model ini menggunakan metode data obyektif 
yaitu pengukuran dengan menggunakan data sekunder yang telah 
dipublikasikan oleh berbagai instansi pemerintah, seperti data dari 
Penyusunan Indeks Pembangunan Daerah yang dikembangkan oleh Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional, data pengukuran Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) yang dikembangkan oleh Bappenas 
bekerjasama dengan UNDP. Adapun metode pengukuran kinerja yang 
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digunakan adalah sistem pengambilan keputusan dengan kriteria jamak 
atau multi criterias decisions system. Sedangkan penilaian dilakukan 
dengan menggunakan pendekatan metode Analytic Hierarchy Process 
(AHP) dan metode value tree analysis (analisis pohon nilai).  
Dimensi serta variabel dan kriteria penilaian kinerja pelayanan publik pada 
model ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
 

Kelompok Pelayanan No Variabel 
Dasar - Kesehatan 1 Angka Harapan Hidup 

2 Persentase Angka Kesakitan 
3 Rasio Prasarana Kesehatan dg Penduduk 
4 Rasio Tenaga Kesehatan dg Penduduk 
5 Persentase Desa yang Memiliki Prasarana Kesehatan 

Dasar - Pendidikan 
 

6 Rata-Rata Lama Sekolah 
7 Tingkat Partisipasi Pendidikan Dasar 
8 Tingkat Melek Huruf 
9 Rasio Murid dengan Ruang Sekolah 

10 Rasio Murid Dengan Guru 
11 Persentase Desa Yang Memiliki Pendidikan Dasar 

Tenaga Kerja 12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 
13 Tingkat Pengangguran 
14 Rasio Balai Latihan Kerja terhadap Angkatan Kerja 

Tenaga Kerja 15 Persentase Angkatan Kerja Yang Terdaftar 
16 Rasio Penempatan Angkatan Kerja Yang Terdaftar 

Sarana dan Prasarana 17 Rasio Panjang Jalan dengan Luas Wilayah 
18 Persentase RT Yang Mempunyai Akses ke Air Bersih 
19 Tingkat Elektrifikasi 
20 Persentase RT Yang Berlangganan Telpon Fix 

Lingkungan 21 Persentase Desa Punya Permasalahan Sampah 
22 Persentase Desa Yang Terkena Pencemaran Lingk. 
23 Persentase Desa Yang Tergenang Banjir 
24 Pertumbuhan Lahan-Lahan Kritis 
25 Frekuensi Monitoring Kualitas Lingkungan 

Koperasi & Usaha Kecil 
Menengah 

26 Persentase Desa Kritis Lingkungan 
27 Pertumbuhan Koperasi dan UKM 5 Tahun Terakhir 
28 Persentase Koperasi dan UKM di LIK 
29 Pertumbuhan Kontribusi UKM terhadap PDRB Industri 
30 Pertumbuhan Alokasi Anggaran untuk UKM 

Perijinan – Investasi / 
Penanaman Modal 

 

31 Rasio Antara Persetujuan dengan Realisasi Investasi 
32 Keberadaan Pelayanan Investasi Satu Atap 
33 Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perijinan Investasi 
34 Keberadaan Insentif/Disinsentif Investasi 

Perijinan – Kependudukan 
 

35 Rasio Penduduk Yang ber KTP 
36 Rasio Balita Ber Akte Kelahiran 
37 Keberadaan Sistem Informasi Kependudukan 
38 Rata-Rata Waktu Pengurusan KTP 

Perijinan – Adm. Umum 
 

39 Keberadaan Sistem Informasi Pemerintahan 
40 Pertumbuhan Alokasi Anggaran Untuk ADUMPEM 
41 Persentase Pegawai Berpangkat Fungsional 
42 Persentase Pegawai Pendidikan S1 Ke atas 
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Kelompok Pelayanan No Variabel 
Perijinan – Pertanahan 

 
43 Persentase Luas Lahan Yang Telah Tersertifikat 
44 Rata-Rata Lama Pengurusan Sertifikat Tanah 
45 Kemudahan Pelayanan Pendaftaran Tanah 

Pembangunan – Tata Ruang 
 

46 Keberadaan Sistem  Informasi Pertanahan Daerah 
47 Keberdaan Dokumen RTRWN Yang Valid 
48 Keberadaan BKPRD 
49 Keberadaan Perda RTRWN 
50 Kondisi Kawasan Kritis Lingkungan 5 Tahun terakhir 

Pembangunan – Ketertiban 
Umum 

 

51 Kondisi Kemacetan Lalulintas 5 Tahun Terakhir 
52 Rasio Polisi PP terhadap Penduduk 
53 Pertumbuhan Kriminalitas 5 Tahun Terakhir 
54 Persentase Desa Yang Memiliki Permukiman Liar 

Pembangunan – Masalah 
Sosial 

 

55 Pertumbuhan Jumlah Pelanggaran Perda 
56 Persentase Penyandang Penyakit Sosial Terdaftar 
57 Persentase Penyandang Penyakit Sosial Tersantuni 
58 Rasio PSM terhadap Penduduk 

Pembangunan – Manajemen 
Pembangunan 

59 Pertumbuhan Alokasi Anggaran Untuk Penanganan 
Sos 

60 Keberadaan Tim Pengendali Pembangunan 
61 Keberadaan Evaluasi Pembangunan Paruh Waktu 

Pembangunan – Manajemen 
Pembangunan 

62 Persentase Penyimpangan Dari Rencana 
Pembangunan 

63 Klasifikasi Simpangan Rencana Tata Ruang Wilayah 
 

3. Model Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat 
Model ini dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara yang difokuskan kepada pengukuran kepuasan masyarakat 
terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh unit-unit pelayanan di instansi 
pemerintah. Dengan demikian pengukuran kinerja menurut model yang 
ditetapkan dalam Kep. MenPan No. 25/M.Pan/2/2004 ini pada dasarnya 
mengukur indikator output dari pelayanan yaitu berupa kepuasan 
masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan. Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) disini maksudnya adalah data dan informasi tentang 
tingkat kepuasan masyarakat dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan 
kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari 
aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara 
harapan dan kebutuhan. 
Adapun indikator-indikator penilaian yang digunakan merupakan 
pengembangan dari prinsip-prinsip pelayanan sebagaimana ditetapkan 
dalam Keputusan Men.PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003. Adapun 
indikator-indikator penilaian IKM terdiri dari 14 unsur sebagai berikut: 
a. Prosedur pelayanan 
b. Persyaratan pelayanan 
c. Kejelasan petugas pelayanan 
d. Kedisiplinan petugas 
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e. Tanggung jawab petugas 
f. Kemampuan petugas 
g. Kecepatan pelayanan 
h. Keadilan mendapatkan pelayanan 
i. Kesopanan dan keramahan petugas 
j. Kewajaran biaya pelayanan 
k. Kepastian biaya pelayanan 
l. Kepastian jadwal pelayanan 
m. Kenyamanan lingkungan 
n. Keamanan pelayanan 
 

4. Model Alternatif Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik 
Sebagaimana telah diungkapkan bahwa salah satu tujuan kebijakan 
otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
secara tidak langsung menetapkan beberapa kewenangan wajib yang harus 
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dari kewenangan-
kewenangan tersebut ada beberapa kewenangan yang berkaitan dengan 
kebutuhan dasar bagi masyarakat yaitu bidang pendidikan, kesehatan dan 
penyediaan sarana dan prasarana umum. Dalam undang-undang tersebut 
ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyediakan 
fasilitas pelayanan di ketiga bidang tersebut. Karena itu penting sekali untuk 
mengukur kinerja pelayanan pemerintah daerah yang difokuskan kepada 
tiga kebutuhan dasar tersebut. Selanjutnya Pasal 22 dikemukakan bahwa 
Daerah diberi kewenangan dalam hal perencanaan, penganggaran, dan 
pelaksanaan program-program strategis di masing-masing bidang 
pelayanan tersebut. 
Model alternatif pengukuran kinerja pelayanan publik dalam tiga bidang 
pelayanan dasar ini dikembangkan atas dasar hasil kajian teoritik, studi 
kebijakan, dan studi terhadap penetapan indikator yang telah diterapkan di 
beberapa negara di dunia. Berbagai kajian memperlihatkan pentingnya tiga 
dimensi pelayanan dasar yang akan menentukan kinerja pemerintah dalam 
memberikan pelayanan dasar tersebut, ketiga dimensi tersebut adalah 
dimensi anggaran, dimensi akses terhadap pelayanan serta dimensi 
peningkatkan mutu sumber daya manusia pelayanan. 
Atas dasar tersebut maka disusun indikator-indikator kinerja pelayanan 
publik dalam ketiga bidang dasar yakni pendidikan, kesehatan serta sarana 
dan prasarana umum sebagai berikut: 
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 Matriks Indikator Pengukuran Kinerja Pelayanan Dasar di Daerah 
Bidang Pelayanan Dimensi Indikator 

Bidang Pendidikan Alokasi Anggaran Bidang 
Pendidikan 

Rasio Anggaran Pendidikan terhadap PDRB  
Rasio Anggaran pendidikan terhadap total 
APBD  
Rasio biaya aparatur pendidikan terhadap 
total belanja pendidikan 

Akses terhadap pendidikan 
dasar  

Rasio jumlah murid SD,  SLTP, SLTA  
terhadap jumlah anak usia sekolah SD, SLTP 
& SLTA  
Rasio jumlah murid terhadap jumlah kelas  
Rasio jumlah murid terhadap guru  
Rasio jumlah penduduk terhadap jumlah 
sekolah  
Angka rata-rata lama sekolah (RLS)  
Rasio jumlah siswa yang tidak mampu yang 
sudah dibantu oleh pemerintah dengan 
jumlah siswa yang tidak mampu  

Peningkatan SDM (Diklat 
Penunjang) bagi tenaga 
pendidik  

Persentase jumlah tenaga pendidik (SD, 
SMP & SLTA) yang telah mengikuti 
penataran/pelatihan yang diselenggarakan 
oleh Dinas Pendidikan  
Frekuensi rata-rata dalam setahun 
penataran/pelatihan bagi guru 
(SD/SMP/SLTA) yang dilaksanakan oleh 
Dinas Pendidikan  
Rasio jumlah tenaga pendidik (SD, SMP & 
SLTA) yang berpendidikan Sarjana (S1)  
dengan jumlah guru (SD, SMP & SLTA)  

Diklat manajerial bagi 
pengelola sekolah 

Persentase jumlah Kepala sekolah yang telah 
mengikuti diklat manajerial/struktural 
Persentase jumlah Kepala Sekolah yang 
mengikuti Diklat teknis fungsional 

Bidang Kesehatan 
 

Alokasi Anggaran Bidang 
Kesehatan  

Rasio Anggaran kesehatan terhadap PDRB  
Rasio Anggaran kesehatan terhadap total 
APBD  
Rasio biaya aparatur kesehatan terhadap 
total belanja kesehatan  

Akses terhadap kesehatan  Rasio Jumlah Dokter Umum dan Spesialis, 
Perawat, Bidan, tenaga medis dan paramedis 
lainnya terhadap penduduk 
Rasio Jumlah Puskesmas  terhadap 
penduduk 
Rasio pemilik Kartu Sehat terhadap 
penduduk miskin  
Rasio jumlah tempat tidur di RS Pemerintah 
dan Swasta terhadap jumlah penduduk  

 
 
 

Bidang Pelayanan Dimensi Indikator 
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Bidang Kesehatan 
Kesehatan (lanjutan) 

Penyuluhan Kesehatan 
keluarga dan lingkungan  

Frekuensi rata-rata dalam setahun pemberian 
penyuluhan kesehatan keluarga dan 
lingkungan  
Rasio jumlah bayi yang lahir dengan jumlah 
bayi yang meninggal saat dilahirkan 
Rasio jumlah bayi yang lahir dengan jumlah 
ibu yang meninggal saat melahirkan  
Rasio peserta KB terhadap jumlah Pasangan 
Usia Subur  

Upaya Peningkatan Kualitas 
SDM  

Frekuensi rata-rata per tahun keikutsertaan 
para tenaga kesehatan dalam pertemuan 
profesi/ diklat/workshop/seminar/konferensi  
Frekuensi rata-rata per tahun evaluasi hasil 
sosialisasi Standar Pelayanan Minimal Sektor 
Kesehatan 
Rasio jumlah tenaga kesehatan yang 
mengikuti program pengembangan 
dibandingkan dengan jumlah tenaga 
kesehatan  

Bidang Sarana dan 
Prasarana Umum 

Alokasi Anggaran  Rasio anggaran yan digunakan untuk bidang 
sarana dan prasarana umum terhadap PDRB  
Rasio anggaran yan digunakan bidang 
sarana dan prasarana umum  terhadap total 
APBD 

Akses kepada Sarana dan 
Prasarana Umum  

Prosentase pengguna  air bersih  
Prosentase pelanggan listrik  
Rasio jumlah kendaraan angkutan sampah 
terhadap jumlah keluarga 
Rasio kapasitas TPS dan TPA terhadap 
jumlah rumah tangga 
Rasio panjang jalan aspal berkualitas baik 
terhadap luas wilayah 
Rasio lampu penerang jalan terhadap 
panjang jalan aspal  berkualitas baik  
Rasio jumlah kendaraan umum perkotaan 
(angkot) terhadap jumlah penduduk 
Rasio jumlah pasar/super market terhadap 
penduduk  
Rasio jumlah lembaga keuangan (Bank dan 
Non Bank)  terhadap jumlah penduduk 

Upaya Peningkatan Kualitas 
SDM  

Rasio jumlah pegawai Bidang Sarpras yang 
telah mengikuti diklat terhadap jumlah 
keseluruhan pegawai 
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C. KERANGKA PEMIKIRAN 

Otonomi Daerah  
(UU No.32/2004) 

Peningkatan 
Pelayanan Kepada 

Masyarakat 

Kewenangan 
Pelayanan 
Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

Bidang Pendidikan 

Bidang Kesehatan 

Bidang Sarana & 
Prasarana Umum 

Pengukuran Kinerja 
Pelayanan 

Alokasi Anggaran 

Akses Pelayanan 

Peningkatan SDM  

Alokasi Anggaran 

Akses Pelayanan 

Upaya Penyuluhan 

Peningkatan SDM 

Alokasi Anggaran 

Akses Pelayanan 

Peningkatan SDM  

• Rasio Anggaran Pendidikan/PDRB 
• Rasio Anggaran Pendidikan/APBD 
• Rasio Anggaran Belanja Aparatur/Belanja Publik 

• Rasio Jumlah Murid/Anak Usia Sekolah 
• Rasio Jumlah Murid/Kelas  
• Rasio Jumlah Murid/Guru 
• Rasio Jumlah Penduduk/Sekolah 
• Angka Rata-rata Lama Sekolah 
• Siswa yang tidak mampu yang dibantu oleh pemerintah  

• Persentase guru yang telah mengikuti Diklat 
• Frekuensi rata-rata Diklat bagi guru dlm setahun 
• Rasio jumlah guru yang berpendidikan Sarjana/jumlah guru 
• Persentase Kepala sekolah yang mengikuti diklat manajerial 
• Persentase Kepala Sekolah yg mengikuti Diklat teknis/fung. 

• Rasio Anggaran Kesehatan/PDRB 
• Rasio Anggaran Kesehatan/APBD 
• Rasio Anggaran Belanja Aparatur/Belanja Publik 

• Jumlah tenaga medis dan paramedik lainnya 
• Jumlah Puskesmas 
• Jumlah Pemilik Kartu Sehat 
• Jumlah Tempat Tidur 

• Frekuensi rata-rata pemberian penyuluhan  
• Rasio bayi yang lahir / bayi yang meninggal saat dilahirkan 
• Rasio bayi yang lahir / ibu yang meninggal saat melahirkan 
• Rasio peserta KB terhadap jumlah Pasangan Usia Subur 

• Frekuensi rata-rata keikutsertaan tenaga kesehatan dalam 
pertemuan profesi/ diklat/workshop/seminar/konferensi  

• Frekuensi rata-rata per tahun evaluasi hasil sosialisasi SPM 
• Rasio jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti program 

pengembangan dibandingkan dengan jumlah tenaga kesehatan  

• Rasio Anggaran Sarpras/PDRB 
• Rasio Anggaran Sarpras/APBD 

• Prosentase pengguna  air bersih  
• Prosentase pelanggan listrik  
• Rasio kendaraan angkutan sampah/keluarga 
• Rasio kapasitas TPS dan TPA terhadap jumlah rumah tangga 
• Rasio panjang jalan aspal berkualitas baik terhadap luas wilayah 
• Rasio lampu penerang jalan/panjang jalan aspal  kualitas baik  
• Rasio jumlah kendaraan umum / jumlah penduduk 
• Rasio jumlah pasar/super market terhadap penduduk  
• Rasio jumlah lembaga keuangan / penduduk 

Rasio jumlah pegawai Bidang Sarpras yang telah mengikuti diklat 
terhadap jumlah keseluruhan pegawai 
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BAB 3  

KINERJA PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN 
Secara nasional, bidang pendidikan merupakan salah satu prioritas 

pembangunan di Indonesia yang harus menjadi perhatian utama setiap 
stakeholder, baik itu Pemerintah, di Pusat maupun di Daerah, pihak swasta dan 
masyarakat, karena disadari bahwa masa depan suatu bangsa dan negara 
terletak di tangan generasi mudanya, yaitu anak-anak. Suatu bangsa akan 
menjadi besar atau akan hancur sama sekali tergantung pada bagaimana anak-
anak bangsanya memperoleh pendidikan.  

Sedemikian pentingnya bidang pendidikan bagi suatu bangsa, sehingga 
bidang ini pula yang menjadi topik perhatian negara-negara maju di dunia, 
contohnya Amerika. Agenda kunjungan kenegaraan oleh Presiden Amerika, 
George Walker Bush, ke Indonesia pada tanggal 20 Nopember 2006., salah 
satunya adalah pembicaraan tentang kerjasama di bidang pendidikan. 
Kerjasama tersebut tentu saja demi peningkatan kualitas pendidikan yang 
sangat tergantung pada kuat lemahnya perhatian yang diberikan atas elemen-
elemen sistem pendidikan, yaitu murid, guru dan fasilitas pendidikan. Ketiga 
aspek tersebut merupakan fokus utama bidang   pendidikan yang tidak dapat 
dipisahkan satu sama lain.  

Berkaitan dengan pentingnya bidang ini maka walaupun urusan-urusan 
di bidang pendidikan sudah didesentralisasikan kepada daerah, seiring dengan 
berkembangnya era otonomi daerah, Pemerintah Pusat tidak dapat 
melepaskan perannya selama ini, mengingat kemampuan finansial masyarakat 
dan pemerintah daerah untuk mendukung jalannya kegiatan di bidang 
pendidikan masih sangat rendah. Hal ini sesuai dengan aspirasi masyarakat 
yang dijaring oleh Harian Umum Kompas melalui jajak pendapat yang 
disimpulkan pada tanggal 29 April 2005. Akan tetapi hal ini tidak dapat dijadikan 
alasan oleh Pemerintah Daerah untuk tidak melakukan upaya yang serius 
dalam meningkatkan pelayanannya dibidang pendidikan. Dengna demikian, 
baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah hendaknya secara sinergi 
merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap program dan kegiatan 
dibidang pendidikan ini. 

Pada dasarnya pelayanan pemerintah daerah dibidang pendidikan 
dikategorisasikan oleh Tim Peneliti PKP2A I kedalam beberapa dimensi/aspek 
yang krusial, yaitu sebagai berikut: 
1. Anggaran yang dialokasikan pemerintah, baik untuk pengembangan 

software maupun hardware sistem pendidikan. 
2. Upaya pemerintah dalam membuka akses terhadap pendidikan bagi setiap 

anggota masyarakat, tanpa terkecuali. 
3. Upaya pemerintah dalam mengembangkan kapasitas tenaga pengajar, dan 
4. Upaya pemerintah dalam mengembangkan kapasitas tenaga administrasi 

atau manajemen sekolah. 
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Keempat aspek krusial di atas diyakini sebagai pelayanan dasar yang 
harus diberikan oleh Pemerintah untuk memperkuat pondasi yang kuat dalam 
rangka mencapai tujuan pendidikan yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan 
dijabarkan dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu 
mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak 
mulia.  

Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, pengukuran 
pelayanan publik ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang objektif,  
dimana data-data objektif dari dokumen Pemerintah Daerah diolah, dianalisa 
dan diinterpretasi. Data objektif yang digunakan adalah yang berkaitan dengan 
input dan output kegiatan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas 
pendidikan masyarakat di wilayahnya.  

Dalam bab ini akan dibahas temuan peneliti mengenai pelayanan publik 
bidang pendidikan yang telah diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 
dan Kota di Indonesia. Pembahasan hasil pengukuran pelayanan publik ini 
dibagi kedalam empat bagian, yang disesuaikan dengan dimensi yang telah 
ditetapkan oleh Tim Peneliti yang tersebut di atas. Keempat bagian ini yaitu a) 
Alokasi Anggaran, b) Akses Terhadap Pelayanan Pendidikan, c) Peningkatan 
Mutu Sumber Daya Manusia (guru/pengajar dan manajemen sekolah), dan d) 
Kinerja Pelayanan Publik Bidang Pendidikan. 
 
A. ALOKASI ANGGARAN  

Peningkatan kualitas pendidikan tentu saja menjadi mustahil tanpa 
dukungan anggaran yang memadai. Demikian pula, perolehan dukungan 
anggaran yang memadai hanya menjadi suatu keinginan saja apabila tidak ada 
kesadaran dan kerjasama yang tinggi dari setiap pihak yang berkepentingan, 
yaitu dalam hal ini pihak pemerintah, masyarakat dan pihak sekolah. Kesadaran 
akan pentingnya pendidikan yang berkualitas inilah yang menjadi fokus 
perhatian Peneliti dalam mengukur pelayanan publik melalui dimensi alokasi 
anggaran untuk bidang ini.  

Mengingat perekonomian di Indonesia yang masih sangat rendah 
dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, peran masyarakat dan peran 
sekolah dalam membantu menyediakan atau memenuhi anggaran yang 
dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan belum dapat sepenuhnya 
diandalkan. Dengan demikian, peran pemerintah diharapkan masih sangat kuat 
dalam pemenuhan anggaran ini, yang berarti bahwa pihak pemerintah, 
khususnya Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran yang memadai 
untuk kegiatan pendidikan yang berkualitas di wilayahnya.  

Berdasarkan hal tersebut di atas maka komitmen Pemerintah Daerah 
dalam hal  alokasi anggaran diukur dari beberapa indikator, yaitu: 
a. Rasio anggaran pendidikan terhadap PDRB; 
b. Rasio anggaran pendidikan terhadap APBD, dan 
c. Rasio Belanja Publik terhadap APBD. 
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Apabila dibandingkan dengan jumlah PDRB yang diterima oleh Daerah 
dan dengan mengacu pada kelayakan umum di dunia pendidikan internasional, 
dimana anggaran pendidikan minimal sebesar 5 % dari PDRB, maka dapat 
dikatakan bahwa pada umumnya Kabupaten dan Kota di Indonesia belum 
mengalokasikan anggaran yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan 
bagi masyarakatnya. Hal ini ditunjukkan oleh Gambar 3.1. yang menunjukkan 
bahwa rasio anggaran untuk melaksanakan pendidikan, baik formal maupun 
informal, terhadap PDRB di Kabupaten/Kota sebagian besar masih dibawah 
angka 0,05 (sebanyak 60 % dari total responden mencapai angka antara 0,01 – 
0,05), yang berarti bahwa pada umumnya Kabupaten dan Kota di Indonesia 
hanya mengalokasikan dananya untuk bidang pendidikan kurang dari 5 % dari 
PDRB Daerah yang bersangkutan. Adapun daerah yang masih sangat minim 
alokasi anggarannya untuk bidang pendidikan, hanya sebesar 1 % dari jumlah 
PDRB, adalah Kabupatan Gresik, Batang Hari, Cilacap, Purbalingga dan 
Kudus.  

Gambar 3.1.  
Rasio anggaran pendidikan terhadap PDRB Tahun 2005 
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Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

Walaupun demikian, kita dapat melihat bahwa tidak sedikit Pemerintah 
Kabupaten dan Kota di Indonesia yang sudah menunjukkan komitmennya 
terhadap pendidikan masyarakat dengan memperbesar anggaran yang 
digunakan untuk kegiatan pendidikan, walaupun memang masih terfokus pada 
kegiatan pembangunan fisik dan infrastruktur sekolah. Berdasarkan data yang 
diperoleh, Pemerintah Kabupaten Situbondo mengalokasikan anggaran yang 
terbesar diantara pemerintah yang menjadi responden kajian, dimana rasio 
anggaran pendidikan terhadap PDRB-nya mencapai angka 0,22 yang diikuti 
oleh Kabupaten Klaten dan Kota Salatiga dengan angka rasio 0,21.   
 

Rata-rata 



 
 

Pengukuran Indeks Pelayanan Publik Tahun 2005 
 

25

Tabel 3.1.  
Daerah-daerah dengan Rasio Tertinggi dan Terendah Dalam Anggaran Pendidikan 

terhadap PDRB Tahun 2005 
 

Tertinggi Terendah 
No. Kabupaten/Kota Nilai Kabupaten/Kota Nilai 
1 Kab. Situbondo 0.22 Kab. Gresik 0.01 
2 Kab. Klaten 0.21 Kab. Batang Hari 0.01 
3 Kota Salatiga 0.21 Kab. Cilacap 0.01 
4 Kab. Lombok Barat 0.15 Kab. Purbalingga 0.01 
5 Kab. Sukoharjo 0.14 Kab. Kudus 0.01 

Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 
Apabila dibandingkan dengan jumlah APBD yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah, anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan pada 
umumnya sangat bervariasi, mulai dari yang terendah sampai tertinggi diwakili 
oleh jumlah Kabupaten dan Kota yang seimbang. Hal ini terlihat jelas dalam 
Gambar 3.2 yang menunjukkan bahwa secara umum sebaran angka rasio yang 
dicapai Kabupaten dan Kota terlihat merata untuk setiap range-nya, mulai dari 
kisaran angka rasio 0 – 0,10 sampai dengan 0,41 – 0,50, dan 4 (empat) 
Kabupaten/Kota yang berada di antara 0,51- 0,60.  

Gambar 3.2. 
Rasio Anggaran pendidikan terhadap total APBD Tahun 2005 

 
Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

Angka yang tertinggi dicapai oleh Kabupaten Klaten, dengan angka 0,59, 
dan diikuti oleh tiga Kabupaten yang mencapai angka 0,52, yaitu Kabupaten 
Temanggung, Blitar dan Mojokerto. Sedangkan angka terendah diperoleh 
Kabupaten Lumajang dan Kota Bekasi dengan angka 0,01. Untuk indikator 
rasio ini, sebanyak 27 Kabupaten/Kota tidak memperoleh angka dikarenakan 
kekurang-lengkapan data. 
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Tabel 3.2. 
Rasio Anggaran Pendidikan Terhadap Total APBD Tahun 2005 

 
Tertinggi Terendah 

No. Kabupaten/Kota Nilai Kabupaten/Kota Nilai 
1 Kab. Klaten 0.59 Kab. Lumajang 0.01 
2 Kab. Temanggung 0.52 Kota Bekasi 0.01
3 Kab. Blitar 0.52 Kab. Tanjung Jabung Barat 0.04 
4 Kab. Mojokerto 0.52 Jakarta Utara 0.04 
5 Kab. Buleleng-Singaraja  0.50 Kab. Maluku Tenggara Barat 0.06 

Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

Indikator ketiga dari komitmen Pemerintah Daerah berupa besarnya 
alokasi anggaran adalah rasio belanja publik bidang pendidikan terhadap 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan kesepakatan 
seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia yang menyatakan bahwa anggaran 
untuk Belanja Publik Bidang Pendidikan, tidak termasuk gaji pegawai Daerah, 
minimal sebesar 15 % dari total APBD. Hal ini sesuai dengan kebijakan 
Pemerintah Pusat yang mengalokasikan 20 % dari APBNnya untuk anggaran 
pendidikan, diluar gaji guru dan pegawai.  

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dan berdasarkan hasil olahan data 
yang diberikan oleh Daerah Responden dapat diketahui bahwa terdapat 
kekurang-jelasan data mengenai besaran anggaran yang dialokasikan oleh 
Kabupaten/Kota untuk memenuhi kebutuhan publik dibidang pendidikan. 
Kekurang-jelasan ini sehubungan dengan munculnya pertanyaan dalam proses 
interpretasi, apakah angka yang diberikan Daerah sudah termasuk gaji pegawai 
atau belum mengingat angka rasio yang dicapai Daerah sangat bervariasi dan 
cenderung kontras, dimana di satu Daerah angka rasionya tinggi, mencapai 
0,55, sedangkan di Daerah lain angka rasionya sangat rendah, mencapai minus 
0,27. Angka rasio yang tinggi menunjukkan tingginya Belanja Publik dan 
rendahnya belanja untuk aparatur, demikian sebaliknya bahwa rasio yang 
rendah menunjukkan tingginya Belanja Aparatur dan rendahnya Belanja Publik.  
 Gambar dibawah ini menunjukkan sebaran yang cukup merata untuk 
Daerah yang mencapai nilai rasio di atas rata-rata (angka rata-rata adalah 
0,12), mulai dari angka 0,13 sampai dengan yang tertinggi 0,55 (seluruhnya 
berjumlah 25 Daerah). Sedangkan pada umumnya, Daerah Kabupaten/Kota 
memperoleh angka rasio yang rendah  dibawah rata-rata, yaitu sebanyak 57 
Daerah.  Sejumlah 27 Daerah tidak memberikan data yang lengkap untuk dapat 
memperoleh angka rasio alokasi anggaran belanja publik bidang pendidikan 
terhadap APBD.      
 



 
 

Pengukuran Indeks Pelayanan Publik Tahun 2005 
 

27

Gambar 3.3. 
Rasio Belanja Publik Bidang Pendidikan Terhadap APBD Tahun 2005 

 
Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

Dalam tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa rasio Belanja Publik  Bidang 
Pendidikan terhadap total APBD yang paling tinggi dicapai oleh Kabupaten 
Klaten dengan nilai 0,55, yang berarti bahwa 55% dari total APBD digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan dan belanja publik di bidang pendidikan (atau 
mungkin angka tersebut termasuk anggaran rutin untuk belanja aparatur?). 
Angka rasio terendah dicapai oleh Kota Yogyakarta, dengan nilai – 0,28 
(minus), yang berarti bahwa Belanja Aparatur di Bidang Pendidikan jauh lebih 
besar bila dibandingkan dengan Belanja Publiknya. Secara geografis, kedua 
daerah tersebut berada saling berdekatan dan masing-masing mengalami 
bencana alam yang sama (gempa bumi) pada tahun 2005 yang lalu, akan tetapi 
nilai rasio yang dicapai keduanya merupakan nilai yang sangat kontras.  

Tabel 3.3. 
Rasio Belanja Publik Bidang Pendidikan Terhadap APBD Tahun 2005 

 
Tertinggi Terendah 

No. Kabupaten/Kota Nilai Kabupaten/Kota Nilai 
1. Kab. Klaten 0.549 Kab. Lumajang -0.016 
2. Kab. Brebes 0.462 Kab. Grobogan -0.021 
3. Kab. Sukoharjo 0.455 Jakarta Utara -0.082 
4. Kab. Purworejo 0.454 Kota Makassar -0.094 
5. Kab. Banyumas 0.446 Kota Yogyakarta -0.277 

Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

 
B. AKSES PELAYANAN BIDANG PENDIDIKAN 

Selain alokasi anggaran oleh Daerah untuk bidang pendidikan,  luasnya 
jangkauan pelayanan yang diberikan menunjukkan kinerja Daerah dalam hal 
pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dalam pengukuran indeks 
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pelayanan bidang pendidikan, jangkauan atau akses pelayanan ini diukur 
melalui beberapa indikator, yaitu 

1. Rasio jumlah murid terhadap jumlah anak usia sekolah 
2. Rasio jumlah murid terhadap jumlah guru 
3. Rasio jumlah penduduk terhadap jumlah sekolah 
4. Angka rata-rata lama sekolah (RLS) 
5. Rasio jumlah siswa yang tidak mampu yang sudah dibantu oleh 

pemerintah dengan jumlah siswa yang tidak mampu 
Di bagian berikut ini dijelaskan bagaimana hasil pengukuran untuk 

masing-masing indikator tersebut di atas.  
1. Rasio jumlah murid terhadap jumlah anak usia sekolah 

Melihat kondisi dunia pendidikan di Indonesia saat ini, secara umum 
dapat dikatakan bahwa tingginya biaya pendidikan dan rendahnya kemampuan 
masyarakat mengakibatkan tingginya angka anak putus sekolah. Contohnya di 
Jawa Barat pada tahun 2003/2004 saja sebanyak 702.066 siswa terpaksa 
putus sekolah di jenjang SD dan tidak kurang dari 271.948 siswa putus sekolah 
di jenjang SMP. Keadaan ini tampaknya tidak jauh berbeda dengan di daerah-
daerah lain tanpa terkecuali bagi daerah-daerah penghasil PAD yang tinggi 
seperti Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Timur,  

Angka rasio jumlah murid terhadap jumlah anak usia sekolah yang tidak 
jauh berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya menggambarkan 
adanya masalah yang tidak berbeda pula, yaitu rendahnya angka  Partisipasi 
Murni, dimana secara rata-rata dari 39 orang anak usia sekolah terdapat 1 
(satu) orang yang tidak bersekolah. Hal ini dapat jelas terlihat dalam Gambar 
dibawah ini yang menunjukkan konsentrasi angka rasio antara 38 dan 40.  

Angka putus sekolah yang terhitung cukup tinggi terjadi di beberapa 
Kabupaten seperti Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Halmahera Tengah dan 
Kabupaten Ende, dimana rasionya mencapai 1 : 33, yang berarti bahwa dari 33 
orang anak usia sekolah terdapat seorang anak yang putus sekolah. Secara 
umum nasional, angka putus sekolah di Kabupaten/Kota responden terhitung 
cukup tinggi mengingat angka-angka tersebut dapat terakumulasi menjadi 
ribuan bahkan puluh-ribuan anak yang putus sekolah di Indonesia. Secara 
jelas, rangking Kabupaten/Kota berdasarkan rasio murid terhadap jumlah anak 
usia sekolah dapat dilihat dalam tabel yang mengikuti Gambar dibawah ini.       
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Gambar 3.4.  
Rasio jumlah murid terhadap jumlah anak usia sekolah Tahun 2005 
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Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

 
Tabel 3.4.  

Rasio jumlah murid terhadap jumlah anak usia sekolah Tahun 2005 
 

Tertinggi Terendah
No. Kabupaten/Kota Nilai Kabupaten/Kota Nilai 
1 Kota Palembang 39.80 Kab.Bangkalan 33.08 
2 Kab. Rembang 39.34 Kab. Halmahera Tengah 33.59 
3 Kota Padang 39.29 Kab. Ende 34.36 
4 Kab. Brebes 39.29 Kab. Rokan Hulu 35.37 
5 Kab. Demak 39.29 Kab. Madiun 36.53 

Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

 

2. Rasio jumlah murid terhadap jumlah guru 
Akses terhadap pelayanan pendidikan, terutama yang mengutamakan 

kualitas, sangat tergantung pada kuantitas dan kualitas pelayan langsung 
bidang pendidikan, dalam hal ini guru. Apabila jumlah guru di suatu sekolah 
sangat terbatas maka jumlah murid yang diterimapun akan terbatas pula, 
terlebih lagi apabila jumlah ruangan kelas terbatas. Keadaan ini jelas akan 
membatasi akses pelayanan pendidikan bagi masyarakat.   

Dengan demikian maka rasio jumlah murid terhadap jumlah guru 
menjadi penting untuk mengukur akses yang diberikan kepada masyarakat oleh 
Pemerintah Daerah dibidang pendidikan. Semakin rendah rasio maka semakin 
baik, yang berarti bahwa semakin sedikit jumlah murid yang dilayani oleh 
seorang guru.  Apabila seorang guru lebih efektif mengajar maksimal 3 (tiga) 
kelas dalam seminggu dan satu kelas berisi maksimal 40 orang anak, maka 
rasio ideal jumlah murid dengan jumlah guru adalah 120 : 1, yang berarti 
seorang guru mengajar sebanyak 120 orang murid tertentu setiap minggunya 
dalam satu tahun pelajaran.   

Berdasarkan hasil olahan data yang diperoleh ternyata di 
Kabupaten/Kota di Indonesia pada umumnya, jumlah guru sudah cukup 
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memadai. Hal ini terbukti dari hasil penghitungan rasio jumlah murid dan guru 
yang ada di Kabupaten/Kota pada umumnya cukup rendah. Ini memberikan arti 
bahwa angka rasio yang diperoleh seluruhnya diatas angka ideal. Dalam 
Gambar berikut ini dapat dilihat bahwa angka rasio rata-rata adalah 18,67, yang 
menunjukkan bahwa seorang guru harus melayani 19 orang murid perharinya. 
Ini merupakan suatu angka yang tepat, apabila memang distribusi jumlah guru 
di sekolah-sekolah dikelola sedemikian rupa.  

Gambar 3.5.  
Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Guru Tahun 2005 

 
Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

Apabila dikomparasikan perKabupaten/Kota responden, dapat 
dikemukakan bahwa Kota Padang memperoleh rasio yang terbaik, yaitu angka 
rasio 8,23, dengan diikuti oleh beberapa Kabupaten seperti Kabupaten Demak,  
Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Karangasem 
yang memperoleh rasio antara 10 dan 11. Adapun rasio yang tertinggi yang 
berarti bahwa jumlah guru relatif masih rendah dicapai oleh Kabupaten 
Halmahera Tengah, dengan angka rasio 84. Sedangkan Kota Jakarta Utara 
menempati peringkat kedua terakhir dengan angka rasio 55, diikuti oleh 
Kabupaten Ende dan Kabupaten Rokan Hilir.  

Tabel 3.5.  
Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Guru Tahun 2005 

 
 Terendah Tertinggi 

No. Kabupaten/Kota Nilai Kabupaten/Kota Nilai 
1 Kota Padang 8.23 Kab. Langkat 35.32 
2 Kab. Demak 10.09 Kab. Rokan Hulu 42.07 
3 Kab. Sumenep 10.63 Kab. Ende 48.12 
4 Kab. Bondowoso 10.72 Jakarta Utara 55.09 
5 Kab. Karangasem 10.79 Kab. Halmahera Tengah 83.82 

Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 
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3. Rasio jumlah penduduk terhadap jumlah sekolah 
Selain diukur dengan rasio jumlah murid dengan anak usia sekolah dan 

dengan rasio jumlah murid dengan jumlah guru, kinerja Pemerintah Daerah 
dalam membuka akses pelayanan kepada masyarakat dilihat juga dari rasio 
jumlah penduduk dengan jumlah sekolah. Hal terakhir ini untuk meyakinkan 
bahwa memang infrastruktur pendidikan berupa gedung-gedung sekolah 
secara kuantitatif memadai dalam menampung penduduk yang memerlukan 
pendidikan, baik pendidikan yang formal maupun yang informal.  

Gambar 3.6. 
Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Sekolah Tahun 2005 

 
Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

Dalam Gambar diatas dapat dilihat bahwa rata-rata rasio jumlah 
penduduk terhadap sekolah adalah sebesar 162.57. Angka ini menunjukkan 
bahwa jumlah sekolah dibandingkan dengan jumlah penduduk tampaknya 
sudah memadai. Semakin kecil angka rasio yang diperoleh maka diartikan 
sebagai kapasitas sekolah yang semakin memadai, dan demikian sebaliknya, 
semakin besar angka rasio maka semakin kurang kapasitas sekolah dalam 
melayani penduduk yang menuntut pelayanan pendidikan.  

Tabel 3.6. 
Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Sekolah Tahun 2005 

 
Terendah Tertinggi 

No. Kabupaten/Kota Nilai Kabupaten/Kota Nilai 
1 Kota Padang Panjang 16.75 Kab. Malang 507.50 
2 Kota Blitar 28.75 Kab. Jember 484.75 
3 Kota Payakumbuh 29.00 Kab. Ciamis 395.75 
4 Kota Magelang 33.00 Kab. Cilacap 383.75 
5 Kota Tanjung Balai 34.00 Kab. Sumenep 362.25 

Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

Tabel tersebut dengan jelas menunjukkan rangking angka rasio jumlah 
penduduk dengan jumlah sekolah di Kabupaten/Kota di Indonesia. Di Kota 
Padang Panjang, jumlah sekolah sudah lebih dari memadai, melihat angka 
rasio yang dicapainya adalah hanya 16,75, sedangkan Kabupaten Malang 
memperoleh rasio yang cukup besar, 507,50, yang menunjukkan bahwa jumlah 
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sekolah masih perlu ditambah agar kapasitas institusi pemberi pelayanan 
pendidikan menjadi lebih besar. 
4. Angka rata-rata lama sekolah (RLS) 

Indikator lain dari luasnya akses terhadap pelayanan pendidikan adalah 
angka rata-rata lama sekolah. Angka ini merupakan indikator output dari 
pelayanan pendiidkan yang diberikan Pemerintah Daerah. Akan tetapi 
disayangkan bahwa masih cukup banyak daerah yang belum memiliki data 
tentang angka RLS ini. Diantara 114 daerah responden, hanya sebanyak 21 % 
saja yang sudah memiliki angka RLS, 

Secara rata-rata, angka lama sekolah di 24 Kabupaten/Kota responden 
adalah 11,38. Dalam Gambar dibawah ini terlihat bahwa angka RLS di 
Kabupaten/Kota pada umumnya berada pada range 10 -13. Dua Daerah yang 
tampak memiliki angka yang berbeda secara mencolok adalah Kabupaten 
Rokan Hulu, dengan angka RLS 6, dan Kabupaten Tanjung Balai, dengan 
angka RLS 20,80.  Prestasi Kabupaten Tanjung Balai yang telah mampu 
mencapai angka RLS setinggi 20,80 patut menjadi percontohan bagi daerah-
daerah lain. Dalam hal ini perlu dilakukan benchmarking oleh daerah-daerah 
dengan angka RLS rendah. 

Gambar 3.7. 
Angka rata-rata lama sekolah (RLS) Tahun 2005 

 
Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

Secara ringkas maka daerah yang memiliki angka RLS tertinggi dan 
terendah dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 3.7. 
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2005 

 
Tertinggi Terendah 

No. Kabupaten/Kota Nilai Kabupaten/Kota Nilai 
1 Kota Tanjung Balai 20.80 Kab. Rokan Hulu 6.00 
2 Kab. Karo 12.40 Kab. Ciamis 6.51 
3 Kab. Magetan 12.38 Kab. Kuningan 6.88 
4 Kab. Cilacap 12.37 Kab. Majalengka 6.94 
5 Kota Salatiga 12.36 Kota Sukabumi 9.00 

Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 
Dalam tabel dan Gambar diatas terlihat bahwa Daerah yang memiliki angka 
terendah, dimana angka tersebut lebih rendah dari angka yang ditetapkan 
dalam program WAJARDIKDAS, adalah daerah-daerah di Jawa Barat, yaitu 
Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. 
Sedangkan Kota Sukabumi memilii angka minimal, yaitu 9, tepat sesuai 
dengan target program tersebut di atas. 
 

5. Rasio jumlah siswa yang tidak mampu yang sudah dibantu oleh 
pemerintah dengan jumlah siswa yang tidak mampu 

Apabila keempat indikator di atas merupakan pelayanan pemerintah 
yang tidak langsung maka indikator kelima ini merupakan suatu pelayanan 
langsung pemerintah kepada masyarakat miskinnya, yaitu berupa bantuan 
dana segar berupa biaya sekolah atau beasiswa kepada siswa yang tidak 
mampu. Sejauhmana bantuan pemerintah daerah tersebut disalurkan kepada 
siswa dari keluarga miskin maka dapat dilihat dari rasio jumlah siswa yang tidak 
mampu yang sudah dibantu oleh pemerintah dengan jumlah siswa yang tidak 
mampu.  

Gambar 3.8. 
Rasio Jumlah Siswa Yang Tidak Mampu Yang Sudah Dibantu Oleh Pemerintah Dengan 

Jumlah Siswa Yang Tidak Mampu Tahun 2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 
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Tidak banyak jumlah pemerintah daerah yang memiliki data lengkap 
tentang jumlah siswa yang sudah mendapat bantuan dana. Diantara 114 
daerah responden, hanya sebanyak 30 daerah yang memberikan datanya, 84 
daerah sisanya kemungkinan tidak memiliki data atau memang belum pernah 
memberikan bantuan kepada generasi muda yang tidak mampu. Hal ini 
mebutuhkan penjelasan yang lebih jauh.  

Dari 30 daerah tersebut di atas, rasio yang tertinggi dicapai oleh Kota 
Jakarta Utara dengan angka rasio 2,08. Angka rasio yang dicapai oleh daerah-
daerah lain pada umumnya beselisih 1 (satu) dengan angka Jakarta Utara. 
Misalnya Kabupaten Pemalang, Kabupaten Bojonegoro, Kota Pasuruan dan 
Kota Alor, masing-masing memperoleh angka rasio 1 (satu). Angka rasio 
terendah berkisar antara 0,004 – 0,010 yang dicapai oleh Kabupaten 
Halmahera Tengah, Kabupaten Magelang, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten 
Pati. Secara lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 

Tabel 3.8. 
Rasio Jumlah Siswa Yang Tidak Mampu Yang Sudah Dibantu Oleh Pemerintah Dengan 

Jumlah Siswa Yang Tidak Mampu Tahun 2005 
 

Tertinggi Terendah 
No. Kabupaten/Kota Nilai Kabupaten/Kota Nilai 
1 Jakarta Utara 2.084 Kab. Halmahera Tengah 0.004 
2 Kab. Pemalang 1.082 Kab. Magelang 0.007 
3 Kab. Bojonegoro 1.080 Kab. Tabanan 0.007 
4 Kota. Pasuruan 1.000 Kab. Pati 0.010 
5 Kab. Alor 1.000 Kab. Ende 0.013 

Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 
 

C. PENINGKATAN MUTU SDM BIDANG PENDIDIKAN 

Seperti yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya, kinerja pelayanan 
Pemerintah kepada masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dalam 
bentuk input, proses maupun output serta outcome. Salah satu input pelayanan 
pemerintah adalah upaya dan komitmennya dalam mengembangkan kapasitas 
sumber daya manusianya agar mampu memberikan pelayanan yang 
berkualitas langsung kepada masyarakat. 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam konteks pelayanan di 
bidang pendidikan, pemerintah sudah selayaknya senantiasa melakukan 
berbagai program dan kegiatan yang sinergis terarah menuju terciptanya 
penyelenggara sekolah dan pelaksana proses belajar mengajar yang kompeten 
dan profesional. Salah satu program dan kegiatan yang kongkrit sebagai upaya 
peningkatan kompetensi pendidik dan penyelenggara sekolah adalah 
pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional serta pendidikan formal 
bergelar. Dengan demikian, dalam mengukur kinerja pelayanan Pemerintah 
Daerah Bidang Pendidikan, indikator-indikator yang digunakan adalah sebagai 
berikut:       
1. Prosentase jumlah tenaga pendidik (SD, SMP & SLTA) yang telah mengikuti 

penataran/pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan 
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2. Frekuensi rata-rata dalam setahun penataran/pelatihan dan diklat teknis dan 
fungsional bagi tenaga pendidik (SD, SLTP dan SLTA), baik yang 
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan maupun oleh  Kantor 
Diklat/BKD/LPMP/Dinas Pendiidkan Propinsi/Depdiknas. 

3. Rasio jumlah tenaga pendidik (SD, SMP & SLTA) yang berpendidikan 
Sarjana (S1)  dengan jumlah guru (SD, SMP & SLTA) 

4. Prosentase jumlah Kepala sekolah yang telah mengikuti diklat 
manajerial/struktural 

5. Prosentase jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti Diklat teknis fungsional 
 

Bagian berikut ini menjelaskan angka-angka hasil pengolahan data untuk 
indikator terkait yang menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan. 
1. Prosentase tenaga pendidik yang telah mengikuti penataran/pelatihan  

Dengan asumsi bahwa penataran/pelatihan yang diselenggarakan oleh 
Dinas Pendiidkan Kabupaten/Kota sudah efektif dan sesuai dengan kebutuhan, 
setiap tenaga pendidik yang sudah mengikuti penataran dan atau pelatihan 
tentang keguruan di bidang studi yang digelutinya mampu melaksanakan 
tugasnya dengan lebih profesional. Profesionalisme tenaga pendidik menjadi 
kuinci bagi keberhasilan proses pendidikan di sekolah. Dengan demikian, 
perhatian Pemerintah Daerah terhadap hal tersebut akan menjadi jalan bagi 
tercapainya tujuan terbentuknya manusia Indonesia yang cerdas dan bertaqwa. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan merupakan sosok pemerintah 
yang tergolong cukup aktif melakukan penataran dan pelatihan bagi para 
pendidik di wilayahnya. Hal ini terlihat dalam tabel di bawah ini yang 
menunjukkan jumlah guru SD, SLTP, dan SLTA yang telah mengikuti penataran 
dan pelatihan. Sejumlah 63 % dari jumlah total guru di Kabupaten Magetan 
yang telah ditatar dan dilatih oleh Dinas Pendidikan. Adapun di daerah-daerah 
lain, seperti di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Halmahera Tengah, baru 50 
% dari jumlah total guru yang sudah diberikan penataran/pelatihan.  

Tabel 3.9. 
Prosentase Jumlah Tenaga Pendidik Yang Telah Mengikuti Penataran/Pelatihan  

Tahun 2005 
 

Tertinggi Terendah 
No. Kabupaten/Kota Nilai Kabupaten/Kota Nilai 
1 Kab. Magetan 0.63 Kab. Pati 0.01 
2 Kab. Tabanan 0.50 Kota Binjai 0.01 
3 Kab. Halmahera Tengah 0.50 Kab. Purworejo 0.01 
4 Kab. Tana Toraja 0.43 Kota Palembang 0.01 
5 Kab. Lombok Barat 0.41 Kab. Kudus 0.01 

Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 
Jumlah guru yang telah dididik dan ditatar di daerah-daerah tersebut di 

atas tergolong paling tinggi dibandingkan dengan di ratusan daerah lainnya 
yang menjadi responden kajian ini.  Adapun daerah yang dapat dikatakan 
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kurang concern terhadap para pendidiknya, karena nilai prosentasenya 
terendah, hanya sebesar 1%, adalah Kabupaten Pati, Kota Binjai, Kabupaten 
Purworejo, Kota Palembang, dan Kabupaten Kudus.  

Secara umum, rata-rata jumlah pendidik yang telah mengikuti penataran 
dan pelatihan di daerah-daerah responden adalah sebanyak 11 % dari total 
jumlah guru. Daerah yang memperoleh nilai prosentase di atas rata-rata hanya 
sejumlah 26 daerah, sedangkan yang mendapat nilai di bawah rata-rata cukup 
dominan, yaitu sebanyak 56 daerah. Adapun daerah yang tidak memiliki data 
yang cukup tentang hal ini sejumlah 33 daerah. Sebaran nilai prosentase yang 
diperoleh daerah dapat dilihat dalam Gambar berikut ini. 

Gambar 3.9. 
Prosentase Jumlah Tenaga Pendidik Yang Telah Mengikuti Penataran/Pelatihan Yang 

Diselenggarakan Oleh Dinas Pendidikan Tahun 2005 
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Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

2. Frekuensi rata-rata penyelenggaraan penataran/pelatihan dan diklat 
teknis dan fungsional bagi tenaga pendidik  

Secara ideal, pelatihan/penataran dan berbagai jenis  diklat teknis 
fungsional bagi para pendidik dilakukan secara frekuentif dan 
berkesinambungan sehingga akan menghasilkan pendidik yang benar-benar 
terlatih dan berpengetahuan luas. Seorang pendidik hendaknya mengikuti 
pendidikan pelatihan dan atau penataran minimal sekali dalam setahun. 
Mengingat bidang studi yang cukup banyak (kurang lebih seluruhnya ada 50 
bidang studi), maka sebagai konsekuensinya Dinas Pendidikan harus 
menyelenggarakan pelatihan dan atau penataran minimal sebanyak jumlah 
bidang studi yang ada. 

Jumlah bidang studi atau pelajaran di tingkat sekolah dasar adalah 
sekitar 12 bidang/pelajaran (Matematika, IPS, IPA, Agama, Bahasa Inggris, 
Bahasa Indonesia, Keterampilan, Seni dan Budaya, Olah Raga, Pendidikan 
Kewarga Negaraan, Bahasa Sunda, Komputer). Untuk masing-masing 
pelajaran, seorang guru hendaknya memiliki keahlian dan pengetahuan tertentu 
dalam membimbing  siswa. Keahlian dan keterampilan tersebut perlu terus 
diasah, dilatih dan dishared secara bersama-sama dalam suatu forum pelatihan 
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atau penataran. Forum inilah yang harus difasilitasi dan atau dilaksanakan oleh 
Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota.  

Berdasarkan hasil olahan data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah, 
frekuensi rata-rata penyelenggaraan penataran dan atau pelatihan bagi guru 
pemegang bidang studi/pelajaran tingkat sekolah dasar masih sangat minim. 
Secara rata-rata, jumlah pelatihan/penataran yang dilaksanakan dalam setahun 
adalah sebanyak 11 kali. Diantara 69 daerah yang memberikan data, hanya 
ada 16 Daerah yang angka frekuensinya berada diatas rata-rata. Sisanya 
(sejumlah 53 daerah) melaksanakan pelatihan/penataran sebanyak 1 X dalam 
setahun (16 daerah), 2 X setahun (11 daerah), dan seterusnya. Secara garis 
besar, sebaran angka tersebut dapat dilihat dalam Gambar di bawah ini.      

Gambar 3.10. 
Frekuensi Penataran/Pelatihan Bagi Guru SD Tahun 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 
Kabupaten Lumajang merupakan daerah yang termasuk paling sering 

menyelenggarakan pelatihan/penataran bagi para pengajar bidang 
studi/pelajaran di sekolah dasar. Angka yang dicapainya relatif jauh selisihnya 
dengan daerah-daerah lain, yaitu mencapai angka 56. Peringkat kedua dan 
ketiga diduduki oleh Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kendal, yang masing-
masing mencapai angka 50 dan 47. 

Penataran/pelatihan bagi guru SLTP rata-rata dilakukan oleh Daerah 
sebanyak 15 kali dalam setahun. Tidak banyak berbeda dengan frekuensi untuk 
guru SD, Daerah yang memperoleh angka dibawah rata-rata sebanyak 44 
Daerah dan yang berada diatas rata-rata sebanyak 25 Daerah. Kabupaten 
Lombok Timur merupakan daerah yang paling frekuentif melakukan 
penataran/pelatihan untuk guru SLTP, yaitu sebanyak 97 kali dalam setahun, 
relatif jauh berbeda dari daerah-daerah lainnya. Kabupaten Bondowoso 
melakukannya sebanyak 68 kali, sedangkan Kabupaten Barru sebanyak 60 
kali.   
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Gambar 3.11. 
Frekuensi Penataran/Pelatihan Bagi Guru SMP Tahun 2005 
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Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

 
Gambar 3.12. 

Frekuensi Penataran/Pelatihan Bagi Guru SLTA Tahun 2005 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 
Gambar 3.9. tersebut menunjukkan pelaksanaan pelatihan dan 

penataran dengan demikian bagi guru-guru SLTA dilakukan cukup seringsecara 
se-frekuentif bagi guru-guru SLTP di daerah, terbukti dari angka rata-rata yang 
sama, yaitu 15. Kabupaten Enrekang terhitung sebagai daerah yang paling 
sering melaksanakan pelatihan bagi guru-guru SLTA-nya, sebanyak 80 kali 
dalam setahun, diikuti oleh Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Majene, 
masing-masing sebanyak 68 kali 

Kabupaten Lombok Timur merupakan daerah yang paling sering 
mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan 
yang ada di daerah dan dengan lembaga-lembaga yang berkepentingan 
dengan para pendidik, seperti Kantor Diklat, Badan Kepegawaian Daerah, 
maupun dengan pemerintah pusat seperti Dinas Pendidikan Propinsi dan 
Departemen Pendidikan Nasional dalam menyelenggarakan 
pelatihan/penataran bagi para pendidiknya. Angka frekuensinya sama dengan 
yang dicapai oleh Kabupaten Pacitan, yaitu sebanyak 92 kali. Kabupaten 
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Tanjung Jabung dan Kabupaten Bondowoso berada pada posisi kedua dan 
ketiga dengan angka 90 dan 87. 

Gambar 3.13. 
Frekuensi Diklat Teknis Fungsional Bagi Guru Tahun 2005  
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Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

 

Adapun daerah yang paling jarang menyelenggarakan atau bekerjasama 
menyelenggarakan pelatihan/penataran, baik bagi guru SD, SLTP maupun 
SLTA-nya,  yaitu hanya sebanyak 1 X setahun adalah sekitar 18 daerah, yaitu: 
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Situbondo, 
Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Bitung, Kabupaten Bantaeng, 
Kabupaten Demak, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jember, Kabupaten 
Kota Baru, Kabupaten Kupang, Kota Payakumbuh, Kabupaten Tapanuli Utara, 
Kabupaten Karo, Kabupaten Mandailing Natal, dan Kabupaten Buleleng 
Singaraja.  

Sebanyak 45 daerah tidak memberikan data sama sekali mengenai 
frekuensi pelatihan/penataran bagi para guru. Hal ini dapat diinterpretasikan 
dua  arti, yaitu pertama bahwa memang tidak ada pencatatan data (no data 
record) dan kedua bahwa daerah-daerah yang bersangkutan memang tidak 
pernah mengadakan penataran/pelatihan atau bekerjasama dengan 
instansi/lembaga lain untuk mengadakan penataran/pelatihan bagi para 
pendidiknya, baik di tingkat SD, SLTP, maupun SLTA. 
 

3. Rasio Jumlah Tenaga Pendidik Yang Berpendidikan Sarjana (S1)  
Dengan Jumlah Guru. 

Sudah menjadi kebenaran umum bahwa pengalaman dan masa kerja 
cukup signifikan mempengaruhi keahlian  seorang guru dalam melaksanakan 
tugasnya sebagai pendidik. Akan tetapi apabila berbicara tentang kompetensi, 
dimana wawasan dan sikap bekerja cukup dominan, maka gelar kesarjanaan 
merupakan aspek yang besar pengaruhnya terhadap prospek pengembangan 
keahlian dan kompetensi para pendidik. Dengan demikian maka latar belakang 
pendidikan para guru di daerah menjadi salah satu indikator untuk melihat 
upaya input pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik di bidang 
pendidikan. 
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Jumlah guru yang memiliki gelar sarjana S1 di daerah secara rata-rata 
adalah sebesar 40 % dari total jumlah guru. Jumlah daerah yang memiliki 
angka diatas dan dibawah rata-rata cukup seimbang, yaitu   47 berbanding 48. 
Adapun yang tidak memberikan data hanya sejumlah 19 daerah saja. Sebaran 
angka rasio ini dapat dilihat dalam Gambar berikut ini.  

Pemerintah Daerah Kota Blitar merupakan daerah dimana seluruh 
tenaga pendidiknya (100%) memiliki gelar sarjana S1, angka rasio yang 
diperolehnya adalah 1. Daerah lain yang angka rasionya cukup tinggi adalah 
Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Jakarta Utara yang masing-masing 
mendapat angka rasio sebesar  0,78 dan 0,73.  Adapun daerah yang paling 
sedikit memiliki tenaga pendidik bergelar sarjana S1 adalah Kabupaten 
Magetan, dimana hanya 1 per seribu guru saja (angka rasio 0,001) yang 
berijazah S1, diikuti oleh Kabupaten Pelalawan (0,04), dan Pemalang (0,05). 
Gambar dibawah ini memperlihatkan sebaran data yang ada secara lengkap. 

Gambar 3.14. 
Rasio Jumlah Tenaga Pendidik Sarjana (S1) Dengan Jumlah Guru Tahun 2005 
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Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

 
 
4. Prosentase  Jumlah Kepala Sekolah Yang Telah Mengikuti Diklat 

Manajerial/Struktural 
Selain tuntutan terhadap tingginya kompetensi guru sebagai pihak yang 

langsung memberikan pelayanan di ruangan kelas, Kepala Sekolah sebagai 
pihak manajemen sekolah yang langsung memberikan pelayanan kepada guru 
dan orang tua siswa harus pula terus meningkatkan kompetensinya sehingga 
secara keseluruhan kinerja sekolah menjadi tinggi. Peningkatan kualitas dan 
kuantitas pengajar dan sarana prasarana berada dalam wewenang seorang 
kepala sekolah. Pengelolaan sumber daya sekolah harus dilakukan secara 
optimal sehingga kualitas pelayanan sekolah pun menjadi tinggi. Berdasarkan 
hal ini maka indikator input lain untuk melihat kinerja pelayanan di bidang 
pendidikan adalah pengembangan kapasitas kepala sekolah melalui 
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keikutsertaan mereka di program diklat manajerial/struktural dan teknis 
fungsional. 

Melihat  data yang diterima, sangat disayangkan bahwa sebanyak 78% 
dari total daerah responden tidak memberikan data tentang hal tersebut di atas.  
Keadaan ini memberikan 2 (dua) makna, yaitu daerah tidak memiliki datanya 
atau daerah tidak pernah mengirim kepala sekolah untuk mengikuti diklat 
manajerial/struktural atau diklat teknis fungsional. Hal ini memerlukan 
konfirmasi dengan daerah terkait.  

Berdasarkan data yang telah diolah dapat dikatakan bahwa Kota Bitung 
terhitung telah melibatkan 40 % dari jumlah para kepala sekolahnya mengikuti 
program pendidikan dan pelatihan manajerial/struktural. Daerah lain yang 
terhitung telah cukup banyak “mendiklatkan” para kepala sekolahnya adalah 
Kabupaten Malang (38 %) dan Kabupaten Bondowoso (25 %).  

Gambar 3.15 
Prosentase Jumlah Kepala Sekolah Yang Telah Mengikuti Diklat Manajerial/Struktural 

Tahun 2005 
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Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

 
Sedangkan daerah yang mengirimkan sebagian kecil kepala sekolahnya 

untuk mengikuti diklat manajerial adalah Kabupaten Rokan Hulu dan 
Kabupaten Grobogan  (1 %), Kabupaten Kudus, Kabupaten Pasuruan, dan 
Kabupaten Deli Serdang (2 %). Secara lebih jelas dapat dilihat dalam tabel 
dibawah ini. 
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Tabel 3.10. 
Prosentase Jumlah Kepala Sekolah Yang Telah Mengikuti Diklat Manajerial/Struktural 

Tahun 2005 
 

Tertinggi Terendah 
No. Kabupaten/Kota Nilai Kabupaten/Kota Nilai 
1 Kota Bitung 0.38 Kab. Rokan Hulu 0.01 
2 Kab. Malang 0.25 Kab. Grobogan 0.01 
3 Kab. Bondowoso 0.25 Kab. Kudus 0.02 
4 Kab. Mandailing Natal 0.20 Kota. Pasuruan 0.02 
5 Kota Blitar 0.11 Kab. Deli Serdang 0.02 

Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 
 

5. Prosentase Jumlah Kepala Sekolah Yang Mengikuti Diklat Teknis 
Fungsional 

Seperti yang terlihat dalam Gambar berikut ini, Kabupaten Malang 
terlihat konsisten telah mengirimkan para manajemen sekolahnya untuk 
mengembangkan diri, baik melalui keikutsertaan dalam diklat 
manajerial/struktural maupun diklat teknis fungsional. Apabila diklat struktural 
hanya diikuti oleh 25 % kepala sekolah, diklat teknis fungsional lebih banyak 
diikuti oleh para manajemen sekolah di Kabupaaten Malang, yaitu sebanyak 62 
%. Untuk diklat ini memang Kabupaten Majalengka merupakan daerah yang 
paling banyak mengirimkan kepala sekolahnya, sebanyak 88 %, diikuti oleh 
Kota Ambon (87 %),  Kabupaten Klungkung (83 %), dan Kota Tangerang (70 
%). 

Gambar 3.16. 
Prosentase Jumlah Kepala Sekolah Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis/Fungsional 

(Tertinggi) Tahun 2005 
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Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

 
Sedangkan angka terkecil tentang jumlah kepala sekolah yang telah 

mengikuti diklat  didapat oleh Kabupaten Temanggung (0.0001), Kabupaten 
Bojonegoro (0,0006), Kabupaten Mojokerto (0,0015) dan Kabupaten Ende 
(0,0018), seperti yang terlihat dalam Gambar 3.14. 
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Gambar 3.17. 
Prosentase Jumlah Kepala Sekolah Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Fungsional 

(Terendah) Tahun 2005 
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Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

 
D. KINERJA PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN 

Deskripsi capaian daerah untuk setiap indikator pelayanan di bidang 
pendidikan sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, menjelaskan kepada 
kita sejauh mana kinerja pelayanan publik daerah pada bidang pendidikan 
dalam dimensi anggaran, akses pelayanan serta peningkatan kualitas SDM di 
bidang pendidikan. Untuk memperoleh gambaran total tentang kinerja daerah 
dalam pelayanan publik bidang pendidikan, maka setiap hasil dari pengukuran 
indikator tersebut baik dalam bentuk rata-rata angka rasio, frekuensi dan atau 
prosentase selanjutnya diakumalasikan. Akumulasi dari seluruh pengukuran 
tersebut dilakukan melalui suatu formula penghitungan indeks kinerja 
pelayanan sebagaimana telah digambarkan pada Bab 1.  

Semakin tinggi indeks yang diperoleh suatu daerah, mencerminkan 
bahwa daerah tersebut memiliki kinerja pelayanan bidang pendidikan yang 
relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Adapun 
pengukuran indeks pelayanan publik bidang pendidikan yang dilakukan 
berdasarkan data tahun 2005 memperlihatkan dari 440 daerah kabupaten/kota 
yang berpartisipasi dalam pengukuran ini hanya 114 daerah. Dari 114 daerah 
itu pun ternyata hanya 97 daerah (85%) yang mengisi instrumen secara 
lengkap sehingga dapat dilakukan proses pengukuran.  

Berdasarkan pengukuran terhadap 97 daerah tersebut, maka hasilnya 
memperlihatkan bahwa indeks yang tertinggi dicapai oleh daerah mencapai 
angka 100 sedangkan indeks terendah mencapai angka 0. Adapun rata-rata 
indeks adalah 64,20. Daerah-daerah yang mencapai indeks di atas rata 
sebanyak 79 daerah atau 81,44%, sedangkan sisanya sebanyak 18 daerah 
atau 18,56% yang indeksnya berada di bawah rata-rata. Hal ini menunjukkan 
bahwa kinerja pelayanan publik di daerah untuk bidang pendidikan secara 
umum berada di atas rata-rata. Dapat diasumsikan bahwa pelayanan publik di 
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bidang pendidikan di daerah-daerah yang diteliti sudah cukup baik. Adapun 
sebaran peroleh indesk dari daerah-daerah yang diteliti adalah sebagai berikut. 

Gambar 3.18. 
Indeks Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Tahun 2005 

 
Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa daerah yang memperoleh 
indeks tertinggi dalam bidang pendidikan yaitu Kota Makassar dengan angka 
indeks sebesar 100. Dengan angka indeks ini menempatkan daerah ini pada 
peringkat pertama dalam angka indeks pelayanan publik bidang penddikan. Hal 
ini menunjukkan bahwa Kota Makassar dalam pelayanan bidang pendidikan 
memperlihatkan kinerja yang paling tinggi di antara daerah-daerah lain yang 
diteliti. Daerah-daerah lain yang juga memperoleh indeks yang tinggi yang 
termasuk ke dalam 10 besar dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

Gambar 3.19. 
Daerah-daerah Dengan Nilai IPP Tertinggi Bidang Pendidikan Tertinggi Tahun 2005 
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Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 
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 Gambar 3.16. tersebut memperlihatkan bahwa daerah-daerah kabupaten 
lebih banyak termasuk ke dalam kategori IPP tertinggi, sedangkan daerah kota 
yang masuk ke dalam kategori 10 besar hanya 2 daerah yaitu Kota Makassar 
dan Kota Bitung. Hal ini menunjukkan bahwa daerah-daerah kabupaten dapat 
dikatakan memiliki kinerja pelayanan yang relatif lebih tinggi dibandingkan 
dengan daerah kota. Misalnya saja Kabupaten Bondowoso yang menempati 
urutan kedua sebagai daerah dengan IPP tertinggi memperoleh indeks sebesar 
95,04. Angka ini tidak terlalu jauh berbeda dengan Kota Makassar yang 
memperoleh indeks sebesar 100. 
 Hal lain yang juga menarik untuk dijelaskan adalah bahwa daerah-
daerah yang termasuk ke dalam 10 besar dengan IPP Bidang Pendidikan 
tertinggi 7 diantaranya berada di Pulau Jawa sedangkan 3 daerah lainnya 
berada di Pulau Sulawesi. Hal ini barangkali menunjukkan bahwa pelayanan di 
bidang pendidikan di daerah-daerah Pulau Jawa relatif lebih baik.  
 Sedangkan daerah-daerah yang memiliki indeks pelayanan publik 
bidang pendidikan paling rendah yaitu dengan nilai indeks di bawah rata-rata 
dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

Gambar 3.20. 
Daerah-daerah Dengan Nilai IPP Terendah Bidang Pendidikan Tahun 2005 
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Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

 Berdasarkan gambar tersebut daerah-daerah tersebut  memperoleh 
indeks pelayanan bidang pendidikan di bawah angka 60, yang juga berarti di 
bawah angka rata-rata. Namun demikian sebenarnya ada 3 daerah yang dapat 
dikatakan IPP bidang pendidikannya paling rendah yaitu Kota Batu, Kabupaten 
Tanah Laut dan Kota Ambon. Kota Batu merupakan daerah dengan IPP yang 
paling kecil yaitu dengan nilai 0.  Hal ini menunjukkan bahwa daerah ini masih 
perlu meningkatkan kinerjanya dalam pelayanan bidang pendidikan di 
daerahnya, baik dalam dimensi anggaran, askes masyarakat terhadap 
pendidikan maupun upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang 
pendidikan khususnya guru dan kepala sekolah. Sedangkan Kabupaten Tanah 



 
 

Pengukuran Indeks Pelayanan Publik Tahun 2005 
 

46

Laut dan Kota Ambon dapat dikatakan relatif lebih baik yang mencapai IPP 
Bidang Pendidikan di atas angka 10. Namun tetap saja kedua daerah ini perlu 
terus meningkatkan kinerjanya dalam bidang pelayanan pendidikan di 
daerahnya. 

Adapun perolehan indeks dari keseluruhan daerah yang diteliti dapat 
dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.11. 
Indeks Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2005 

 

Peringkat Kabupaten/Kota Indeks Pelayanan Publik
Bidang Pendidikan 

1.  Kota  Makassar 100.00 
2.  Kabupaten  Bondowoso 95.04 
3.  Kabupaten  Klaten 83.48 
4.  Kabupaten  Temanggung 78.43 
5.  Kabupaten  Enrekang 78.35 
6.  Kota  Salatiga 78.22 
7.  Kabupaten  Bojonegoro 76.93 
8.  Kabupaten  Sukoharjo 75.36 
9.  Kabupaten  Malang 74.65 
10.  Kota  Bitung 73.79 
11.  Kabupaten  Lombok Barat 72.89 
12.  Kabupaten  Tabanan 72.47 
13.  Kota  Tegal 72.38 
14.  Kabupaten  Magetan 72.01 
15.  Kota Pasuruan 71.90 
16.  Kota  Probolinggo 70.74 
17.  Kabupaten  Mandailing Natal 70.54 
18.  Kota  Sukabumi 69.94 
19.  Kabupaten  Barru 69.86 
20.  Kabupaten  Majalengka 69.85 
21.  Kabupaten  Gunung Kidul 69.63 
22.  Kabupaten  Pemalang 69.41 
23.  Kabupaten  Sragen 69.26 
24.  Kabupaten  Majene 69.24 
25.  Kabupaten  Situbondo 69.19 
26.  Kabupaten  Cilacap 68.96 
27.  Kabupaten  Lombok Timur 68.69 
28.  Kabupaten  Alor 68.41 
29.  Kota  Bekasi 68.35 
30.  Kota  Blitar 68.26 
31.  Kabupaten  Nganjuk 68.03 
32.  Kabupaten  Ciamis 67.67 
33.  Kabupaten  Pacitan 67.46 
34.  Kabupaten  Blitar 67.44 
35.  Kabupaten  Klungkung 67.36 
36.  Kabupaten  Buleleng-Singaraja  67.25 
37.  Kabupaten  Bangli 67.01 
38.  Kabupaten  Pati 66.94 
39.  Kota  Madiun 66.70 
40.  Kabupaten  Deli Serdang 66.49 
41.  Kabupaten  Ponorogo 66.43 
42.  Kabupaten  Demak 65.82 
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Peringkat Kabupaten/Kota Indeks Pelayanan Publik
Bidang Pendidikan 

43.  Kota  Tanjung Balai 65.70 
44.  Kabupaten  Banyumas 65.57 
45.  Kabupaten  Bantaeng 65.37 
46.  Kabupaten  Karo 65.29 
47.  Kabupaten  Tana Toraja 65.23 
48.  Kabupaten  Karangasem 65.20 
49.  Kabupaten  Magelang 65.18 
50.  Kabupaten  Bangka 64.85 
51.  Kabupaten  Batang Hari 64.78 
52.  Kabupaten  Rembang 64.74 
53.  Kabupaten  Ngada 64.63 
54.  Kota  Tebing Tinggi 64.58 
55.  Kabupaten  Kupang 64.56 
56.  Kota  Padang Panjang 64.53 
57.  Kabupaten  Purworejo 64.46 
58.  Kabupaten  Mojokerto 64.35 
59.  Kabupaten  Jember 64.24 
60.  Kabupaten  Kuningan 64.14 
61.  Kota  Padang 63.97 
62.  Kota  Tangerang 63.85 
63.  Kabupaten  Kendal 63.23 
64.  Kabupaten  Brebes 63.23 
65.  Kota  Magelang 63.08 
66.  Kabupaten  Pekalongan 62.39 
67.  Kabupaten  Kudus 62.19 
68.  Kabupaten  Kota Baru 62.14 
69.  Kabupaten  Tanjung Jabung Barat 61.78 
70.  Kota  Pekalongan 61.65 
71.  Kota  Yogyakarta 61.37 
72.  Kota  Palembang 61.04 
73.  Kabupaten  Kebumen 60.99 
74.  Kota  Payakumbuh 60.98 
75.  Kabupaten  Madiun 60.90 
76.  Kabupaten  Ende 60.79 
77.  Kota  Binjai 60.49 
78.  Kabupaten  Purbalingga 60.28 
79.  Kabupaten  Sikka 59.32 
80.  Kota  Samarinda 59.06 
81.  Kabupaten  Maluku Tenggara Barat 59.02 
82.  Kotamadya Jakarta Utara 58.58 
83.  Kabupaten  Gresik 58.44 
84.  Kabupaten  Sumenep 58.14 
85.  Kabupaten  Pelalawan 57.56 
86.  Kabupaten  Rokan Hulu 57.13 
87.  Kabupaten  Tapanuli Utara 56.88 
88.  Kabupaten  Grobogan 56.47 
89.  Kabupaten  Langkat 56.24 
90.  Kabupaten  Buol 56.03 
91.  Kabupaten  Banggai-Sulteng 55.77 
92.  Kabupaten  Halmahera Tengah 52.63 
93.  Kabupaten  Lumajang 51.80 
94.  Kabupaten angkalan 46.46 
95.  Kota  Ambon 14.98 
96.  Kabupaten  Tanah Laut 10.02 
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Peringkat Kabupaten/Kota Indeks Pelayanan Publik 
Bidang Pendidikan 

97.  Kota  Batu 0.00 
98.  Kota  Mojokerto Data Tidak Lengkap 
99.  Kabupaten  Bogor Data Tidak Lengkap 
100.  Kabupaten  Pasuruan Data Tidak Lengkap 
101.  Kabupaten  Lampung Utara Data Tidak Lengkap 
102.  Kabupaten  Banjarnegara Data Tidak Lengkap 
103.  Kota  Semarang Data Tidak Lengkap 
104.  Kabupaten  Kotawaringin Timur Data Tidak Lengkap 
105.  Kota  Denpasar Data Tidak Lengkap 
106.  Kabupaten  Hulu Sungai Tengah Data Tidak Lengkap 
107.  Kabupaten  Aceh Barat Data Tidak Lengkap 
108.  Kabupaten  Trenggalek Data Tidak Lengkap 
109.  Kabupaten  Barito Selatan Data Tidak Lengkap 
110.  Kabupaten Banjar Data Tidak Lengkap 
111.  Kabupaten  Maluku Tengah Data Tidak Lengkap 
112.  Kabupaten Biak Data Tidak Lengkap 
113.  Kabupaten Bengkulu Selatan Data Tidak Lengkap 
114.  Kabupaten  Toba Samosir Data Tidak Lengkap 

Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 
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.BAB 5 

KINERJA PELAYANAN PUBLIK  

BIDANG SARANA DAN PRASARANA UMUM DAERAH 
 

Sentralisasi pembangunan dan pemerintahan sebelum era otonomi 
daerah telah menyebabkan ketidakseimbangan pembangunan di daerah. 
Pembangunan fisik sebelum kebijakan otonomi daerah yang lebih banyak  
dipusatkan kepada daerah-daerah perkotaan terutama di Pulau Jawa telah 
menyebabkan ketimpangan kondisi sarana dan prasarana umum yang ada di 
daerah-daerah. Akses masyarakat di daerah pun menjadi terbatas seperti 
akses terhadap sarana transportasi, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan dan 
lain-lain. Lebih lanjut ketimpangan tersebut telah berakibat kepada 
pertumbuhan ekonomi daerah. Karena bagaimanapun pertumbuhan ekonomi 
suatu daerah sangat tergantung kepada infrastruktur yang mendukung 
lancarnya kegiatan-kegiatan perekonomian suatu daerah. 

Oleh karena itulah kebijakan otonomi daerah salah satunya bertujuan 
untuk mengatasi permasalaan ketidakseimbangan pembangunan fisik di 
daerah. Diharapkan melalui kewenangan yang besar yang diberikan kepada 
daerah, Pemerintah Daerah akan lebih terfokus untuk mengembangkan dan 
memajukan pembangunan fisik di wilayah pemerintahannya. Pada dasarnya, 
pembangunan fisik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah merupakan 
upaya untuk memberikan peluang dan kemudahan bagi masyarakat untuk 
berusaha memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing, baik kehidupan 
ekonomi, sosial dan budaya. Akan tetapi kenyataan yang dirasakan sebagian 
besar masyarakat adalah bahwa pembangunan fisik tersebut hanya terfokus 
untuk kepentingan sebagian kecil masyarakat tertentu saja, dengan kata lain 
bahwa sebagian besar masyarakat yang lain tidak merasakan manfaat yang 
berarti dari pelaksanaan pembangunan.  

Berdasarkan fenomena tersebut maka pertanyaan yang muncul adalah 
kepentingan masyarakat umum yang mana sajakah yang tidak terpenuhi oleh 
Pemerintah melalui program pembangunan fisik yang terselenggara. Hal 
tersebut seyogyanya menjadi fokus perhatian pemerintah dalam upaya 
meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal ini 
maka agar pemberian pelayanan lebih mengena kepada pemenuhan 
kebutuhan masyarakat pada umumnya, dalam UU Nomor 32  Ps. 14 Ayat (1) 
dinyatakan bahwa penyediaan sarana dan prasarana umum menjadi urusan 
wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.  

Dalam kamus istilah pembangunan, kata prasarana diartikan sebagai 
kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan itu dapat 
berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan sarana adalah fasilitas 
penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan 
kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Dikaitkan dengan sarana dan 
prasarana daerah, Marbun (1979) mengatakan bahwa fasilitas yang termasuk 
prasarana  adalah antara lain jalan, jaringan saluran air limbah dan drainase, 
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bangunan perkantoran, perumahan penduduk dan lain sebagainya. Sedangkan 
fasilitas yang termasuk sarana antara lain fasilitas niaga atau tempat kerja, 
pendidikan, kesehatan, peribadatan, pemerintahan dan pelayanan umum, 
ruang terbuka, taman dan olahraga, angkutan umum, air minum, listrik, telepon 
dan lain sebagainya.  

Namun demikian meskipun pemerintah daerah telah diberikan kewenangan 
untuk melaksanakan pembangunan fisik di daerahnya, kondisi sarana dan 
prasana di daerah dinilai masih kurang memuaskan. Misalnya saja dalam 
pelayanan air bersih, menurut Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2005 
sekitar 60 persen penduduk Indonesia masih belum mendapat akses air bersih. 
Padahal potensi sumber daya air di Indonesia ini mencapai 15 ribu meter kubik 
perkapita tiap tahunnya. Jumlah yang jauh lebih tinggi dari potensi rata-rata 
pasokan dunia yang hanya mencapai 8 ribu meter kubik perkapita tiap 
tahunnya. Rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap air bersih ini 
disebabkan oleh penurunan potensi air di berbagai daerah yang diakibatkan 
oleh penggundulan hutan, pencemaran, dan banyaknya daerah tangkapan air 
yang berubah fungsi. 

Sementara dalam fasilitas transportasi berdasarkan data dari Direktorat Bina 
Program, Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum pada tahun 2006., 
memperlihatkan bahwa kondisi jalan kabupaten di seluruh Indonesia hanya 
20,2% yang berada dalam kondisi baik. Kondisi jalan kabupaten di seluruh 
Indonesia berdasarkan data tersebut sekitar 35,8% berada pada kondisi rusak 
ringan, bahkan 17,4% berada pada kondisi rusak berat.  

Oleh karena itulah pengukuran terhadap kinerja pelayanan publik dalam 
bidang sarana dan prasarana umum menjadi sangat penting.  Adapun penilaian 
terhadap kinerja pelayanan pemerintah daerah di bidang penyediaan sarana 
dan prasarana dalam penelitian ini meliputi dimensi 1) Alokasi anggaran bagi 
penyediaan sarana kehidupan dasar, 2) Peningkatan akses terhadap sarana 
dan prasarana dasar yang ada, dan 3) Upaya pemerintah dalam peningkatan 
kualitas pelayanan kepada masyarakat umum. 
 
A. Alokasi Anggaran Bagi Penyediaan Sarana & Prasarana Umum Daerah 

Pembangunan fisik di daerah mau tidak mau sangat tergantung kepada 
sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu sendiri, dalam hal ini adalah 
anggaran. Diasumsikan semakin besar anggaran yang dimiliki oleh suatu 
daerah maka pembangunan fisik di daerah tersebut akan semakin meningkat 
pula terutama penyediaan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat dalam rangka kegiatan perekonomian daerah. Bahkan 
ketersediaan anggaran ini sering dijadikan salah satu permasalahan daerah 
dalam melaksanakan pembangunan fisik di daerahnya. Adapun anggaran yang 
diperlukan untuk menyediakan sarana dan prasarana dasar yang dibutuhkan 
daerah antara lain untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi, 
kebersihan lingkungan, subsidi air bersih dan listrik dan lain sebagainya. 

Dalam penelitian ini alokasi anggaran untuk pembiayaan pelayanan publik di 
bidang sarana dan prasarana daerah terdiri dari anggaran untuk kebersihan 
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lingkungan, perbaikan drainase, pembangunan dan pemeliharaan jalan, 
penataan transportasi Kota/Kabupaten, penerangan jalan, perbaikan sarana 
pasar, dan untuk perbaikan sarana ekonomi lainnya. Adapun besaran masing-
masing alokasi tersebut, selama ini tidak ada batasan berapa besar pemerintah 
daerah harus menyediakan anggaran yang ideal bagi penyediaan sarana dan 
prasarana umum daerah. Hanya semakin besar pemerintah daerah 
mengalokasikan anggaran dari APBD-nya bagi penyediaan sarana dan 
prasarana umum ini, maka semakin besar komitmen pemerintah daerah untuk 
meningkatkan pelayanannya dalam bidang ini. 

Untuk melihat komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan 
anggarannya bagi pelayanan berupa penyediaan sarana dan prasarana daerah 
dilakukan dengan membandingkan besaran anggaran tersebut terhadap 
product domestic regional (PDRB) daerah yang bersangkutan, serta 
membandingkannya dengan total anggaran pendapatan belanda daerah itu 
sendiri.  

Pertama, apabila dibandingkan dengan PDRB berdasarkan berdasarkan 
informasi dari pemerintah daerah pada tahun 2005,  alokasi anggaran untuk 
penyediaan pelayanan sarana dan prasarana daerah bila dibandingkan dengan 
product domestic regional bruto (PDRB) berkisar antara 8% hingga 0,1% 
dengan rata-rata sebesar 1,3%. Dengan demikian alokasi anggaran untuk 
pelayanan bidang sarana dan prasana umum di daerah bila dibandingkan 
dengan PDRB di daerah-daerah tidak mencapai 10%.  

Gambar 5.1.  
Rasio Anggaran Bidang Sarana dan Prasarana terhadap PDRB Tahun 2005 
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  Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

Berdasarkan gambar tersebut, daerah-daerah yang memiliki rasio yang 
cukup tinggi dalam alokasi anggaran bidang sarana dan prasarana terhadap 
PDRB adalah Kota Tegal, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Barru, Kota 
Salatiga dan Kabupaten Alor.  Hasil tersebut yang cukup menarik adalah bahwa 
daerah-daerah yang termasuk lima besar ini berada di luar Pulau Jawa. Hal ini 
barangkali erat kaitannya dengan komitmen daerah-daerah di luar Jawa untuk 
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meningkatkan pembangunan fisiknya dalam rangka penyediaan sarana dan 
prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerahnya.  
 Sedangkan daerah-daerah yang rasio anggaran bidang sarana dan 
prasarana terhadap PDRB-nya paling kecil yaitu hanya 0,1% adalah Kota 
Magelang, Jakarta Utara, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Pemalang, 
Kabupaten Blitar, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Deli Serdang. Hasil ini juga 
cukup menarik mengingat beberapa daerah berada di Pulau Jawa dan 
dikategorikan sebagai kota besar seperti Jakarta Utara yang merupakan bagian 
wilayah administratif DKI Jakarta. Hal ini bisa jadi disebabkan karena di daerah 
ini memiliki PDRB yang cukup tinggi atau mungkin juga karena kondisi sarana 
dan prasarana umumnya sudah memadai.  

Gambar 5.2.  
Daerah dengan Rasio Anggaran Bidang Sarana dan Prasarana terhadap PDRB Terbesar 

dan Terkecil Tahun 2005 
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Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

 Selanjutnya untuk melihat besarnya komitmen daerah dalam pelayanan 
bidang sarana dan prasarana daerah dari dimensi alokasi anggaran adalah 
dengan membandingkan besaran anggaran tersebut terhadap total anggaran 
pendapatan dan belanja daerah (APBD). Semakin besar alokasi anggaran 
untuk kebersihan lingkungan, perbaikan drainase, pembangunan dan 
pemeliharaan jalan, penataan transportasi Kota/Kabupaten, penerangan jalan, 
perbaikan sarana pasar, dan untuk perbaikan sarana ekonomi lainnya, maka 
semakin besar komitmen untuk memberikan pelayanan dan bidang ini secara 
baik kepada masyarakatnya.  

Berdasarkan data dari 92 pemerintah daerah, rasio anggaran bidang sarana 
dan prasarana terhadap APBD berkisar antara 0,59 sampai dengan 0,0002 
dengan rata-rata rasio sebesar 0.08. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata 
daerah mengalokasikan anggaran untuk pelayanan bidang sarana dan 
prasarana dari APBD-nya sebesar 8%. Adapun sebaran rasio anggaran bidang 
sarana dan prasarana terhadap APBD di daerah yang diteliti dapat dilihat pada 
gambar berikut ini. 
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Gambar 5.3.  
Rasio Anggaran Bidang Sarana dan Prasarana terhadap APBD Tahun 2005 
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Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

 Berdasarkan gambar tersebut terlihat ada beberapa daerah yang 
anggaran APBD dialokasikan untuk pelayanan bidang sarana dan prasarana 
yang sangat tinggi bila dibandingkan dengan daerah atau rata-rata daerah. Tiga 
daerah yang memiliki rasio tertinggi yaitu Kota Samarinda, Kabupaten 
Pekalongan dan Kota Tegal. Misalnya Kota Samarinda memiliki rasio paling 
tinggi yaitu sebesar 0,59. Artinya anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan 
sarana dan prasarana umum daerah dari APBD-nya mencapai prosentase 
60%. Dengan kata lain lebih dari setengah APBD Kota Samarinda dialokasikan 
untuk pelayanan pada bidang sarana dan prasarana umum. Hal ini 
menunjukkan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah untuk 
meningkatkan sarana dan prasarana dasar yang sangat dibutuhkan oleh 
daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.  

Gambar tersebut memperlihatkan pula masih banyak daerah yang rasio 
anggaran bidang sarana dan prasarananya masih di bawah rata-rata daerah, 
bahkan prosentasenya di bawah 1 persen. Daerah-daerah tersebut adalah 
Kabupaten Blitar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jember, Kota Bekasi, 
Kabupaten Situbondo, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Ngada. Artinya 
daerah-daerah ini dapat dikatakan mengalokasikan APBDnya untuk pelayanan 
bidang sarana dan prasarana umum daerah sangat kecil sekali. Dengan kata 
lain, komitmen daerah dalam dimensi pengalokasian anggaran bagi penyediaan 
sarana dan prasarana umum masih perlu ditingkatkan lagi. 

Rata-rata 
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Gambar 5.4.  
Daerah dengan Rasio Anggaran Bidang Sarana dan Prasarana terhadap APBD Terbesar 

dan Terkecil Tahun 2005 
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Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

 

B. Akses Terhadap Sarana dan Prasarana Umum 

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan hak dasar bagi semua 
masyarakat dan sangat esensial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Oleh karena itu pemerintah harus memiliki komitmen untuk memberikan akses 
kepada seluruh rakyatnya terhadap pelayanan yang berkualitas, termasuk 
akses dalam pelayanan bidang sarana dan prasarana umum seperti listrik, air 
bersih, kebersihan lingkungan, dan sarana prasarana lainnya. Kebutuhan 
masyarakat terhadap kualitas pelayanan bidang sarana dan prasarana tersebut 
bahkan bersifat jangka panjang. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk 
mempertahankan keberlangsungan ketersediaan sarana dan prasarana 
tersebut, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat menjaga 
ketersediaan sumber daya yang diperlukan bagi pemenuhan kebutuhan 
tersebut. 

Oleh karena itu salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk 
meningkatkan jangkauan pelayanan dalam bidang sarana dan prasarana umum 
di daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 Pasal 11 yang menegaskan bahwa salah satu kewenangan wajib 
yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah penyediaan sarana dan 
prasarana umum. Dengan kewenangannya tersebut, pemerintah daerah 
diharapkan untuk meningkatkan daya jangkau masyarakat terhadap sarana dan 
prasarana umum yang berkaitan dengan kebutuhan dasar mereka. Misalnya 
saja penyediaan jaringan jalan di daerah tidak saja akan bermanfaat bagi 
kelancaran aktivitas perekonomian daerah akan tetapi juga bagi aktivitas 
masyarakat lainnya yang membutuhkan mobilitas.  

Oleh karena itu untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam 
penyediaan pelayanan bidang sarana dan prasarana umum ini dapat diukur 
dari sejauh mana kondisi sarana dan prasarana umum yang dapat diakses oleh 
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masyarakat. Untuk melihat kinerja pelayanan dalam dimensi akses ini 
digunakan indikator seperti prosentase pengguna air bersih, prosentase 
pelanggan listrik, jumlah kendaraan angkutan sampah, kapasitas TPS dan TPA 
yang ada di daerah, kondisi jalan, penerangan, kendaraan umum, ketersediaan 
pasar dan lembaga-lembaga keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat.  

 
1. Akses Terhadap Air Bersih  

Salah satu kebutuhan dasar yang penting bagi manusia adalah air. Tidak 
tersedianya air bersih yang memadai dapat menyebabkan masalah yang 
sangat kompleks, di antaranya masalah kesehatan dan rendahnya kualitas 
sumber daya manusia. Oleh karena itu ketersediaan air bersih bagi masyarakat 
menjadi salah satu indicator kinerja pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan 
dasar masyarakat. Kinerja pelayanan dalam penyediaan air bersih diukur 
dengan melihat persentase rumah tangga yang ada di daerah yang 
menggunakan air bersih.  Semakin besar prosentase rumah tangga suatu 
daerah dapat menggunakan air bersih berarti semakin baik kinerja pelayanan 
pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan dasar tersebut.  

Berdasarkan data yang diberikan oleh 75 Pemerintah Daerah, penelitian 
menemukan bahwa prosentase rumah tangga di daerah yang dapat 
mengakses air bersih berkisar antara 78,01% sampai dengan 0,07%. Adapun 
prosentase rata-rata dalam indikator ini adalah 15%. Artinya rata-rata di daerah 
yang diteliti prosentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih 
baru mencapai 15%.  

Gambar 5.5.  
Rasio Jumlah Pengguna Air Bersih Terhadap Jumlah Rumah Tangga Tahun 2005 
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Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 
 Berdasarkan gambar tersebut akses masyarakat terhadap air bersih di 
daerah-daerah yang diteliti kebanyakan masih berada dibawah rata-rata. Lima 
daerah yang dikategorikan memiliki prosentase pengguna air bersih yang tinggi 
yaitu dua daerah kabupaten dan tiga daerah kota. Daerah kabupaten yang 
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memiliki kinerja yang baik dalam penyediaan air bersih bagi masyarakatnya 
adalah Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Magelang, sedangkan untuk 
daerah kota adalah Kota Magelang, Kota Tanjung Balai dan Kota Madiun. 
Kabupaten Majalengka merupakan daerah yang memiliki prosentase tertinggi 
yaitu 78,01%. Dengan kata lain, dari seluruh jumlah keluarga yang ada di 
daerah ini hampir 78% memiliki akses atau dapat menggunakan air bersih.  

Hal lain yang menarik adalah baik Kota Magelang maupun Kabupaten 
Magelang berada pada peringkat kedua dan ketiga sebagai daerah yang 
memiliki prosentase tinggi dalam akses masyarakat terhadap air bersih. Artinya 
di kedua daerah ini Pemerintah Daerah menunjukkan kinerja yang cukup baik 
dalam penyediaan pelayanan air bersih kepada masyarakatnya, meskipun 
prosentasenya masing-masing baru mencapai 68% dan 66%. 

Gambar tersebut memperlihatkan pula daerah yang paling rendah 
prosentase pengguna air bersih bila dibandingkan dengan keseluruhan jumlah 
rumah tangga yang ada adalah Kabupaten Gresik. Prosentase pengguna air 
bersih di daerah ini hanya mencapai 0,07% atau dibawah 1%. Daerah-daerah 
lain yang juga memiliki prosentase pengguna air bersih di bawah 1% adalah 
daerah-daerah kabupaten yaitu Kabupaten Mandailing Natal, Maluku Tenggara 
Barat, Banyumas, Sragen, dan Purworejo. Dengan demikian Pemerintah 
Daerah di daerah-daerah ini masih perlu meningkatkan pelayanannya dalam 
penyediaan air bersih bagi masyarakatnya.  

Perbandingan antara daerah-daerah yang memiliki rasio tertinggi dan 
terendah dalam hal akses terhadap air bersih dapat dilihat pada gambar berikut 
ini. 

Gambar 5.6.  
Daerah dengan Rasio Pengguna Air Bersih Terhadap Rumah Tangga  

Terbesar dan Terkecil Tahun 2005 
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Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 
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2. Akses Masyarakat Terhadap Sumber Energi Listrik  
Kebutuhan masyarakat yang dewasa ini juga sangat dibutuhkan adalah 

ketersediaan energi listrik. Meskipun penyediaan listrik ini merupakan tanggung 
jawab Perusahaan Listrik Negara, namun sejauh mana akses masyarakat di 
daerah terhadap sumber energi ini juga merupakan salah satu indikator untuk 
melihat kondisi pelayanan dalam bidang sarana dan prasarana umum. Apalagi 
dewasa ini penyediaan energi listrik di daerah-daerah masih menghadapi 
perbagai permasalahan seperti semakin berkurangnya kapasitas PLN sendiri 
dalam karena semakin tingginya penggunaan masyarakat terhadap energi 
listrik terutama di daerah-daerah perkotaan.  

Untuk mengukur akses masyarakat terhadap sumber energi listrik ini 
dilakukan melalui perbandingan antara jumlah pelanggan yang ada dengan 
seluruh jumlah rumah tangga yang ada di daerah. Semakin besar prosentase 
jumlah pelanggan hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat di daerah 
tersebut terhadap sumber energi listrik sudah memadai. Dengan kata lain hal ini 
secara tidak langsung menunjukkan semakin baiknya kinerja pelayanan dalam 
infrastruktur listrik. 

Adapun penelitian yang didasarkan pada data yang diberikan oleh 64 
daerah kabupaten dan kota, memperlihatkan bahwa rasio pelanggan listrik 
terhadap keseluruhan jumlah rumah tangga berkisar antara 0,99 sampai 
dengan 0,004. Sedangkan rata-rata prosentase mencapai 0,46, yang berarti 
bahwa rata-rata jumlah pelanggan listrik di daerah bila dibandingkan dengan 
keseluruhan jumlah rumah tangga baru mencapai 46%. Dengan kata lain, rata-
rata di daerah setengah dari keseluruhan jumlah rumah tangga belum dapat 
memiliki akses terhadap infrastruktur listrik. 

Gambar 5.7.  
Rasio Jumlah Pelanggan Listrik Terhadap Jumlah Rumah Tangga Tahun 2005 
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Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006.. 

 Gambar tersebut memperlihatkan penyebaran yang cukup merata dalam 
rasio rasio jumlah pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga di daerah. 

Rata-rata 
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Adapun daerah-daerah yang memiliki rasio terbesar dalam jumlah pelanggan 
listrik terhadap jumlah rumah tangga berada di pulau Jawa, yaitu Kabupaten 
Kudus, Kota Magelang, Kota Blitar dan Kota Sukabumi. Hanya satu daerah 
yang berada di luar pulau Jawa yaitu Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi 
Tengah. Di daerah-daerah tersebut rasionya mencapai 0,9, yang artinya bahwa 
prosentase jumlah pelanggan listrik sudah mencapai mencapai lebih dari 90%. 
Hal ini menunjukkan hampir seluruh rumah tangga atau keluarga di daerah-
daerah ini memiliki akses terhadap infrastruktur listrik. Dengan kata lain kinerja 
pelayanan infrastruktur listrik sudah sangat baik. 
 Sedangkan daerah-daerah yang pelayanan infrastruktur listriknya dapat 
dikatakan masih belum memenuhi kebutuhan rumah tangga yang ada adalah 
Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Pelelawan. Hal ini dapat terlihat dari 
rendahnya rasio yang diperoleh daerah ini, yaitu masing-masing 0,004 dan 
0,009. Dengan kata lain di kedua daerah ini, prosentase pelanggan listrik 
dibandingkan dengan keseluruhan jumlah rumah tangga baru mencapai 0,4% 
dan 0,9%. Hal ini berarti Pemerintah Daerah setempat perlu lebih 
memperhatikan kembali pelayanannya kepada masyarakat dalam penyediaan 
infrastruktur listrik. Daerah lain yang juga memiliki rasio yang rendah adalah 
Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang memiliki rasio sebesar 0,05 atau 
dengan kata lain jumlah pelanggan listrik di daerah ini baru mencapai 5% dari 
total jumlah rumah tangga yang ada. 

Gambar 5.8. 
Daerah dengan Rasio Pengguna Air Bersih Terhadap Rumah Tangga  

Terbesar dan Terkecil Tahun 2005 
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Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006.. 
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3. Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Kebersihan Lingkungan  
Kebersihan lingkungan pada merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit 
yang dihadapi oleh daerah-daerah di Indonesia terutama di daerah perkotaan. 
Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pengelola perkotaan adalah 
penanganan masalah persampahan. Berdasarkan data-data BPS tahun 2000, 
dari 384 kota yang menimbulkan sampah sebesar 80.235,87 ton setiap hari, 
penanganan sampah yang diangkut ke dan dibuang ke Tempat Pembuangan 
Akhir (TPA) adalah sebesar 4,2 %, yang dibakar sebesar 37,6 % , yang 
dibuang ke sungai 4,9 % dan tidak tertangani sebesar 53,3 %. Hal tersebut 
disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya pertambahan penduduk dan arus 
urbanisasi yang pesat telah menyebabkan timbulan sampah pada perkotaan 
semakin tinggi, kendaraan pengangkut yang jumlah maupun kondisinya kurang 
memadai, sistem pengelolaan TPA yang kurang tepat dan tidak ramah 
lingkungan, dan belum diterapkannya pendekatan reduce, reuse dan recycle (3 
R) (Bappenas, 2002). 

Penanganan masalah kebersihan lingkungan terutama sampah memang 
pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama baik masyarakat maupun 
pemerintah itu sendiri. Karena bagaimana pun tanpa adanya kesadaran 
masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, maka pemerintah pun akan 
mengalami kesulitan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih di 
daerahnya. Contoh kasus permasalahan sampah yang menjadi isu nasional 
adalah apa yang terjadi di Kota Bandung pada tahun 2005. Pengelolaan 
sampah yang kurang baik di daerah ini telah membawa dampak yang luas dan 
merugikan baik kepada pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah di daerah 
ini kehilangan kepercayaan dari masyarakat dalam hal penanganan sampah 
yang diindikasikan adanya berbagai penolakan dari masyarakat daerahnya 
dijadikan tempat pembuangan sampah akhir Kota Bandung. Hal ini berakibat 
kepada menumpuknya sampah-sampah terutama sampah rumah tangga di 
berbagai penjuru kota Bandung. 

Kasus tersebut menunjukkan pula masih rendahnya kinerja pemerintah 
daerah dalam menjaga kebersihan lingkungan di daerahnya. Peran pemerintah 
dalam menjaga kebersihan lingkungan di daerahnya terutama adalah dalam 
penyediaan sarana angkutan sampah khususnya bagi sampah rumah tangga 
dan juga penyediaan fasilitas penampungan sampah baik penampungan 
sementara maupun penampungan akhir. Kedua aspek tersebut merupakan 
indikator utama untuk mengukur sejauh mana komitmen pemerintah daerah 
untuk memberikan pelayanan kebersihan yang baik kepada masyarakatnya. 
Semakin banyak pemerintah daerah menyediakan sarana angkutan sampah di 
daerahnya berarti semakin baik pelayanan kebersihan di daerah. Begitu pula 
semakin besar kapasitas penampungan sampah yang dimiliki oleh daerah, 
semakin baik pelayanan kebersihan di daerah. 

Adapun penelitian terhadap 82 pemerintah daerah yang memberikan 
informasi tentang ketersediaan angkutan sampah pada tahun 2005, 
memperlihatkan bahwa rasio jumlah kendaraan angkutan sampah terhadap 
jumlah rumah tangga berkisar antara 0.00333 dan 0.00002, dengan rata-rata 
rasio mencapai 0.00021. Berdasarkan rasio tersebut memperlihatkan bahwa 
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prosentase rumah tangga di daerah yang memiliki akses terhadap angkutan 
sampah di bawah angka 1% bahkan sampai 0%. Prosentase ini jelas sangat 
kecil sekali dan menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah 
angkutan sampah yang tersedia dengan jumlah rumah tangga yang harus 
dilayani. Hal ini memperlihatkan pula bahwa pemerintah daerah masih belum 
mampu menyediakan angkutan sampah secara memadai untuk mengangkut 
sampah rumah tangga. Pada akhirnya kinerja pelayanan kebersihan yang 
diberikan oleh pemerintah daerah dapat dikatakan masih cukup rendah.  

Namun demikian ada beberapa daerah yang memiliki rasio di atas rata-
rata. Daerah-daerah tersebut terdiri dari 4 kota dan 1 kabupaten, yaitu Kota 
Padang, Kota Padang Panjang, Kabupaten Pacitan, Kota Tanjung Balai dan 
Kota Denpasar.  Hal yang menarik adalah bahwa 2 daerah dengan rasio 
tertinggi tersebut berasal dari wilayah Propinsi Sumatera Barat yaitu Kota 
Padang dan Kota Padang Panjang. Masing-masing kota tersebut memiliki rasio 
sebesar 0.00333 dan 0.00114. Dengan kata lain sebesar 0,33% dan 0,11% 
rumah tangga di kedua daerah ini memiliki akses terhadap angkutan sampah. 
Keadaan ini barangkali lebih baik bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain 
yang diteliti.  

Gambar 5.9.  
Rasio Jumlah Angkutan Sampah Terhadap Jumlah Rumah Tangga Tahun 2005 
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Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006.. 

Lima daerah yang memiliki rasio kecil sekali dalam jumlah angkutan 
sampah terhadap jumlah rumah tangganya adalah Kabupaten Blitar, Lumajang, 
Bojonegoro, Majalengka dan Kabupaten Ponorogo. Hal yang cukup menarik 
adalah bahwa di kelima daerah dengan rasio terendah ini 4 diantaranya 
termasuk kedalam wilayah administratif Propinsi Jawa Timur. Di daerah-daerah 
ini ketersediaan angkutan sampah bagi rumah tangga tampaknya belum 
memadai, sehingga pemerintah daerah setempat perlu meningkatkan lagi 
komitmennya dalam penyediaan pelayanan persampahan di daerahnya. 
Adapun perbandingan antar daerah yang memiliki rasio terbesar dan terkecil 
dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Rata-rata 
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Tabel 5.1. 
Kabupaten/Kota Yang Memiliki Rasio Angkutan Sampah Terhadap Rumah Tangga 

Tertinggi dan Terendah Tahun 2005 
 

Tertinggi Terendah 
Kabupaten/Kota Propinsi Rasio Kabupaten/Kota Propinsi Rasio 
Kota Padang Sumbar 0.00333 Kab. Blitar Jatim 0.00002 
Kota Padang 
Panjang 

Sumbar 
0.00114 Kab. Lumajang 

Jatim 
0.00003 

Kab. Pacitan Jatim 0.00074 Kab. Bojonegoro Jatim 0.00003 
Kota Tanjung 
Balai 

Sumut 
0.00066 Kab. Majalengka 

Jabar 
0.00003 

Kota Denpasar Bali 0.00063 Kab. Ponorogo Jatim 0.00003 
Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

Indikator lain yang juga digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan 
kebersihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah penyediaan tempat 
penampungan dengan kapasitas yang memadai sesuai dengan jumlah rumah 
tangga yang ada atau kebutuhan masyarakat. Semakin besar kapasitas tempat 
penampungan sampah yang disediakan oleh pemerintah daerah, diasumsikan 
pelayanan kebersihan lingkungan di daerah yang bersangkutan akan semakin 
baik pula. Penyediaan tempat penampungan sampah baik yang sifatnya 
penampungan sementara maupun penampungan akhir memang bukanlah hal 
yang mudah bagi pemerintah. Apalagi dewasa ini masyarakat semakin kritis 
terhadap pemilihan lokasi penampungan sampah karena mereka menyadari 
keberadaan tempat tersebut dari segi kesehatan kurang baik. Oleh karena 
itulah pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk menyediakan tempat 
penampungan dengan kapasitas dan kondisi yang layak, akan tetapi juga 
memiliki sistem dan proses penanganan sampah yang baik di tempat 
penampungan itu sendiri.  

Berdasarkan data dari 85 pemerintah daerah yang memberikan 
informasi mengenai aspek ini, diketahui bahwa rasio kapasitas tempat 
penampungan sampah baik sementara maupun akhir dibandingkan dengan 
jumlah rumah tangga yang ada berkisar antara 17,9 sampai dengan 0,00001, 
dengan rata-rata rasio mencapai 1,19. Angka rata-rata ini apabila 
diprosentasekan mengandung arti bahwa kapasitas penampungan sampah 
yang disediakan oleh pemerintah daerah mampu menampung sampah dari 
119% kepala keluarga. Dengan kata lain penampungan sampah mampu 
memiliki kapasitas yang besar untuk menampung sampah dari rumah tangga. 
Hal ini menunjukkan pula bahwa meskipun daerah dari segi pelayanan 
penyediaan angkutan sampah masih belum memadai, namun dari segi 
penyediaan tempat penampungan sampah sudah memadai. Adapun 
ketersebaran rasio kapasitas penampungan sampah dibandingkan dengan 
jumlah rumah tangga dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Gambar 5.10.  
Rasio Kapasitas TPS dan TPA Sampah Terhadap Jumlah Rumah Tangga Tahun 2005 
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Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006.. 

 
Meskipun rata-rata rasio kapasitas TPA dan TPS sampah per rumah 

tangga memperlihatkan rasio yang cukup tinggi, akan tetapi berdasarkan 
gambar tersebut terlihat rasio di kebanyakan daerah berada di bawah rata-rata. 
Ada tiga daerah yang dapat diidentifikasi memiliki rasio yang cukup mencolok 
dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya yaitu Kota Palembang, Kota 
Padang dan Kota Denpasar. Dengan rasio yang tinggi menunjukkan bahwa 
ketiga kota ini memiliki tempat penampungan sampah dengan kapasitas yang 
lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah rumah tangga yang ada di daerah 
tersebut. Hal ini menunjukkan pula komitmen pemerintah daerah untuk 
memberikan pelayanan kebersihan lingkungan yang baik kepada nasyarakat. 
Terlebih lagi misalnya Kota Denpasar sebagai daerah pariwisata yang berskala 
internasional, tentunya kebersihan lingkungan salah satu aspek penting untuk 
memberikan nilai tambah bagi perkembangan bidang pariwisata setempat. 

Adapun daerah-daerah yang tampaknya masih perlu meningkatkan 
pelayanannya dalam kebersihan lingkungan di daerah antara lain Kabupaten 
Lombok Timur, Nganjuk, Jember, Tanah Laut, Kota Ambon, Kabupaten 
Majalengka, Kuningan dan Kabupaten Lombok Barat. Hal ini disebabkan oleh 
kapasitas TPS dan TPA sampah didaerah ini bila dibandingkan dengan jumlah 
rumah tangga, prosentasenya dibawah 0,01%. Terbatasnya kapasita TPS dan 
TPA sampah di daerah ini tentu akan menjadi permasalahan tersendiri bagi 
kebersihan lingkungan di daerah-daerah tersebut. Apabila Pemerintah Daerah 
tidak mampu menyediakan tempat penampungan sampah dengan kapasitas 
yang memadai maka, pemerintah daerah harus mencari alternatif pengelolaan 
sampah yang lebih efektif lagi seperti dengan pengolahan sampah dengan 
memanfaatkan teknologi canggih pendauran ulang sampah. 

 

Rata-rata 



 
 

Pengukuran Indeks Pelayanan Publik Tahun 2005 
 
 

100

4. Akses Masyarakat Terhadap Jaringan Jalan  
Jaringan jalan merupakan infrastruktur daerah yang memiliki keterkaitan 

langsung dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ketersediaan jaringan 
jalan yang baik tidak hanya akan mendukung kelancaran aktivitas 
perkeonomian, akan tetapi huga aktivitas masyarakat lainnya yang memerlukan 
mobilitas. Kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan ini tentunya 
tergantung kepada luas wilayah dari daerah itu sendiri. Sesuai dengan 
kewenangan yang telah diberikan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan infrastruktur perhubungan. 
Kinerja pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan 
terutama transportasi darat diukur melalui indikator rasio luas wilayah dengan 
panjang jalan yang berkualitas baik serta rasio penerangan jalan dengan 
panjang jalan. Adapun panjang jalan yang diukur terdiri dari jalan negara, jalan 
propinsi dan jalan kabupaten. 

Kinerja pelayanan dalam penyediaan jaringan jalan di 86 daerah 
memperlihatkan bahwa di daerah rata-rata terdapat jalan negara dengan 
kualitas baik sepanjang 109,56 km, jalan propinsi sepanjang 111 km dan jalan 
kabupaten dengan kualitas baik sepanjang 1.510,66 km. Adapun rasio ruas 
wilayah dengan panjang jalan yang berkualitas baik tersebut berkisar antara 
8,88 : 1 sampai dengan 0,01 : 1, dengan rata-rata rasio 1,19 : 1. Rasio rata-rata 
tersebut menunjukkan bahwa dalam suatu wilayah setiap 1 km2  terdapat jalan 
sepanjang 1,19 km dengan kualitas yang baik. Sebaran rasio ini dapat dilhat 
pada gambar berikut ini. 

Gambar 5.11.  
Rasio Luas Wilayah dengan Panjang Jalan Berkualitas Baik Tahun 2005 
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Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006.. 

 Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa 4 dari lima daerah yang 
memiliki rasio tertinggi berada di Jawa serta 4 dari lima daerah tersebut 
merupakan daerah kota. Daerah-daerah tersebut adalah Kota Salatiga, 
Kotamadya Jakarta Utara, Kota Madiun, Kota Binjai dan Kabupten Situbondo. 
Hal ini menunjukkan bahwa daerah-daerah kota setiap 1 km2 luas wilayahnya 
nya memiliki jalan dengan kualitas baik yang lebih panjang. Misalnya Kota 

R t

Rata-rata 
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Salatiga yang menduduki posisi pertama sebagai daerah dengan rasio tertinggi, 
di setiap 1 km2 luas wilayahnya memiliki jalan yang berkualitas baik sepanjang 
8,88 km. Hal yang menarik lagi adalah ternyata Kotamadya Jakarta Utara yang 
termasuk wilayah administrasi Ibu Kota Negara DKI Jakarta hanya menempati 
urutan keempat.  
 Gambar tersebut mempelihatkan pula bahwa kebanyakan daerah 
memiliki panjang jalan dengan kualitas baik di setiap  1 km2 luas wilayahnya 
masih di bawah angka rata-rata. Hampir 70% dari seluruh daerah yang diteliti 
memiliki rasio luas wilayah per panjang jalan berkualitas baik di bawah 1. Hal ini 
artinya 70% daerah-daerah dalam setiap 1 km2 luas wilayahnya memiliki 
panjang jalan dengan kualitas baik di bawah 1 km. Lima daerah yang memiliki 
rasio terendah antara lain Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Maluku Tenggara 
Barat, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Halmahera Tengah. Misalnya 
Kabupaten Halmahera yang memiliki rasio paling rendah diantara 86 daerah, di 
setiap 1 km2 luas wilayahnya hanya memiliki 0,01 km jalan yang berkualitas 
baik. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tersebut harus lebih 
meningkatkan komitmen dan perhatiannya dalam pembangunan dan 
pemeliharaan jaringan jalan yang dibutuhkan bagi aktivitas ekonomi dan 
mobilitas masyarakatnya. 

Gambar 5.12. 
Daerah dengan Rasio Luas Wilayah Terhadap Panjang Jalan Terbesar dan Terkecil  

Tahun 2005 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

Kota Salatiga

Kota Madiun

Kab. Situbondo

Kota Jakarta Utara

Kota Binjai

Kab. Halmahera Tengah

Kota Payakumbuh

Kab. Maluku Tenggara Barat

Kota Payakumbuh

Kab. Halmahera Tengah

 
Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006.. 

 Pelayanan pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana jalan di 
daerahnya tidak hanya menyangkut panjang dan kualitas jalannya saja, akan 
tetapi juga termasuk dengan penerangannya. Dalam hal ini sejauh mana 
pemerintah daerah memberikan pelayanan berupa pemasangan lampu 
penerangan bagi jalan-jalan yang ada di daerahnya. Dalam hal ini semakin 
jalan yang disediakan lampu penerangan, berarti pemerintah daerah memiliki 
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komitmen yang baik terhadap penyediaan sarana dan prasarana penerangan 
perhubungan. 

Adapun dari informasi yang diperoleh dari 66 Pemerintah Daerah, 
penelitian mengidentifikasi bahwa rasio antara jumlah penerangan jalan dengan 
panjang jalan yang ada di daerah berkisar antara 63,96 : 1 sampai dengan 0,03 
: 1 dengan rata-rata rasio mencapai 12,11 : 1. Angka rasio rata-rata tersebut 
menunjukkan bahwa dalam setiap km panjang jalan lampu penerangan yang 
disediaka kurang lebih sebanyak 12 buah. Daerah yang paling banyak 
menyediakan lampu penerangan di setiap 1 km jalan adalah Kabupaten Kudus 
yaitu sebanyak kurang lebih 63 buah lampu. Daerah-daerah lain yang juga 
memiliki rasio tinggi dalam aspek ini adalah Kabupaten Purworejo, Kabupaten 
Langkat, Kota Denpasar dan Kabupaten Magelang. Hal ini tersebut 
memperlihatkan bahwa daerah-daerah tersebut bila dibandingkan dengan 66 
daerah lainnya menyediakan pelayanan lampu penerangan jalan yang lebih 
baik.  

Sebaran rasio jumlah lampu penerangan jalan terhadap panjang jalan di 
daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

Gambar 5.13.  
Rasio Jumlah Lampu Penerangan dengan Panjang Jalan Tahun 2005 
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Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006.. 

Penelitian mengidentifikasi ada 14 daerah kabupaten yang memiliki rasio 
dibawah 1 yang merupakan rasio paling rendah. Artinya di daerah-daerah ini di 
sepanjangan 1 km jalan tidak disediakan lampu penerangan.  Dengan kata lain 
penerangan jalan-jalan di daerah ini belum cukup memadai, misalnya di 
Kabupaten Bangkalan,  Banggai, Batang Hari, Majalengka dan Majene.  
Berdasarkan fakta tersebut maka sudah seyogyanya Pemerintah Daerah 
setempat untuk meningkatkan pelayanan dalam penerangan jalan. 
Bagaimanapun juga lampu penerangan jalan terutama jalan-jalan utama 
merupakan hal yang cukup penting terutama dalam memberikan keamanan 
kepada masyarakat di malam hari. 

 

Rata-rata 
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5. Akses Masyarakat Terhadap Sarana Transportasi Umum  
Sarana transportasi umum merupakan salah satu kebutuhan bagi 

masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi. 
Ketersediaan sarana transportasi umum di daerah akan menunjang mobilitas 
penduduk dalam berbagai kegiatan. Banyak masyarakat terutama dari 
golongan ekonomi menengah ke bawah yang sangat mengandalkan 
mobilitasnya kepada angkutan umum. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah 
berkewajiban untuk memfasilitasi ketersediaan sarana transportasi umum ini. 
Namun demikian semakin banyak sarana transportasi umum yang tersedia di 
suatu daerah tidak selalu berarti menunjukkan kinerja pemerintah semakin baik 
dalam pelayanan transportasi umum ini. Bahkan ketersediaan sarana 
transportasi umum yang tidak dilakukan melalui perhitungan kebutuhan yang 
matang akan menimbulkan permasalahan di bidang lain seperti timbulnya 
kemacetan lalu lintas,  polusi udara dan semakin banyaknya konsumsi terhadap 
BBM. 

Pelayanan sarana transportasi umum dalam penelitian ini terutama 
difokuskan kepada alat transportasi darat saja. Adapun kinerja pemerintah 
dalam pelayanan aspek ini diukur melalui rasio jumlah kendaraan umum roda 
empat terhadap jumlah penduduk yaitu setiap 10.000 penduduk. Berdasarkan 
data dari 75 Pemerintah Daerah, diketahui bahwa rasio tertinggi dalam indikator 
ini adalah  84 : 10.000 dan rasio terkecil sebesar 1 : 10.000, dengan rata-rata 
rasio 12 : 10.000. Angka rata-rata tersebut menunjukkan bahwa di daerah-
daerah yang diteliti untuk setiap 10.000 penduduk tersedia 12 kendaraan 
umum. Adapun sebaran rasio indikator ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

Gambar 5.14.  
Rasio Jumlah Kendaraan Umum dengan Jumlah Penduduk  
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Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006.. 

Berdasarkan gambar tersebut daerah yang paling banyak menyediakan 
angkutan umum penduduk adalah Kota Sukabumi yaitu dengan rasio 84. 
Artinya di daerah ini untuk setiap 10.000 penduduk tersedia angkutan umum 
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sebanyak 84. Daerah-daerah lain yang juga rasionya cukup tinggi adalah 
Kabupaten Barru, Kota Ambon, Kota Padang dan Kota Bitung, yang jumlah 
angkutan umumnya untuk setiap 10.000 penduduk berkisar antara 48 hingga 
36 kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pelayanan transportasi 
umum di daerah-daerah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan daerah-
daerah lain yang diteliti. 

Sedangkan daerah-daerah yang rasio jumlah kendaraan umum per 
10.000 penduduknya sangat kecil terdiri dari lima kabupaten yang semuanya 
berada di Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yaitu Kabupaten Bondowoso, 
Situbondo, Cilacap, Magetan dan Pemalang. Di daerah-daerah tersebut untuk 
setiap 10.000 penduduk tersedia 1 kendaraan umum. Hal ini menunjukkan 
bahwa di daerah ini fasilitas kendaraan umum masih terbatas. Dengan 
demikian dapat diasumsikan bahwa mobilitas penduduk di daerah ini lebih 
banyak menggunakan kendaraan pribadi baik kendaraan roda empat atau roda 
dua.  

Gambar 5.15. 
Daerah dengan Rasio Jumlah Kendaraan Umum Per Penduduk Terbesar dan Terkecil 

Tahun 2005 
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Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

 
6. Akses Masyarakat Fasilitas Pasar/Supermarket dan Lembaga 

Keuangan 
Pengukuran pelayanan publik dalam bidang sarana dan prasarana di 

suatu daerah dapat juga dilakukan dengan melihat sejauh mana pemerintah 
daerah menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi masyarakat untuk 
menunjang kegiatan ekonomi. Infrastruktur tersebut adalah pasar baik pasar 
tradisional maupun pasar modern (supermarket) dan lembaga-lembaga 
keuangan baik yang berjenis bank maupun non-bank.  
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Pasar diperlukan bagi masyarakat tidak saja untuk melakukan transaksi 
barang, akan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan 
dewasa ini kehadiran swalayan dalam skala kecil (miniswalayan) tidak hanya di 
daerah perkotaan tapi juga di daerah-daerah kabupaten. Begitu pula dengan 
lembaga-lembaga keuangan baik yang berbentuk bank maupun non-bank 
dewasa ini semakin dibutuhkan oleh masyarakat baik untuk memperoleh 
pinjaman dana maupun untuk melakukan investasi dalam bentuk tabungan atau 
deposito.  

Pengukuran kinerja pelayanan dalam ketersediaan pasar/supermarket 
dilakukan dengan menghitung rasio antara jumlah pasar/supermarket yang 
tersedia dengan jumlah penduduk. Sedangkan kinerja pelayanan dalam 
ketersediaan lembaga keuangan diukur dengan menghitung rasio jumlah 
lembaga keuangan terhadap penduduk. 

Berdasarkan informasi dari 84 Pemerintah Daerah diketahui bahwa rasio 
jumlah pasar/supermarket terhadap jumlah penduduk berkisar antara 336 : 
1.000.000 sampai dengan 2 : 1.000.000 dengan rasio rata-rata mencapai 52 : 
1.000.000. Angka rata-rata tersebut menunjukkan bahwa untuk setiap 1 juta 
penduduk tersedia 52 pasar/supermarket. Daerah yang memiliki rasio paling 
tinggi adalah Kabupaten Pati yaitu 336. Artinya, untuk 1 juta penduduk di 
daerah ini tersedia sebanyak 336 pasar/supermarket. Daerah-daerah lain yang 
juga memiliki rasio cukup tinggi dalam aspek ini adalah Kabupaten Majene, 
Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan. Hal ini mengindikasikan 
bahwa akses masyarakat di daerah-daerah terhadap ketersediaan pasar atau 
supermarket cukup memadai.  

Sedangkan daerah-daerah yang memiliki rasio paling rendah antara lain 
Kabupaten Pasuruan, Kota Tangerang dan Kota Magelang. Misalnya di 
Kabupaten Pasuruan yang merupakan daerah yang memiliki rasio terendah, 
yaitu di daerah ini hanya tersedia 2 pasar/supermarket untuk setiap 1 juta 
penduduk. Adapun sebaran rasio dan perbandingan rasio tertinggi dan 
terendah ini dapat dilihan pada gambar-gambar di bawah ini. 

Gambar 5.16. 
Rasio Jumlah Pasar/Supermarket Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2005 
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Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

Rata-rata 
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Gambar 5.17. 
Daerah dengan Rasio Jumlah Pasar/Supermarket Terhadap Penduduk  

Terbesar dan Terkecil Tahun 2005 
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Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

 Adapun akses masyarakat terhadap fasilitas lembaga keuangan baik 
bank maupun non-bank, berdasarkan data yang diberikan oleh 68 pemerintah 
daerah menunjukkan bahwa rasio jumlah lembaga keuangan terhadap 
penduduk berkisar antara 134 : 100.000 sampai dengan 1 : 100.000, dengan 
rasio rata-rata 19 : 100.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah lembaga 
keuangan yang ada di daerah untuk setiap 100.000 penduduk jumlah tertinggi 
mencapai 134 lembaga dan jumlah terendah mencapai 1 lembaga, dengan 
rata-rata jumlah lembaga keuangan sebanyak 19 lembaga.  

Daerah yang menyediakan fasilitas lembaga keuangan terbanyak untuk 
melayani setiap 100.000 penduduk adalah Kota Padang Panjang. Artinya di 
daerah ini askes masyarakat terhadap pelayanan lembaga-lembaga perbankan 
baik bank maupun non-bank lebih banyak dibanding daerah-daerah lainnya. 
Nampaknya Pemerintah Daerah setempat memberikan fasilitas yang lebih 
mudah terhadap ketersediaan lembaga-lembaga keuangan di daerah sehingga 
masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pelayanan lembaga-lembaga 
keuangan ini. 

Daerah-daerah lain yang juga memiliki menyediakan lembaga-lembaga 
keuangan relatif lebih banyak di daerahnya antara lain Kabupaten Bangli, 
Kendal, Rembang dan Gunung Kidul. Meskipun jumlah lembaga keuangan 
yang ada di daerah ini untuk setiap 100.000 penduduknya masih dibawah 
angka 100 buah atau lebih kecil dibandingkan dengan Kota Padang Panjang.  

Sedangkan daerah-daerah yang ketersediaan lembaga-lembaga 
keuangannya paling sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduknya yaitu 
terdiri dari daerah kabupaten yakni Kabupaten Pacitan, Tana Toraja, Kebumen, 
Magetan, dan Langkat. Di daerah-daerah ini jumlah lembaga keuangan untuk 
melayani 100.000 orang penduduk hanya tersedia sebanyak 1 lembaga. 
Dengan demikian akses masyarakat di daerah ini terhadap lembaga-lembaga 
keuangan baik bank maupun non-bank masih kurang. Pemerintah daerah 
nampaknya perlu meningkatkan perannya dalam memfasilitasi ketersediaan 
lembaga-lembaga tersebut di daerahnya.  
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Gambar 5.18. 
Rasio Jumlah Lembaga Keuangan (Bank dan Non-Bank) dengan Jumlah Penduduk  

Tahun 2005 
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Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

Gambar 5.19. 
Daerah dengan Rasio Jumlah Lembaga Keuangan Terhadap Penduduk  

Terbesar dan Terkecil Tahun 2005 
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Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

 
C. Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan  

Pelaksanaan otonomi daerah pada sebagaimana telah disebutkan pada 
dasarnya memiliki tujuan utama untuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat terutama pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat. Oleh karena itu melalui kewenangan yang telah diberikan, 
Pemerintah Daerah sudah seyogyanya untuk melakukan berbagai upaya dalam 
rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.  

Keberhasilan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
publik sangat tergantung kepada berbagai faktor, salah satunya adalah sumber 
daya manusia. Dalam hal ini adalah pegawai negeri sipil yang berfungsi 

Rata-rata 
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sebagai pelayan publik. Pelimpangan kewenangan dari Pusat ke daerah telah 
berimplikasi terhadap perubahan pola pemerintahan, salah satunya dewasa ini 
sebagian besar pemerintah daerah menerbitkan kebijakan baru yang berkaitan 
dengan manajemen kepegawaiannya mulai dari seleksi dan pengadaan 
pegawai sampai dengan pengembangan karir dan kompetensi pegawai. 

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, salah satu 
upaya yang sangat perlu dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan 
kualitas sumber daya manusianya melalui berbagai program pengembangan 
termasuk pendidikan dan pelatihan. Semakin banyak daerah melakukan 
program pengembangan terhadap pegawainya, maka diharapkan kualitas 
sumber daya manusia yang dimilikinya akan semakin baik pula. Pada akhirnya 
meningkatnya kualitas SDM tersebut akan berimbas pula pada peningkatan 
kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Oleh karena itu untuk mengukur sejauh mana upaya pemerintah daerah 
untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan 
dengan melihat sejauh mana komitmen pemerintah daerah tersebut terhadap 
upaya peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Semakin banyak 
pegawai di pemerintah daerah yang memperoleh kesempatan untuk mengikuti 
berbagai program peningkatan kompetensinya, maka semakin besar komitmen 
pemerintah terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada 
masyarakat. Karena itu kinerja pelayanan publik dalam dimensi peningkatan 
kualitas pelayanan ini salah satunya diukur dengan melihat prosentase jumlah 
pegawai yang ada di daerah yang telah mengikuti program-program 
pengembangan atau pendidikan dan pelatihan dibandingkan dengan total 
jumlah keseluruhan pegawai yang ada di daerah. Pegawai-pegawai yang dilihat 
dalam penelitian ini adalah pegawai yang berada di PDAM, PLN Dinas 
Perhubungan, Dinas/Kantor PU Binamarga, Dinas/Kantor Pasar dan Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan.  

Berdasarkan data dari 96 pemerintah daerah, pengukuran terhadap rasio 
jumlah pegawai yang berada di unit-unit kerja di daerah tersebut yang sudah 
mengikuti diklat baik teknis maupun fungsional prosentasenya berkisar antara 
4,61% sampai dengan 0,02%, dengan prosentase rata-rata mencapai 0,84%. 
Data tersebut menunjukkan rata-rata di daerah baru 0,84% pegawai yang ada 
di unit-unit kerja bidang sarana prasarana umum dibandingkan dengan total 
keseluruhan pegawai di daerah sudah memperoleh kesempatan untuk 
mengikuti program pengembangan pegawai baik berupa diklat teknis maupun 
fungsional. Angka rata-rata ini menunjukkan prosentase yang cukup kecil yaitu 
dibawah angka 1%, prosentase tertinggi pun masih di bawah angka 10%. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komitmen pemerintah daerah untuk 
meningkatkan kualitas SDM pelayanan masih perlu ditingkatkan terus. 
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Gambar 5.20. 
Rasio Jumlah Pegawai Bidang Sarana dan Prasarana Umum Yang Sudah Mengikuti Diklat 

Terhadap Jumlah PNS di Daerah Terhadap Jumlah PNS di Daerah Tahun 2005 
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Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

Salah satu hal yang menarik adalah bahwa pada tahun 2005 daerah 
yang memiliki prosentase tertinggi dalam pengembangan sumber daya 
manusia bidang sarana dan prasarana di daerah adalah Kota Yogyakarta. Hal 
ini mengingat pada tahun ini daerah ini tengah dilanda bencana alam gempa 
bumi. Namun dalam hal ini tidak mengurangi komitmen daerah ini untuk 
meningkatkan kualitas aparatur yang berada di unit-unit kerja bidang sarana 
dan prasarana umum. Daerah-daerah lain yang memiliki prosentase cukup 
tinggi antara lain Kota Madiun, Kota Semarang, Kota Padang Panjang dan Kab. 
Bantaeng. 

Hal lain yang juga menarik adalah daerah Kotamadya Jakarta Utara 
yang termasuk daerah yang memiliki prosentase paling rendah dalam indikator 
ini. Padahal daerah ini dibandingkan dengan daerah-daerah lain dapat 
dikatakan relatif lebih maju karena berada di daerah perkotaan dan berada 
dalam wilayah administrastif ibu kota negara. Kotamadya Jakarta Utara, 
bersama-sama dengan Kabupaten Ngada, Kota Makassar, Kabupaten 
Purbalingga dan Kabupaten Rembang termasuk lima daerah yang prosentase 
pegawainya di unit-unit kerja bidang sarana dan prasarana umum yang sudah 
mengikuti program pengembangan pegawai (diklat) palin rendah diantara 96 
daerah yang memberikan informasi dalam indikator ini. Dengan demikian dapat 
dikatakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka 
daerah-daerah ini masih perlu meningkatkan upayanya dalam peningkatan 
kualitas SDMnya, terutama SDM yang tugas dan pekerjaannya di dalam 
pelayanan bidang sarana dan prasarana umum. 

Rata-rata 
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Gambar 5.21. 
Daerah dengan Rasio Terbesar dan Terkecil Dalam Jumlah Pegawai Bidang Sarana dan 

Prasarana Umum yang Telah Mengikuti Diklat Terhadap Jumlah PNS di Derah Tahun 2005 
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Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

 
D. Kinerja Pelayanan Publik Bidang Sarana dan Prasarana Umum 

Gambaran capaian daerah untuk setiap indikator pelayanan di bidang 
sarana dan prasarana umum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, 
menjelaskan kepada kita sejauh mana kinerja pelayanan publik daerah pada 
bidang sarana prasarana umum dalam dimensi anggaran, akses pelayanan, 
dan peningkatan kualitas SDM di bidang kesehatan. Untuk memperoleh 
gambaran total tentang kinerja daerah dalam pelayanan publik bidang sarana 
dan prasarana umum, maka setiap hasil dari pengukuran indikator tersebut baik 
dalam bentuk rata-rata angka rasio, frekuensi dan atau prosentase selanjutnya 
diakumalasikan. Akumulasi dari seluruh pengukuran tersebut dilakukan melalui 
suatu formula penghitungan indeks kinerja pelayanan sebagaimana telah 
digambarkan pada Bab 1.  

Semakin tinggi indeks yang diperoleh suatu daerah, mencerminkan 
bahwa daerah tersebut memiliki kinerja pelayanan bidang sarana dan 
prasarana umum yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah 
lainnya. Adapun pengukuran indeks pelayanan publik bidang sarana dan 
prasarana umum yang dilakukan berdasarkan data tahun 2005 memperlihatkan 
dari 440 daerah kabupaten/kota yang berpartisipasi dalam pengukuran ini 
hanya 114 daerah. Dari 114 daerah itu pun ternyata hanya 101 daerah 
(88,59%), sedangkan sisanya yaitu 13 daerah (11,40%) data yang diberikan 
kurang lengkap. Dengan demikian pengukuran indeks pelayanan publik bidang 
sarana dan prasarana dilakukan terhadap 101 daerah yang mengisi instrumen 
secara lengkap. 
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Berdasarkan pengukuran terhadap 101 daerah tersebut, maka hasilnya 
memperlihatkan bahwa indeks yang tertinggi dicapai oleh daerah mencapai 
angka 100 sedangkan indeks terendah mencapai angka 0. Adapun rata-rata 
indeks adalah 26,23. Daerah-daerah yang mencapai indeks di atas rata 
sebanyak 36 daerah (35,64%), sedangkan daerah yang indeksnya berada di 
bawah rata-rata sebanyak 65 daerah (64,36%). Hal ini menunjukkan bahwa 
kinerja pelayanan publik di daerah untuk bidang sarana dan prasarana umum 
daerah secara umum masih berada di bawah rata-rata. Dapat diasumsikan 
bahwa pelayanan publik di bidang ini di daerah-daerah yang diteliti masih perlu 
ditingkatkan lagi, baik dari dimensi anggaran, akses pelayanan, dan 
peningkatan kualitas SDM. Adapun sebaran perolehan indesk dari daerah-
daerah yang diteliti adalah sebagai berikut. 

Gambar 5.21. 
Sebaran Indeks Pelayanan Publik Bidang Sarana dan Prasarana Umum Tahun 2005 

 
Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

Berdasarkan gambar tersebut daerah-daerah yang memiliki indeks 
pelayanan publik (IPP) bidang sarana dan prasarana umum daerah yang 
tertinggi adalah Kota Tegal, dengan nilai indeks mencapai angka 100. Hal ini 
menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik bidang sarana dan prasarana 
umum di daerah ini paling tinggi diantara daerah-daerah lain yang diteliti. Salah 
satu kontributor yang cukup tinggi bagi pencapaian indeks yang tinggi di daerah 
ini antaranya dalam aspek anggaran. Pengukuran terhadap aspek ini 
memperlihatkan Kota Tegal merupakan salah satu daerah yang rasio 
anggarannya baik terhadap PDRB maupun APBD mempunyai nilai yang cukup 
tinggi. Hal ini memperlihatkan pemerintah daerah kota ini memiliki komitmen 
yang cukup tinggi dalam mengalokasikan anggaran bagi pembangunan dan 
pemeliharaan sarana dan prasana umum di daerahnya. 

Daerah-daerah lain yang juga memiliki IPP bidang sarana dan prasarana 
tinggi setelah Kota Tegal dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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Gambar 5.22. 
Kabupaten/Kota Dengan IPP Bidang Sarana dan Prasarana Umum Tertinggi Tahun 2005 
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Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

 Berdasarkan gambar tersebut daerah-daerah yang termasuk ke dalam 
10 daerah dengan IPP tertinggi diantara 101 daerah yang diteliti terdiri dari 5 
daerah Kota dan 5 daerah Kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja 
pelayanan publik dalam bidang sarana dan prasarana umum baik di wilayah 
administratif Kota maupun Kabupaten relatif sama. Perolehan IPP bidang 
sarana dan prasarana umum yang tertinggi pun cukup bervariasi dari segi 
geografis. Artinya IPP tertinggi tidak didominasi oleh daerah-daerah yang 
berada di suatu wilayah tertentu saja. Misalnya saja bila dilihat dari segi 
geografis daerah-daerah dengan IPP bidang sarana prasarana umum yang 
tinggi itu berada di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Hal ini 
secara tidak langsung memperlihatkan adanya pemerataan kinerja 
pembangunan fisik di daerah-daerah yang berada di luar Pulau Jawa.  
 Adapun daerah yang memiliki IPP bidang sarana dan prasarana umum 
terkecil di antara 101 daerah yang diukur adalah Kabupaten Banjarnegara 
dengan indeks 0. Angka ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di bidang 
sarana dan prasarana umum di daerah ini masih rendah.  Dengan kata lain 
komitmen pemerintah daerah baik untuk menyediakan anggaran, meningkatkan 
akses pelayanan serta melakukan upaya peningkatan SDM bidang sarana dan 
prasarana umum masih perlu ditingkatkan terus. Karena bagaimanapun 
ketersediaan anggaran, kualitas sarana dan prasarana umum serta mutu SDM 
yang ada di daerah sangat tergantung kepada komitmen daerah itu sendiri 
untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya.  
 Sedangkan daerah-daerah lain yang juga termasuk kedalam kategori 10 
daerah dengan IPP bidang sarana dan prasarana terendah dapat dilihat pada 
gambar berikut ini. 
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Gambar 5.23. 
Kabupaten/Kota Dengan IPP Bidang Sarana dan Prasarana Umum Terendah Tahun 2005 
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Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

 Berdasarkan gambar tersebut 10 daerah yang termasuk dalam kategori 
IPP bidang sarana dan prasarana terendah terdiri dari 1 daerah kota dan 9 
daerah kabupaten.  Nilai indeks di daerah-daerah ini kurang dari 6. Angka ini 
masih sangat jauh dari angka rata-rata yaitu 26,23. Hal yang cukup menarik 
dari gambar tersebut adalah ternyata Kabupaten Aceh Barat termasuk salah 
satu daerah yang pada tahun 2005 terkena bencana alam Tsunami 
memperoleh IPP bidang sarana dan prasarana umum satu tingkat lebih tinggi 
dibandingkan Kabupaten Banjarnegara.  

Namun secara umum dapat dikatakan dengan angka indeks yang 
rendah ini menunjukkan bahwa kinerja daerah dalam penyediaan pelayanan 
bidang sarana dan prasarana umum di daerah-daerah ini masih perlu 
ditingkatkan lagi. Pemerintah Daerah masih perlu terus melakukan berbagai 
upaya untuk meningkatkan kinerjanya dalam pelayanan di bidang sarana dan 
prasarana umum baik dalam dimensi anggaran, peningkatan akses masyarakat 
terhadap berbagai fasilitas umum serta peningkatan kualitas SDM sebagai 
pelaku utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melalui 
kewenangan yang dimilikinya dalam bidang sarana dan prasarana umum ini, 
Pemerintah Daerah perlu merumuskan berbagai strategi dalam rangka 
meningkatkan kualitas kondisi sarana dan prasarana umum yang ada di 
daerah. 

Secara keseluruhan pencapaian daerah dalam IPP bidang sarana dan 
prasarana umum dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 5.2. 
Indeks Pelayanan Publik Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Kabupaten/Kota  

Tahun 2005  
 

Peringkat Kabupaten/Kota Indeks Pelayanan Publik 
Bidang Sarana & Prasarana 

7.  Kota  Tegal 100.00 
8.  Kota  Madiun 89.15 
9.  Kota  Padang Panjang 77.60 
10.  Kabupaten  Rokan Hulu 66.43 
11.  Kabupaten  Barru 65.69 
12.  Kabupaten  Pelalawan 63.35 
13.  Kota  Samarinda 60.63 
14.  Kabupaten  Enrekang 59.83 
15.  Kota  Sukabumi 59.63 
16.  Kabupaten  Ponorogo 58.39 
17.  Kabupaten  Majene 56.74 
18.  Kabupaten  Alor 55.92 
19.  Kota  Yogyakarta 54.21 
20.  Kota  Tangerang 53.71 
21.  Kabupaten  Pekalongan 52.74 
22.  Kota  Tanjung Balai 44.66 
23.  Kota  Padang 43.28 
24.  Kabupaten  Gunung Kidul 42.16 
25.  Kota  Salatiga 41.99 
26.  Kota  Tebing Tinggi 41.15 
27.  Kabupaten  Deli Serdang 39.36 
28.  Kabupaten  Bangli 39.10 
29.  Kotamadya  Jakarta Utara 38.94 
30.  Kabupaten  Klungkung 38.69 
31.  Kabupaten  Karangasem 38.27 
32.  Kabupaten  Pati 36.54 
33.  Kota  Probolinggo 36.09 
34.  Kabupaten  Ende 36.03 
35.  Kota  Binjai 35.90 
36.  Kabupaten  Bantaeng 35.76 
37.  Kota  Palembang 35.49 
38.  Kabupaten  Pacitan 31.98 
39.  Kota  Blitar 29.94 
40.  Kabupaten  Kupang 29.85 
41.  Kabupaten  Kudus 26.85 
42.  Kabupaten  Kuningan 26.50 
43.  Kabupaten  Magelang 25.77 
44.  Kota  Semarang 24.51 
45.  Kabupaten  Tana Toraja 24.36 
46.  Kota  Batu 24.06 
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Peringkat Kabupaten/Kota Indeks Pelayanan Publik 
Bidang Sarana & Prasarana 

47.  Kabupaten  Majalengka 23.55 
48.  Kabupaten  Sukoharjo 23.48 
49.  Kabupaten  Halmahera Tengah 23.47 
50.  Kota  Ambon 23.21 
51.  Kabupaten  Banggai 23.10 
52.  Kabupaten  Klaten 22.97 
53.  Kabupaten  Kendal 22.79 
54.  Kota  Payakumbuh 22.74 
55.  Kabupaten  Bojonegoro 22.47 
56.  Kabupaten  Cilacap 21.39 
57.  Kabupaten  Grobogan 21.03 
58.  Kabupaten  Banyumas 20.91 
59.  Kota  Mojokerto 20.04 
60.  Kabupaten  Bangkalan 20.00 
61.  Kota Bitung Bitung 19.05 
62.  Kabupaten  Kebumen 18.54 
63.  Kabupaten  Rembang 18.37 
64.  Kabupaten  Sragen 18.07 
65.  Kabupaten  Karo 17.80 
66.  Kabupaten  Buleleng-Singaraja  17.79 
67.  Kabupaten  Magetan 17.56 
68.  Kabupaten  Purworejo 15.15 
69.  Kabupaten  Bangka 14.54 
70.  Kota  Magelang 14.37 
71.  Kabupaten  Sikka 14.31 
72.  Kabupaten  Tabanan 14.05 
73.  Kabupaten  Batang Hari 13.62 
74.  Kabupaten  Tanah Laut 13.19 
75.  Kabupaten  Situbondo 13.15 
76.  Kabupaten  Maluku Tenggara Barat 13.09 
77.  Kabupaten  Pemalang 12.91 
78.  Kabupaten  Tapanuli Utara 12.56 
79.  Kabupaten  Bondowoso 12.02 
80.  Kabupaten  Purbalingga 11.86 
81.  Kabupaten  Lombok Barat 11.65 
82.  Kabupaten  Lombok Timur 11.64 
83.  Kabupaten  Ciamis 11.39 
84.  Kabupaten  Jember 11.20 
85.  Kabupaten  Madiun 11.17 
86.  Kabupaten  Tanjung Jabung Barat 11.14 
87.  Kabupaten  Mandailing Natal 10.64 
88.  Kabupaten  Pasuruan 9.58 
89.  Kabupaten  Lumajang 9.18 
90.  Kota  Bekasi 9.05 



 
 

Pengukuran Indeks Pelayanan Publik Tahun 2005 
 
 

116

Peringkat Kabupaten/Kota Indeks Pelayanan Publik 
Bidang Sarana & Prasarana 

91.  Kabupaten  Nganjuk 8.95 
92.  Kabupaten  Brebes 8.90 
93.  Kabupaten  Blitar 8.46 
94.  Kabupaten  Sumenep 8.04 
95.  Kabupaten  Langkat 6.88 
96.  Kota  Denpasar 5.99 
97.  Kabupaten  Malang 5.93 
98.  Kabupaten  Mojokerto 5.90 
99.  Kabupaten  Ngada 5.64 
100.  Kabupaten  Hulu Sungai Tengah 5.56 
101.  Kabupaten  Kota Baru 4.48 
102.  Kabupaten  Gresik 4.08 
103.  Kabupaten  Temanggung 3.76 
104.  Kota  Makassar 3.27 
105.  Kabupaten  Demak 1.46 
106.  Kabupaten  Aceh Barat 0.38 
107.  Kabupaten  Banjarnegara 0.00 
108.  Kabupaten  Trenggalek Data Tidak Lengkap 
109.  Kabupaten  Barito Selatan Data Tidak Lengkap 
110.  Kabupaten  Banjar Data Tidak Lengkap 
111.  Kabupaten  Maluku Tengah Data Tidak Lengkap 
112.  Kabupaten  Biak Data Tidak Lengkap 
113.  Kabupaten  Bengkulu Selatan Data Tidak Lengkap 
114.  Kabupaten  Toba Samosir Data Tidak Lengkap 
115.  Kota Pasuruan Data Tidak Lengkap 
116.  Kota Pekalongan Data Tidak Lengkap 
117.  Kabupaten  Buol Data Tidak Lengkap 
118.  Kabupaten  Bogor Data Tidak Lengkap 
119.  Kabupaten  Lampung Utara Data Tidak Lengkap 
120.  Kabupaten  Kotawaringin Timur Data Tidak Lengkap 

Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 
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BAB 6  

INDEKS PELAYANAN PUBLIK DAERAH 
 

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pengukuran kinerja pelayanan 
publik dalam penelitian ini difokuskan kepada tiga pelayanan dasar yaitu bidang 
pendidikan, bidang kesehatan serta bidang sarana dan prasarana umum. 
Ketiga bidang tersebut merupakan kewenangan wajib yang harus dilaksanakan 
oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya kewenangan tersebut 
diharapkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di ketiga bidang tersebut 
menjadi semakin baik. Selanjutnya, peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri 
menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah di dalam menyediakan 
pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat sudah baik.  

Pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan di berbagai 
bidang kebutuhan dasar masyarakat dapat dilihat dari berbagai dimensi, mulai 
dari dimensi input, proses, output bahkan sampai kepada outcome, impact dan 
benefitnya. Dalam penelitian ini pengukuran kinerja pelayanan menggunakan 
tiga dimensi utama yaitu dimensi anggaran, dimensi akses dan dimensi 
peningkatan mutu SDM. Ketiga dimensi tersebut selanjutnya dijabarkan ke 
dalam indikator-indikator kinerja yang mudah diukur. 

Pengukuran kinerja dalam dimensi anggaran digunakan untuk mengukur 
sejauh mana kinerja input dari pemerintah daerah di dalam menyediakan 
sumber daya bagi ketersediaan pelayanan publik baik untuk bidang pendidikan, 
kesehatan maupun bidang sarana dan prasarana umum. Sedangkan 
pengukuran kinerja dalam dimensi akses pelayanan, secara tidak langsung 
mengukur sejauh mana kinerja proses dan juga ouput dari ketiga bidang 
pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya saja dalam bidang 
pendidikan, penggunaan indikator perbandingan antara jumlah murid dengan 
guru dalam dimensi akses pelayanan secara tidak langsung menunjukkan 
sejauh mana kinerja proses pendidikan itu sendiri. Semakin perbandingan 
jumlah ini mendekati rasio ideal yaitu sesuai dengan standar yang berlaku, 
maka semakin baik proses pendidikan yang berlangsung di sekolah. Atau 
dalam pelayanan dalam bidang kesehatan misalnya penggunaan indikator rasio 
bayi yang meninggal pada saat dilahirkan, menunjukkan kinerja output bidang 
kesehatan. Semakin kecil jumlah bayi yang meninggal pada saat dilahirkan, 
menunjukkan kinerja pelayanan kesehatan khususnya pelayanan persalinan 
bagi ibu-ibu yang melahirkan menjadi semakin baik. Begitu pula dalam 
pelayanan bidang sarana dan prasarana umum, misalnya penggunaan indikator 
rasio panjang jalan yang berkualitas baik dengan keseluruhan luas wilayah 
suatu daerah, memperlihatkan tidak saja kinerja dalam dimensi proses tapi juga 
dimensi output.  

Hasil pengukuran terhadap berbagai indikator kinerja daerah di ketiga 
bidang pelayanan dasar telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya yang 
menyangkut tiga dimensi utama yaitu dimensi anggaran, dimensi akses 
pelayanan dan dimensi peningkatan kualitas pelayanan maupun kualitas SDM 
pelayanan itu sendiri. Hasil pengukuran itu pun sudah menghasilkan suatu 
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gambaran ukuran capaian kinerja daerah di setiap bidang pelayanan yaitu 
berupa indeks pelayanan publik (IPP) bidang pelayanan. Dalam bab ini 
selanjutnya akan diuraikan totalitas kinerja pelayanan yang merupakan 
gabungan dari kinerja pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan serta bidang 
sarana dan prasarana umum. Ketiga bidang tersebut berdasarkan 
pertimbangan pakar (expert judgement) dalam penelitian ini dianggap memiliki 
bobot yang sama. Dalam arti setiap bidang pelayanan mempunyai kontribusi 
yang sama terhadap pencapaian kinerja total daerah di dalam memberikan 
pelayanan dasar kepada masyarakat. 

Totalitas kinerja pelayanan dasar tersebut selanjutnya diformulasikan 
dalam suatu nilai berupa indeks pelayanan publik (IPP). Sebagaimana telah 
dijelaskan sebelumnya, indeks pelayanan publik ini merupakan suatu ukuran 
pemeringkatan kinerja yang telah dicapai oleh suatu daerah dengan 
menggunakan suatu formula tertentu. Adapun daerah-daerah yang 
berpartisipasi dalam penelitian ini seluruhnya berjumlah 114 daerah, akan tetapi 
setelah dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja di setiap bidang, ada 7 
daerah yang tidak lengkap mengisi instrumen yang telah disediakan. Daerah-
daerah yang diikutsertakan dalam pengukuran terdiri dari 7 daerah kabupaten 
yaitu Kabupaten Trenggalek, Barito Selatan, Banjar, Maluku Tengah, Biak, 
Bengkulu Selatan dan Kabupaten Toba Samosir.  

Hasil pengukuran IPP terhadap 107 daerah-daerah yang diteliti 
memperlihatkan bahwa indeks tertinggi yang diperoleh daerah mencapai angka 
100, sedangkan indeks terendahnya adalah 0. Adapun IPP rata-rata adalah 
51,37. Dari 107 daerah tersebut, sebanyak 57 daerah (53,27%) memperoleh 
nilai indeks di atas rata-rata, sedangan sisanya yaitu 50 daerah (46,73%) 
memperoleh nilai indeks di bawah rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa 
proporsi antara daerah dengan indeks di atas rata-rata dan di bawah rata-rata 
cukup seimbang. Meskipun daerah yang mencapai indeks kinerja di atas rata-
rata agak lebih banyak sedikit. Sebaran capaian IPP daerah pada tahun 2005 
dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  

Gambar 6.1. 
Sebaran Indeks Pelayanan Publik Daerah Tahun 2005 
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Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

Namun demikian bila dilihat dari gambar tersebut, pencapaian IPP di 
daerah-daerah yang diteliti sebenarnya hapir 90% lebih nilainyanya di bawah 
angka 70. Hanya 10 daerah yang nilai indeksnya mencapai angka 70 ke atas. 
Daerah-daerah tersebut karenanya termasuk ke dalam 10 besar dengan 
capaian indeks tertinggi. Daerah-daerah tersebut dapat dilihat pada gambar 
berikut ini. 

Gambar 6.2. 
Kabupaten/Kota Dengan Indeks Pelayanan Publik Tertinggi Tahun 2005 

 

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

Kota Madiun

Kota Tegal

Kab. Enrekang

Kota Salatiga

Kota Tangerang

Kota Padang Panjang

Kota Palembang

Kab. Ende

Kab. Majene

Kota Sukabumi

 
Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 

 Berdasarkan gambar tersebut, daerah-daerah yang memperoleh nilai 
indeks pelayanan publik tertinggi terdiri dari 7 daerah kota dan 3 daerah 
kabupaten. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa kinerja 
pelayanan publik di daerah-daerah yang dikategorikan sebagai wilayah 
administratif kota memiliki kinerja yang cukup tinggi. Adapun daerah-daerah 
kota yang termasuk kedalam 10 besar dengan capaian indeks yang tinggi 
adalah Kota Madiun, Kota Tegal, Kota Salatiga, Kota Padang Panjang, Kota 
Palembang, dan Kota Sukabumi. Sedangkan daerah kabupaten yang masuk 
kedalam 10 besar IPP tinggi adalah Kabupaten Enrekang, Kabupaten Ende dan 
Kabupaten Majene. 

Gambar tersebut memperlihatkan pula bahwa daerah-daerah yang 
memiliki IPP tinggi, 50%-nya berada di wilayah geografis Pulau Jawa. Lima 
daerah lainnya berada di Sumatera (2 daerah), Sulawesi (2 daerah) dan Nusa 
Tenggara Timur (1 daerah). Hal yang sangat menarik adalah Kabupaten 
Majene, yang menempati urutan ke-9 merupakan daerah yang sejak tahun 
2004 termasuk kedalam wilayah administrasi propinsi baru yaitu Propinsi 
Sulawesi Barat berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004.  

Daerah yang memperoleh indeks pelayanan publik tertinggi adalah Kota 
Madiun dengan nilai indeks mencapai 100. Capaian indeks tertinggi oleh Kota 
ini dapat dimengerti mengingat daerah ini di setiap bidang pelayanan yaitu 
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pendidikan, kesehatan serta bidang sarana dan prasarana mencapai angka 
indeks yang cukup tinggi. Capaian kinerja daerah ini untuk bidang pendidikan 
sebesar 66,7, bidang kesehatan 100, serta bidang sarana dan prasarana 
sebesar 89,15. Urutan kedua dan ketiga dengan capaian IPP yang tinggi 
sesudah Kota Madiun adalah Kota Tegal dan Kabupaten Enrekang, dengan 
nilai indeks masing-masing 87,83 dan 87,28.  

Adapun yang memperoleh IPP terendah dalam penelitian ini adalah 
Kabupaten Aceh Barat, yang mencapai nilai IPP sebesar 0. Hal ini barangkali 
sangat wajar mengingat daerah ini terkena bencana alam Tsunami. Daerah ini 
sampai saat ini masih dalam tahap pemulihan kembali dengan melaksanakan 
berbagai program rekonstruksi di berbagai bidang termasuk bidang pendidikan, 
kesehatan serta bidang sarana dan prasarana umum. Dengan demikian daerah 
ini masih menghadapi berbagai kendala dalam memberikan pelayanan yang 
baik kepada masyarakatnya diketiga bidang tersebut. 

Pada gambar 6.1. dibawah terlihat daerah-daerah lain yang juga 
termasuk kedalam 10 besar daerah dengan IPP terendah selain Kabupaten 
Aceh Barat. Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 
Kota Denpasar, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kota Semarang, Kabupaten 
Banjarnegara, Kabupaten Lampur Utara, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten 
Bogor dan Kabupaten Buol. Dengan demikian ada 2 daerah yang dikategorikan 
sebagai wilayah administratif kota yang termasuk dalam kategori IPP terendah 
yaitu kota Denpasar dan Kota Semarang. Hal ini tentunya cukup mengherankan 
mengingat kedua kota tersebut dapat dikategorikan sebagai daerah yang cukup 
maju. Salah satu penjelasan yang dapat diberikan disini untuk kedua daerah ini 
adalah bahwa pengukuran kinerja pelayanan di daerah ini hanya didasarkan 
pada hasil IPP bidang Sarana dan Prasarana saja, karena untuk bidang 
pendidikan dan kesehatan data yang dikirimkan oleh kedua daerah ini tidak 
lengkap. Capaian nilai IPP didaerah-daerah ini dapat dilihat pada gambar 
berikut ini. 

Gambar 6.3. 
Kabupaten/Kota Dengan Indeks Pelayanan Publik Terendah Tahun 2005 
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Sumber : Survei PKP2A I LAN, 2006. 
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Adapun capaian IPP keseluruhan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
Tabel 6.1. 

Indeks Pelayanan Publik Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2005  
 

Peringkat Kabupaten/Kota IPP 
Pendidikan 

IPP 
Kesehatan 

IPP 
Sarpras IPP Total 

1 Kota  Madiun 66.70 100.00 89.15 100.00 
2 Kota  Tegal 72.38 42.99 100.00 87.83 
3 Kabupaten  Enrekang 78.35 82.07 59.83 87.28 
4 Kota  Salatiga 78.22 92.85 41.99 83.89 
5 Kota  Tangerang 63.85 92.97 53.71 83.10 
6 Kota  Padang Panjang 64.53 61.11 77.60 82.20 
7 Kota  Palembang 61.04 97.23 35.49 76.46 
8 Kabupaten  Ende 60.79 96.36 36.03 76.29 
9 Kabupaten  Majene 69.24 56.52 56.74 74.47 
10 Kota  Sukabumi 69.94 38.45 59.63 70.00 
11 Kabupaten  Pelalawan 57.56 44.61 63.35 68.84 
12 Kabupaten  Banggai 55.77 94.35 23.10 68.83 
13 Kabupaten  Ponorogo 66.43 39.57 58.39 68.59 
14 Kota  Bitung 73.79 76.31 19.05 68.12 
15 Kabupaten  Pekalongan 62.39 47.69 52.74 67.56 
16 Kota  Blitar 68.26 62.13 29.94 65.66 
17 Kabupaten  Barru 69.86 17.50 65.69 65.52 
18 Kota  Yogyakarta 61.37 39.39 54.21 65.06 
19 Kota  Tebing Tinggi 64.58 50.94 41.15 64.97 
20 Kota  Padang 63.97 48.99 43.28 64.94 
21 Kabupaten  Karangasem 65.20 52.73 38.27 64.68 
22 Kabupaten  Bangli 67.01 47.36 39.10 63.94 
23 Kota  Probolinggo 70.74 46.57 36.09 63.90 
24 Kabupaten  Kudus 62.19 65.25 26.85 63.24 
25 Kabupaten  Alor 68.41 21.88 55.92 62.66 
26 Kabupaten  Gunung Kidul 69.63 36.45 42.16 62.55 
27 Kabupaten  Bondowoso 95.04 40.08 12.02 61.58 
28 Kota  Makassar 100.00 44.45 3.27 61.47 
29 Kabupaten  Deli Serdang 66.49 39.95 39.36 61.45 
30 Kabupaten  Magetan 72.01 59.24 17.56 61.37 
31 Kabupaten  Majalengka 69.85 52.61 23.55 60.73 
32 Kota  Samarinda 59.06 20.10 60.63 60.43 
33 Kabupaten  Rokan Hulu 57.13 14.70 66.43 60.19 
34 Kabupaten  Karo 65.29 62.09 17.80 59.90 
35 Kabupaten  Klaten 83.48 34.27 22.97 59.62 
36 Kabupaten  Sukoharjo 75.36 42.02 23.48 59.31 
37 Kabupaten  Ciamis 67.67 64.93 11.39 59.24 
38 Kota  Tanjung Balai 65.70 25.67 44.66 58.56 
39 Kabupaten  Cilacap 68.96 49.49 21.39 58.56 
40 Kabupaten  Malang 74.65 60.96 5.93 58.45 
41 Kabupaten  Klungkung 67.36 30.28 38.69 58.39 
42 Kabupaten  Kebumen 60.99 61.40 18.54 58.37 
43 Kabupaten  Pacitan 67.46 37.71 31.98 58.25 
44 Kabupaten  Rembang 64.74 56.63 18.37 58.15 
45 Kota  Payakumbuh 60.98 55.74 22.74 58.15 
46 Kabupaten  Kendal 63.23 49.65 22.79 57.03 
47 Kabupaten  Magelang 65.18 39.82 25.77 55.72 
48 Kabupaten  Kuningan 64.14 39.11 26.50 55.38 
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Peringkat Kabupaten/Kota IPP 
Pendidikan 

IPP 
Kesehatan 

IPP 
Sarpras IPP Total 

49 Kabupaten  Lumajang 51.80 73.64 9.18 55.34 
50 Kabupaten  Tabanan 72.47 41.74 14.05 54.54 
51 Kabupaten  Bantaeng 65.37 22.90 35.76 54.14 
52 Kabupaten  Pati 66.94 19.92 36.54 54.06 
53 Kabupaten  Halmahera Tengah 52.63 49.32 23.47 53.26 
54 Kotamadya  Jakarta Utara 58.58 22.32 38.94 52.66 
55 Kota  Binjai 60.49 22.95 35.90 52.40 
56 Kabupaten  Buleleng-Singaraja  67.25 35.94 17.79 52.17 
57 Kabupaten  Temanggung 78.43 39.65 3.76 52.13 
58 Kota  Bekasi 68.35 42.19 9.05 51.25 
59 Kabupaten  Sragen 69.26 29.85 18.07 51.05 
60 Kabupaten  Banyumas 65.57 30.60 20.91 51.02 
61 Kabupaten  Maluku Tenggara Barat 59.02 47.07 13.09 50.93 
62 Kabupaten  Bojonegoro 76.93 14.67 22.47 50.67 
63 Kabupaten  Kupang 64.56 18.29 29.85 50.09 
64 Kabupaten  Purbalingga 60.28 43.02 11.86 49.61 
65 Kabupaten Bangkalan 46.46 47.51 20.00 49.07 
66 Kabupaten  Situbondo 69.19 29.55 13.15 49.05 
67 Kabupaten  Sikka 59.32 39.34 14.31 49.01 
68 Kabupaten  Lombok Barat 72.89 26.01 11.65 48.69 
69 Kabupaten  Tana Toraja 65.23 16.68 24.36 47.71 
70 Kabupaten  Gresik 58.44 47.98 4.08 47.55 
71 Kabupaten  Pemalang 69.41 23.88 12.91 47.20 

72 Kota Pasuruan 71.90 38.73 
Data Tidak 
Lengkap 47.12 

73 Kabupaten  Grobogan 56.47 27.37 21.03 46.65 
74 Kota  Magelang 63.08 25.39 14.37 45.91 
75 Kabupaten  Mojokerto 64.35 33.94 5.90 45.90 
76 Kabupaten  Brebes 63.23 28.66 8.90 44.92 
77 Kabupaten  Purworejo 64.46 18.79 15.15 44.59 
78 Kabupaten  Bangka 64.85 18.95 14.54 44.55 
79 Kabupaten  Jember 64.24 23.40 11.20 44.48 
80 Kabupaten  Blitar 67.44 22.68 8.46 44.38 
81 Kabupaten  Lombok Timur 68.69 17.33 11.64 44.33 
82 Kabupaten  Ngada 64.63 25.88 5.64 43.30 
83 Kabupaten  Mandailing Natal 70.54 12.96 10.64 43.22 
84 Kabupaten  Nganjuk 68.03 14.54 8.95 42.16 
85 Kabupaten  Tanjung Jabung Barat 61.78 17.44 11.14 41.62 
86 Kabupaten  Sumenep 58.14 23.07 8.04 40.91 
87 Kabupaten  Batang Hari 64.78 7.65 13.62 40.52 
88 Kabupaten  Langkat 56.24 21.70 6.88 39.32 
89 Kabupaten  Demak 65.82 15.29 1.46 38.71 
90 Kabupaten  Madiun 60.90 8.68 11.17 38.48 

91 Kota  Pekalongan 61.65 22.08 
Data Tidak 
Lengkap 37.94 

92 Kota  Mojokerto 
Data Tidak 
Lengkap 69.28 20.04 36.76 

93 Kabupaten  Tapanuli Utara 56.88 6.13 12.56 36.70 
94 Kabupaten  Kota Baru 62.14 0.00 4.48 33.56 
95 Kota  Ambon 14.98 24.41 23.21 31.19 
96 Kabupaten  Tanah Laut 10.02 30.60 13.19 27.52 
97 Kota  Batu 0.00 26.90 24.06 26.78 
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Peringkat Kabupaten/Kota IPP 
Pendidikan 

IPP 
Kesehatan 

IPP 
Sarpras IPP Total 

98 Kabupaten  Buol 56.03 
Data Tidak 
Lengkap 

Data Tidak 
Lengkap 21.89 

99 Kabupaten  Bogor 
Data Tidak 
Lengkap 41.94 

Data Tidak 
Lengkap 19.39 

100 Kabupaten  Pasuruan 
Data Tidak 
Lengkap 14.36 9.58 15.01 

101 Kabupaten  Lampung Utara 
Data Tidak 
Lengkap 20.05 

Data Tidak 
Lengkap 12.31 

102 Kabupaten  Banjarnegara 
Data Tidak 
Lengkap 9.05 0.00 9.62 

103 Kota  Semarang 
Data Tidak 
Lengkap 

Data Tidak 
Lengkap 24.51 9.24 

104 Kabupaten  Kotawaringin Timur 
Data Tidak 
Lengkap 10.01 

Data Tidak 
Lengkap 9.07 

105 Kota  Denpasar 
Data Tidak 
Lengkap 

Data Tidak 
Lengkap 5.99 2.15 

106 Kabupaten  Hulu Sungai Tengah 
Data Tidak 
Lengkap 

Data Tidak 
Lengkap 5.56 1.98 

107 Kabupaten  Aceh Barat 
Data Tidak 
Lengkap 

Data Tidak 
Lengkap 0.38 0.00 
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BAB 7 

P E N U T U P  
A. KESIMPULAN  

Berdasarkan uraian pada Bab-bab sebelumnya, pada bagian ini akan 
diuraikan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

 Pengukuran kinerja pelayanan publik merupakan aspek yang sangat 
penting untuk melihat pencapaian pelaksanaan pelayanan kepada 
masyarakat. 

 Pengukuran kinerja pelayanan publik dalam kajian ini dilaksanakan dengan 
mendasarkan diri pada salah satu tujuan pemberian otonomi daerah yaitu 
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik. 

 Bidang-bidang pelayanan yang dijadikan fokus dalam kajian ini pelayanan 
dasar yang menjadi kewenangan wajib Pemerintah Daerah berdasarkan 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu bidang pendidikan, bidang 
kesehatan serta bidang Sarana dan Prasarana Umum. 

 Parameter atau indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja 
pelayanan untuk setiap bidang mencakup dimensi alokasi anggaran, askes 
pelayanan kepada masyarakat, upaya peningkatan kualitas pelayanan 
termasuk kualitas SDM. Ketiga parameter tersebut kemudian 
dikembangkan ke dalam sejumlah indikator (terlampir). Pengukuran 
dilakukan berdasarkan data daerah pada tahun 2005. 

 Pengukuran terhadap setiap dimensi dan indikator-indikator tersebut telah 
menghasilkan suatu ukuran nilai dalam bentuk indeks kinerja pelayanan 
publik untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sarana dan 
prasarana serta indeks pelayanan publik gabungan ketiga bidang tersebut. 
Indeks pelayanan publik gabungan merupakan totalitas capaian kinerja 
daerah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. 

 Pengukuran kinerja pelayanan publik di bidang pendidikan pada tahun 
2005 memperlihatkan dari 97 daerah yang diteliti, indeks tertinggi dicapai 
oleh daerah adalah 100 dan indeks terendah adalah 0, dengan rata-rata 
indeks sebesar 64,20. Daerah-daerah yang mencapai indeks di atas rata 
sebanyak 79 daerah atau 81,44%, sedangkan sisanya sebanyak 18 daerah 
atau 18,56% indeksnya berada di bawah rata-rata. Hal ini menunjukkan 
bahwa kinerja pelayanan publik di daerah untuk bidang pendidikan secara 
umum sudah berada di atas rata-rata. Dapat diasumsikan bahwa 
pelayanan publik di bidang pendidikan di daerah-daerah yang diteliti sudah 
cukup baik. Daerah-daerah yang menempati urutan 10 besar dengan 
capaian IPP Bidang Pendidikan tertinggi adalah Kota Makassar, 
Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Klaten, Kabupaten Temanggung, 
Kabupaten Enrekang, Kota Salatiga, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten 
Sukoharjo, Kabupaten Malang, dan Kota Bitung. Sedangkan daerah-
daerah yang menempati 10 peserta dengan capaian IPP Bidang 
Pendidikan terendah adalah Kabupaten Grobogan, Kabupaten Langkat, 
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Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai, Kabupaten Halmahera Tengah, 
Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bangkalan, Kota Ambon, Kabupaten 
Tanah Laut, dan Kota Batu. 

 Pengukuran kinerja pelayanan Bidang Kesehatan pada tahun 2005 
memperlihatkan dari 102 daerah yang mengisi instrumen di bidang ini 
secara lengkap memperlihatkan bahwa indeks yang tertinggi dicapai oleh 
daerah adalah 100, sedangkan indeks terendah mencapai angka 0. 
Adapun rata-rata indeks adalah 39,17. Daerah-daerah yang mencapai 
indeks di atas rata sebanyak 49 daerah (48,04%), sedangkan daerah yang 
indeksnya berada di bawah rata-rata sebanyak 53 daerah (51,96%). Hal ini 
menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik di daerah untuk bidang 
kesehatan secara umum masih berada di bawah rata-rata. Dapat 
diasumsikan bahwa pelayanan publik di bidang kesehatan di daerah-
daerah yang diteliti masih perlu ditingkatkan lagi, baik dari dimensi 
anggaran, akses pelayanan, pemberian penyuluhan keluarga dan 
lingkungan serta peningkatan kualitas SDM tenaga kesehatan. Daerah-
daerah yang menempati urutan 10 (sepuluh) besar dalam pencapaian IPP 
Bidang Kesehatan tertinggi adalah Kota Madiun, Kota Palembang, 
Kabupaten Ende, Kabupaten Banggai, Kota Tangerang, Kota Salatiga, 
Kabupaten Enrekang, Kota Bitung, Kabupaten Lumajang dan Kota 
Mojokerto. Sedangkan daerah-daerah memperoleh IPP Bidang kesehatan 
terendah yaitu sebagai berikut: Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten 
Nganjuk, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten 
Kotawaringin Timur, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Madiun, 
Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Kota 
Baru. 

 Pada pengukuran kinerja pelayanan publik Bidang Sarana dan Prasarana 
Umum dari informasi yang diberikan oleh 101 daerah pada tahun 2005, 
dalam bidang ini memperlihatkan bahwa indeks tertinggi yang dicapai 
daerah adalah 100 sedangkan indeks terendah mencapai angka 0. Adapun 
rata-rata indeks adalah 26,23. Daerah-daerah yang mencapai indeks di 
atas rata sebanyak 36 daerah (35,64%), sedangkan daerah yang 
indeksnya berada di bawah rata-rata sebanyak 65 daerah (64,36%). Hal ini 
menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik di daerah untuk bidang 
sarana dan prasarana daerah secara umum masih berada di bawah rata-
rata. Dapat diasumsikan bahwa pelayanan publik di bidang ini di daerah-
daerah yang diteliti masih perlu ditingkatkan lagi, baik dari dimensi 
anggaran, akses pelayanan, dan peningkatan kualitas SDM. Adapun 
daerah-daerah yang memperoleh IPP bidang sarana dan prasarana yang 
tertinggi adalah Kota Tegal, Kota Madiun, Kota Padang Panjang, 
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Barru, Kabupaten Pelalawan, Kota 
Samarinda, Kabupaten Enrekang, Kota Sukabumi dan Kabupaten 
Ponorogo. Sedangkan daerah-daerah dengan IPP Bidang Sarana dan 
Prasarana terendah adalah sebagai berikut: Kabupaten Mojokerto, 
Kabupaten Ngada, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Kota Baru, 
Kabupaten Gresik, Kabupaten Temanggung, Kota Makassar, Kabupaten 
Demak, Kabupaten Aceh Barat, dan Kabupaten Banjarnegara 
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 Pengukuran kinerja pelayanan publik secara keseluruhan yang merupakan 
gabungan antara IPP Bidang Pendidikan, IPP Bidang Kesehatan serta IPP 
Bidang Sarana dan Prasarana pada tahun 2005 berdasarkan data yang 
diberikan 107 daerah memperlihatkan bahwa indeks tertinggi yang 
diperoleh daerah adalah 100, sedangkan indeks terendahnya adalah 0. 
Adapun IPP rata-rata adalah 51,37. Dari 107 daerah tersebut, sebanyak 57 
daerah (53,27%) memperoleh nilai indeks di atas rata-rata, sedangan 
sisanya yaitu 50 daerah (46,73%) memperoleh nilai indeks di bawah rata-
rata. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi antara daerah dengan indeks di 
atas rata-rata dan di bawah rata-rata cukup seimbang. Daerah-daerah 
yang termasuk kedalam 10 (sepuluh) besar dengan capaian IPP total 
tertinggi adalah berturut-turut: Kota Madiun, Kota Tegal, Kabupaten 
Enrekang, Kota Salatiga, Kota Tangerang, Kota Padang Panjang, Kota 
Palembang, Kabupaten Ende, Kabupaten Majene, dan Kota Sukabumi. 
Sedangkan daerah-daerah dengan IPP total terendah adalah sebagai 
berikut: Kabupaten Buol, Kabupaten Bogor, Kabupaten Pasuruan, 
Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Banjarnegara, Kota Semarang, 
Kabupaten Kotawaringin Timur, Kota Denpasar, Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah dan Kabupaten Aceh Barat. 

 

B. REKOMENDASI 

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut, ada beberapa hal yang perlu 
direkomendasikan yaitu sebagai berikut: 

 Pengukuran kinerja pelayanan publik terutama di bidang-bidang pelayanan 
dasar perlu dipahami sebagai hal yang sangat penting dalam penilaian 
akuntabilitas dan keberhasilan Pemerintah Daerah mencapai tujuan 
kebijakan otonomi daerah yaitu meningkatkan kualitas pelayanan, terutama 
pelayanan yang bersifat dasar yaitu bidang pendidikan, kesehatan serta 
bidang sarana dan prasarana umum. Oleh karena itu perlu dikembangkan 
sistem pengukuran kinerja pelayanan di daerah yang komprehensif dan 
dapat diterapkan di daerah-daerah di seluruh Indonesia secara periodik.  

 Perlu political will (necessary, but insufficient) dari eksekutif dan legislatif 
baik di tingkat pusat, provinsi maupun kab/kota untuk mewujudkan 
komitmen penyediaan sumber daya anggaran yang memadai bagi 
peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan serta 
sarana dan prasarana umum. Hal ini terutama bagi daerah-daerah yang 
masih menghadapi keterbatasan dalam penyediaan anggaran bagi 
pelayanan dasar untuk masyarakatnya. 

 Perlunya upaya-upaya peningkatan pemerataan dan keterjangkauan 
pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan serta sarana dan prasarana 
kesehatan yang lebih konkrit dari Pemerintah. Di bidang kesehatan perlu 
upaya peningkatan jumlah dan kualitas tenaga dokter dan atau tenaga 
medis lainnya, peningkatan jumlah jaringan dan kualitas puskesmas. 
Sedangkan dalam bidang pendidikan masih perlu peningkatan jumlah dan 
kualitas guru serta peningkatan jumlah dan kualitas sekolah terutama untuk 
daerah-daerah pedesaan dan pedalaman. Dalam bidang sarana dan 
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prasarana umum peningkatan perlu peningkatan penyediaan air bersih, 
sumber daya energi listrik, fasilitas kebersihan, jaringan jalan yang 
berkualitas baik dan sebagainya. 

 Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui 
pengelolaan sumber daya manusia aparatur antara lain dengan 
menyempurnakan sistem manajemen pengelolaan SDM dan 
mengembangkan profesionalisme aparatur di daerah.  

 Untuk mendorong daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, 
maka kepada daerah-daerah yang memiliki kinerja pelayanan yang sudah 
baik perlu diberikan penghargaan, di samping penghargaan yang selama 
ini telah ada. 

 Penelitian menunjukkan adanya berbagai hambatan yang dihadapi 
pemerintah daerah dalam mengisi instrument penelitian tentang pelayanan 
di bidang pendidikan, kesehatan serta bidang sarana dan prasarana 
umum, oleh karena itu perlu dibangun system informasi dan database 
kinerja pelayanan di ketiga bidang tersebut baik di lingkup provinsi maupun 
Kabupaten/Kota. 
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Pelayanan Publik. 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
KEP/25/M.PAN/2004 tantang Pedoman Umum Penyusunan Indeks 
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
Per/25/M.Pan/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit 
Pelayanan Publik. 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan. 

Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 004/MENKES/SK/I/2003 tentang 
Kebijakan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan. 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
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